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MOTTO 

 

 

 

 يُسْرًاِِِالْعُسْرِ ِِمَعَِِِنِِإ ِِِ,ِِيُسْرًاِِالْعُسْرِ ِِمَعَِِِنِِفَإ ِ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan adakemudahan” - QS. Al-Insyirah: 5-6 

 

 

 

“Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah 

dunia.”– Bung Karno 

 

 

 

"Tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran, tidak ada kebahagiaan kecuali 

dalam keadilan” – Elco 
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ABSTRAK 

 

 

Dinamika penerapan hukum pidana sampai sekarang belum menghasilkan 

efek jera seharusnya dapat menemukan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan 

dapat digunakan sebagai solusi dengan mengedepankan konsep restorative justice 

berupa mediasi penal untuk perkara-perkara tertentu. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis dan mengkaji tentang implementasi mediasi penal dalam mendukung 

terwujudnya restorative justice pada Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal 

Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dengan 

menggunakan pendekatan analisis empiris serta didukung dengan bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan 

wawancara langsung dengan pejabat di kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal dan metode pengumpulan data sekunder menggunakan data kepustakaan. 

Metode analisis data dengan menggunakan metode kualitatif empiris. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa yang pertama: mediasi penal memiliki 

peranan penting penanganan perkara yang ada di Lapas Terbuka Kelas II B 

Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan mediasi penal dilakukan dengan 

mempertemukan pelaku dan korban dengan penengah aparat hukum yang bertujuan 

untuk merestorasi kembali pelaku ke arah yang lebih baik dan dapat diterima 

kembali di masyarakat secara sosial bersama dengan keadilan restoratif yang 

hakikatnya memberi hukuman kepada pelaku tetapi hukuman tersebut bersifat 

mendidik sehingga memberi manfaat baik kepada pelaku maupun korban. 

Penyelesaian suatu perkara dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil 

keputusan untuk kepentingan bersama merupakan budaya asli bangsa Indonesia 

agar diterapkan menyelesaikan suatu konflik yang belum memiliki payung hukum 

kuat sebagaimana pada sila ke 4 Pancasila. Kedua; Pelaksanaan Mediasi Penal 

dalam mewujudkan restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal dapat dilakukan dengan model victim offender mediation. Model ini ideal 

di implementasikan karena dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki 

keunggulan lainnya; a. model ini tidak melibatkan banyak pihak dalam arti pihak. 

b. limitasi pelibatan para pihak akan mengurangi gesekan pendapat dan c. praktik 

di dunia internasional model ini terbukti berhasil mencapai kesepakatan sah tanpa 

melalui pengadilan dan menghindari penumpukan perkara. Penerapan model victim 

offender mediation maka pihak pelaku maupun korban dapat mengajukan 

kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama 

sehingga, solusi yang didapatkan bersifat “win-win”. Selain itu, melalui mediasi 

penal ini akan memiliki implikasi yang bersifat positif karena dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, karena memberikan 

solusi yang lebih cepat, murah, dan memenuhi rasa keadilan sehingga persepsi 

masyarakat telah berubah cara pandang hukum pidana yang cenderung statis, 

dengan fokus pada penyelesaian sengketa yang lebih humanistis dan berorientasi 

pada nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat. 

 

Kata kunci: mediasi penal, restorative justice, upaya ideal. 
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ABSTACT 

 

 

The dynamics of criminal law enforcement so far have not produced a 

deterrent effect; it should be able to achieve justice, order, and welfare, which can 

be used as a solution by prioritizing the concept of restorative justice in the form of 

penal mediation for certain cases. The purpose of this research is to analyze and 

examine the implementation of penal mediation in supporting the realization of 

restorative justice at the Class II B Open Prison in Kendal Regency, Central Java 

Province. 

This research is a sociological juridical legal study using an empirical 

analysis approach and supported by primary and secondary legal materials. 

Secondary legal materials were obtained through direct interviews with officials at 

the Class II B Kendal Open Prison office and secondary data collection methods 

using library data. The data analysis method uses the empirical qualitative method. 

The research results show that, first, penal mediation plays an important role 

in handling cases at the Class II B Open Prison in Kendal Regency. This is because 

penal mediation involves bringing together the perpetrator and the victim with a 

mediator from the legal apparatus, aiming to restore the perpetrator to a better path 

and reintegrate them socially into the community, alongside restorative justice, 

which essentially punishes the perpetrator but in an educational manner, benefiting 

both the perpetrator and the victim. Resolving a case by prioritizing deliberation in 

decision-making for the common good is an indigenous culture of the Indonesian 

nation, which should be applied to resolve conflicts that do not yet have strong legal 

backing, as stated in the fourth principle of Pancasila. Second; The implementation 

of Penal Mediation in realizing restorative justice at the Class II B Open Prison in 

Kendal Regency can be carried out using the victim-offender mediation model. This 

model is ideal to implement because it can provide legal certainty and has other 

advantages; a. this model does not involve many parties in the sense of parties. b. 

limiting the involvement of parties will reduce friction in opinions and c. the 

practice of this model in the international arena has proven successful in reaching 

legitimate agreements without going through the courts and avoiding case 

backlogs. The application of the victim-offender mediation model allows both the 

perpetrator and the victim to propose, agree upon, and negotiate compensation 

together, resulting in a "win-win" solution. Moreover, through this penal mediation, 

there will be positive implications as it can enhance public trust in the criminal 

justice system, providing quicker, cheaper solutions that fulfill the sense of justice. 

This has shifted public perception, changing the view of criminal law from being 

static to focusing on more humanistic dispute resolution and being oriented towards 

the values that live within the community. 

 

Keywords: penal mediation, restorative justice, ideal efforts. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dimensi ilmu hukum pada dasarnya sangat luas seperti sebuah 

“pohon”, hukum adalah sebuah pohon besar dan rindang yang terdiri dari 

daun, akar, ranting,batang, buah yang teramat lebat. Karena begitu lebatnya 

hukum tersebut dapat dikaji dari prespektif asasnya, sumbernya, 

pembedaannya, penggolongannya, dan lain sebagainya. Apabila dikaji dari 

prespektif penggolongannya hukum dapat diklarifikasikan berdasarkan 

sumbernya, bentuknya, isinya, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara 

mempertahankannya, sifatnya, dan berdasarkan wujudnya. Berbicara 

mengenai hukum, maka sudah dipastikan melibatkan masyarakat karena 

hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.1 Menurut Von Savigny, 

hukum itu tidak dibuat melainkan berkembang dan tumbuh bersama 

masyarakat.2 Oleh karena itu hukum diciptakan untuk membatasi dan 

mengatur masyarakat agar tertib, aman, dan damai. Dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, pelaksanaan hukum memiliki arti yang penting 

karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan 

memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga hal tersebut harus dapat 

diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. 

Hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang 

 

1 Susila, “Hukum Sebagai Paradigma Fakta Sosial.” 
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sama dimata hukum (equality before the law). Apabila hukum tidak 

dilaksanakan, maka hukum tidak akan bermakna dalam kehidupan 

masyarakat dan peraturan hukum ituakan mati dengan sendirinya. 

Mengenai mekanisme penegakaan hukum dalam sistem peradilan 

pidana di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), karena dalam KUHAP terdapat tata cara atau prosedur sistem 

peradilan pidana indonesia. Penegakkan hukum pidana dimulai dari proses 

penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut 

umum dan vonis hukuman atau sanksi oleh Hakim. Berhubungan dengan hal 

tersebut, Sauer memberikan tiga pengertuan dasar dalam hukum pidana, 

yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.3 Arah kebijakan hukum 

bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan 

bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan di generasi di masa 

depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus 

mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya.2 

Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya 

harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia 

ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum.3 Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip 

 

2 Astomo, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945.” 
3 M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” 

Legalitas, vol. 4, no. 1, pp. 130–152, 2013. 
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tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip negara 

hukum Indonesia bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan 

masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. 

Pengaturan terkait restorative justice di Indonesia dijelaskan dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1 angka 6 Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Selain itu, restorative justice juga dijelaskan dalam Pasal 1 

angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya 

disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan 

Kejari 15/2020). 

Dilihat dari sudut pandang sejarahnya, hukum pidana yang bersifat 

hukum publik telah melalui perubahan panjang. Perkembangan hukum 

pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan 

kepentingan orang lain dan disusuli oleh suatu pembalasan. Pembalasan 

umumnya tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau 

terkena suatu tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban seluruh 

keluarga dan bahkan masyarakat secara umum. Namun seiring berjalannya 

waktu, terjadi perubahan dan dinamika masyarakat yang sangat kompleks di 
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satu sisi, sedangkan pada lain sisi yaitu terhadap regulasi pembuatan 

peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kebijakan legislasi yang 

bersifat parsial ternyata sifat publik dalam hukum pidana bergeser karena 

relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktekkannya 

mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan. 

Mediasi penal atau mediation in criminal cases, mediation in penal matters, 

victim offenders mediation, offender victim arrangement (Inggris), 

strafbemiddeling (Jerman) dikenal sebagai alternative dispute resolution 

(ADR) dalam ranah hukum privat (bijzondere belangen) merupakan suatu 

upaya penyelesaian hukum altematif yang menempuh jalur lain daripada 

cara-cara penyelesaian perkara secara yuridis tradisional. Satu dari berbagai 

faktor pendorong lahirnya konsep mediasi penal (mediation in criminal 

cases) ialah meningkatnya volume perkara.4 

Regulasi pelaksanaan media penal saat ini telah diatur di beberapa 

aturan seperti: Perja Nomor 15 Tahun 2020: Peraturan ini mengatur tentang 

pelaksanaan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana, SK Badilum 

Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020: Keputusan ini mengatur tentang 

pelaksanaan mediasi penal di lingkungan Badan Peradilan Umum dan 

Perpol Nomor 8 Tahun 2021: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan 

mediasi penal di lingkungan Polri. Penggunaan mediasi penal sebagai 

alternatif penyelesaian perkara khususnya dalam tindak pidana penipuan 

 

 

4 Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan 

Perkara ‘Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.’” 
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bukanlah hal baru dan tidak ada suatu keharusan untuk dilaksanakan 

melainkan tergantung pada sikap aparat penegak hukum. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman, mediasi penal yang 

merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi 

keduabelah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri 

kepada pelakudan korban. Melalui mediasi penal proses penangnan perkara 

dilakukan secara transparan sehingga dapat mengurangi penyimpangan yang 

seringkali terjadi dalamproses peradilan pidana. Konsekuensi dari semakin 

diterapkannya eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternative 

penyelesaian perkara di bidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses 

pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antarahukum pidana dan perdata 

tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Eksistensi 

mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. 

Seiring dengan berjalannya waktu ketika terjadi peningkatan jumlah perkara 

di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan 

salah satu solusi untuk menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut 

dikehendaki bersama antara para pihak yang berperkara, serta untuk 

mencapai kepentingan yang lebih luas yaitu terpeliharanya harmonisasi 

sosial.5 

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang 

dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut: 

 

5  Sitepu, “Pelaksanaan Prinsip First to File Sistem Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang 

Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk 

Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan).” 
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1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik 

aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif 

2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai 

ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 

80 KUHP) 

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, 

bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda 

4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang 

hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum 

remedium 

5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau serba 

ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk 

melakukan diskresi 

6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke 

pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang 

hukum yang dimilikinya 

7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran 

hukumpidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. 

 

 

Perkembangan yang telah terjadi di Indonesia terutama perkembangan 

di bidang teknologi memicu semakin merajalelanya tindak pidana penipuan. 

Tidak hanya itu, peningkatan jumlah perkara itu diikuti pula dengan 

beragam jenisnya yang diajukan ke pengadilan yang menjadi beban bagi 
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pengadilan untuk melakukanpemeriksaan dan mengadilinya. Kemampuan 

organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya 

manusia menyebabkan penumpukan kasusdi pengadilan yang tentunya tidak 

sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Rekonstruksi atas hasil dari pergulatan pemikiran mengenai hukum acara 

pidana yang demikian itu bukan merupakan suatu fenomena yang baru. 

Rekonstruksi seperti itu juga sudah lama digumuli. Rekonstruksi demikian 

boleh jadi diakui sebagai hukum yang benar atau true law is right reason in 

agreement with nature, yang oleh para filsuf dan teoritisi atau akademisi 

dimaksudkan untuk mencapai hukum pidana substantif, yaitu keadilan 

(justice) delege lata. De lege lata, adalah fraseologi Latin yang dapat diterima 

dalam berbagaisistem hukum dunia. Fraseologi itu artinya sesuai dengan 

hukum. 

Munculnya pemikiran untuk menggunakan mediasi sebagai sarana 

penyelesaian perkara pidana, antara lain disebabkan oleh sarana-sarana 

hukum yang ada untuk mengembalikan ke keadaan semula atau restitutio in 

integrum ketentraman atau keseimbangan (equilibrium) yang terganggu 

dalam masyarakat sebagai akibat suatu tindak pidana yang terjadi di dalam 

masyarakat lama kelamaan oleh para ahli dipandang sebagai sarana-sarana 

hukum yang terlihat seolah-olah frustrasi atau sarana-sarana yang sudah 

tidak mampu lagi melaksanakan fungsinya dengan baik. Selain itu, melihat 

kondisi yang ada di instansi kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal yang mengalami peningkatkan jumlah narapidana yang terigestrasi 
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mengalami tiap tahunnya dengan beragam kasus, seperti: pencurian, 

pemerasan dan lainnya. Hal ini menjadikan suatu masalah dalam instansi 

mengingat jumlah kondisi instansi yang tidak sebanding dengan jumlah 

narapidana yang ada pada instansi tersebut. Berikut data jumlah data jumlah 

narapidana yang terdapat pada kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal pada tahun 2024/205: 

NO TRIWULAN JUMLAH KASUS WBP 

1 Nihil 

2 2 17 1. Pasal 363 / pencurian :12 

orang 

2. Pasal 365 / pencurian : 1 

orang 

3. Pasal 368 / pemerasan : 1 

orang 

4. Pasal 362 / pencurian : 1 

orang 

5. Pasal 436 (2) UU RI no17 

Th 2023/ kesehatan : 1 

orang 

6. Pasal 80 (1) UU RI no17 

Th 2016 / perlindungan 

anak : 1 orang 
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 3 8 1. Pasal 196 UU No 36 Th 

 

2009 / kesehatan : 2 orang 

 

2. Pasal 36 UU RI no 7 Th 

2011 / mata uang : 1 orang 

3. Pasal 80 UU no 35 Th 2014 

 

/ perlindungan anak : 1 

orang 

4. Pasal 363 / pencurian : 4 

orang 

 4 8 1. Pasal 363 / pencurian : 6 

orang 

2. Pasal 365 / pencurian: 2 

orang 

 

Dalam model penyelesaian yang konvensional, terhadap subyek 

hukum yang melakukan pelanggaran atas norma-norma hukum pidana, dapat 

diberi stigmasebagai pelaku yang melakukan pelanggaran atau dader dan 

bahkan lebih daripada itu pihak dader dimaksud dapat dicap atau diberi 

stigma sebagai suatu pelaku tindakkejahatan yang kambuhan. Pada titik ini, 

para pemikiran hukum pidana kemudian merasa perlu untuk melakukan 

suatu rekonstruksi terhadap mekanisme penyelesaian yang memperburuk 

sistem hukum itu. Penggunaan restorative justice di lapas terbuka kelas II B 

kabupaten Kendal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu sistem 
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pemahaman baru yang menjaga nama baik, mengembalikan hubungan 

pelaku dan korban, dan memanusiakan manusia. Sistempamahaman yang 

demikian dapat dilakukan dengan menghadirkan mediasi penal. Dalam 

penelitian ini, mediasi penal dipandang sebagai suatu model baru 

penyelesaian perkara pidana ideal di di lapas terbuka kelas II B kabupaten 

Kendal. Dengan mediasi penal, maka dapat dibenahi atau dapat 

direkonstruksi nilai penyelesaian perkara konvensional yang selama ini telah 

terkonstruksi, dan yang oleh Bagir Manan telah dianggap sebagai “buah” 

dari kekurangmampuan legalitas atau mekanisme penyelesaian perkara yang 

konvensional minus restorative justice. Berdasarkan pemaparan dari latar 

belakang tersebut, penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut yang 

tertuang dalam judul “MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA IDEAL 

DALAM TERWUJUDNYA RESTORATIVE JUSTICE DI LAPAS 

TERBUKA KELAS II B KABUPATEN KENDAL” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, guna lebih 

memperjelas ruang lingkup penelitian yang akan penulis kaji, maka penulis 

merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini,yaitu: 

1. Bagaimana eksistensi Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam 

terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal? 
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2. Bagaimana pelaksanaan Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam 

terwujudnya restorative justice di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal saat ini? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran Mediasi Penal sebagai 

upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap penangan 

perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Mediasi Penal 

sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap 

penangan perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal. 

 

 

D. Manfaat penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis. 

 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangkan 

pengetahuan dibidang Akademis tentang alternatif penggunaan Mediasi 

Penal sebagai upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice terhadap 

penangan perkara tindak pidana di Lapas Terbuka Kelas II B Kabupaten 

Kendal. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan 

referensi bagi penulisan hukum khususnya mengenai upaya penyelesaian 

perkara tindak pidana melalui Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam 

terwujudnya restorative justice. 

 

 

2. Manfaat Praktis. 

 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan 

terkait dengan upaya penyelesaian perkara tindak pidana di Lapas 

Terbuka Kelas II B Kabupaten Kendal melalui mediasi Penal sebagai 

upaya ideal dalam terwujudnya restorative justice. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

tambahan pengetahuan terkait Mediasi Penal sebagai upaya ideal dalam 

terwujudnya restorative justice terhadap penangan perkara tindak pidana. 

 

 

E. Kerangka Konseptual 

1. Konsep Pidalnal Sebalgali Ultimum Remedium 

Hukum pidalnal aldallalh hukum yalng mengaltur tentalng pelalnggalraln daln 

kejalhaltaln terhaldalp kepentingaln umum. Pelalnggalraln daln kejalhaltaln tersebut 

dialncalm dengaln hukumaln yalng merupalkaln penderitalaln altalu siksalaln balgi 

yalng bersalngkutaln. Yalng membedalkaln alntalral hukum pidalnal dengaln 

bidalng hukum lalin iallalh salnksi hukum pidalnal merupalkaln pemberialn 

alncalmaln penderitalaln dengaln sengaljal daln sering jugal pengenalaln 

penderitalaln, hall malnal dilalkukaln jugal sekallipun tidalk aldal korbaln kejalhaltaln. 
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Perbedalaln demikialn menjaldi allalsaln untuk mengalnggalp hukum pidalnal itu 

sebalgali ultimum remedium, yalitu usalhal teralkhir gunal memperbaliki tingkalh 

lalku malnusial, terutalmal penjalhalt, sertal memberikaln tekalnaln psikologis algalr 

oralng lalin tidalk melalkukaln kejalhaltaln. Oleh kalrenal salnksinyal bersifalt 

penderitalaln istimewal, malkal peneralpaln hukum pidalnal sedalpalt mungkin 

dibaltalsi dengaln kaltal lalin penggunalalnnyal dilalkukaln jikal salnksi-salnksi 

hukum lalin tidalk memaldali lalgi.6 

Dallalm berbalgali penalngalnaln kalsus hukum yalng terjaldi di talnalh alir, 

seringkalli beberalpal permalsallalhaln menjaldi balhaln perbincalngaln publik 

kalrenal putusaln peraldilaln dialnggalp mengalbalikaln nilali-nilali kealdilaln yalng 

semestinyal diralsalkaln oleh malsyalralkalt daln pencalri kealdilaln. Proses hukum di 

lingkungaln peraldilaln Indonesial hinggal salalt ini dialnggalp belum 

sepenuhnyal mencerminkaln nilali-nilali kealdilaln yalng sesungguhnyal. 

Kealdilaln seolalh menjaldi “balralng malhall” yalng jaluh dalri jalngkalualn 

malsyalralkalt. Penegalkaln hukum melallui sistem peraldilaln pidalnal salalt ini 

mendalpalt sorotaln taljalm dalri berbalgali pihalk, balhkaln dunial internalsionall 

menilali lembalgal pengaldilaln Indonesial salngalt buruk, terutalmal yalng 

dilalkukaln oleh elemen-elemen penegalk hukum mulali dalri polisi, jalksal, 

halkim salmpali palral petugals Lembalgal Pemalsyalralkaltaln (LP). Penegalkaln 

hukum melallui sistem peraldilaln pidalnal salalt ini malsih didominalsi oleh calral 

 

 

 

 

 

6 Theresial Ngutral, “Hukum Daln Sumber-Sumber Hukum,” Jurnall Supremalsi XI, no. 2 (2016): 

193–210, https://doi.org/10.26858/supremalsi.v11i2.2813. 
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berpikir legisme, calral penegalkaln hukum (pidalnal) yalng halnyal bersalndalrkaln 

kepaldal peralturaln perundalng-undalngaln semaltal. 7 

Calral seperti ini lebih melihalt persoallaln hukum sebalgali persoallaln hitalm 

putih, paldalhall hukum itu bukalnlalh semaltal-maltal rualng halmpal yalng steril 

dalri konsep-konsep non hukum. Hukum halrus pulal dilihalt dalri perspektif 

sosiall, perilalku yalng senyaltalnyal yalng dalpalt diterimal oleh daln balgi semual 

insaln yalng aldal di dallalmnyal. Mengingalt hukum pidalnal merupalkaln hukum 

yalng digunalkaln sebalgali “obalt teralkhir”, yalng sebenalrnyal halrus halti-halti 

dallalm menggunalkalnnyal. Kalrenal di dallalmnyal memualt salnksi yalng beralt 

balgi pelalku tindalk pidalnal. Semestinyal, hukum pidalnal yalng berlalku 

mencerminkaln ideologi, kepedulialn daln keterikaltaln pemerintalh paldal 

ralkyaltnyal, tidalk semaltal-maltal merupalkaln hukum yalng diinginkaln ralkyalt 

untuk mengaltur merekal. 

Hukum yalng berpihalk paldal ralkyalt, yalng memperhaltikaln kealdilaln 

sosiall, yalng mencerminkaln perlindungaln halk alsalsi malnusial, seperti 

tercalntum dallalm konstitusi Undalng-Undalng Dalsalr 1945. Hukum bukaln 

halnyal merupalkaln pedomaln berperilalku balgi ralkyalt, tetalpi jugal balgi palral 

pejalbalt pemerintalhaln daln seluruh penyelenggalral kenegalralaln. Dallalm 

hukum pidalnal, dallil ultimum remedium ini diperlukaln untuk 

mempertimbalngkaln dalhulu penggunalaln salnksi lalin sebelum salnksi pidalnal 

yalng kerals daln taljalm dijaltuhkaln, alpalbilal fungsi hukum lalinnyal kuralng 

malkal balru dipergunalkaln hukum pidalnal. Berkalitaln dengaln kalralkteristik 

 

7 Sudalrto Sudalrto, Hukum Pidalnal 1, Revisi (Semalralng: Yalyalsaln Sudalrto Press, 1990). 
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hukumpidalnal dallalm konteks ultimum remedium ini balhwal penegalkaln 

hukum pidalnal dengaln salnksi yalng kerals daln taljalm tetalp halrus diusalhalkaln 

algalr sedalpalt mungkin menguralngi penderitalaln balgi pelalku. 

Peneralpaln ultimum remedium dallalm penjaltuhaln salnksi pidalnal oleh 

halkim dalpalt mengalkomodalsi kepentingaln pelalku tindalk pidalnal, setialp 

kegialtaln yalng mengalcu kepaldal peneralpaln prinsip penjaltuhaln pidalnal 

penjalral sebalgali upalyal teralkhir (ultimum remedium) tersebut salngalt 

mendukung pelalku tindalk pidalnal, kalrenal sebelum salnksi pidalnal yalng kerals 

dijaltuhkaln, penggunalaln salnksi lalin seperti salnksi aldministralsi daln salnksi 

perdaltal didalhulukaln sehinggal ketikal fungsi salnksi-salnksi hukum tersebut 

kuralng, balru dikenalkaln salnksi pidalnal. Nalmun melihalt sisi lalinnyal melallui 

pendalpalt Valn Bemmelen balhwal peneralpaln ultimum remedium ini halrus 

dialrtikaln “upalyal” (middel), bukalnlalh sebalgali allalt untuk memulihkaln 

ketidalkaldilaln altalu untuk memulihkaln kerugialn, melalinkaln upalyal untuk 

memulihkaln kealdalaln yalng tidalk tenteralm di dallalm malsyalralkalt, yalng 

alpalbilal tidalk dilalkukaln sesualtu terhaldalp ketidalkaldilaln itu, dalpalt 

menyebalbkaln oralng malin halkim sendiri.8 

 

 

2. Konsep Penyelesalialn Sengketal daln Perkalral 

 

Hukum tidalk dalpalt dilepalskaln dalri penyelesalialn sengketal altalu perkalr 

yalng teraljdi di dallalm malsyalralkalt. Fungsi hukum itu aldallalh perdalm konflik, 

 

 

8 Halnalfi ALmralni alnd Malhfus ALli, Sistem Pertalnggungjalwalbaln Pidalnal, Pertalmal (Jalkalrtal: 

Raljalwalli Pers, 2015). 
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balik itu sengketal malupun perkalral altalu perselisihaln pendalpalt kalrenal 

kepentingaln malupun halk daln klalim. Dallalm kalitaln dengaln itu, berbalgali 

pustalkal yalng aldal menyebut fungsi hukum demikialn itu dengaln berbalgali 

istilalh, misallnyal; hukum dallalm posisi sebalgali peredalm konflik lalw als al waly 

of resolving conflict, altalu konsep yalng lalin lalgi, seperti lalw als al wealpon in 

sociall conflict, begitu pulal konsep “lalw als al conflict malnalgement”. 9 

Demikialn pulal fungsi hukum sebalgali salralnal untuk memperlalncalr 

proses interalksi sosiall altalu lalw als al falcilitaltion of humaln interalction”. 

Semual alspek dallalm ungkalpaln-ungkalpaln di altals itu tidalk lalin aldallalh konsep 

penyelesalialn sengketal altalu perkalral. Mekalnisme penyelesalialn sengketal 

yalng relevaln untuk dikemukalkaln di sini, yalitu penyelesalialn sengketal 

allternaltif altalu PSAL, yalng memiliki paldalnaln pengertialn dengaln ALDR. 

ALlternaltive Dispute Resolution altalu ALDR dikembalngkaln, balik oleh palral 

pralktisi hukum malupun palral alkaldemisi sebalgali calral penyelesalialn sengketal 

yalng lebih memiliki alkses paldal kealdilaln.99 di ALmerikal Serikalt secalral 

bertalhalp memalsukkaln ALDR di dallalm kurikulum, terutalmal bentuk medialsi 

daln negosialsi.10 

Berbalgali istilalh dallalm balhalsal Indonesial telalh diperkenallkaln paldal 

berbalgali forum oleh berbalgali pihalk, seperti pilihaln penyelesalialn sengketal 

(PPS), mekalnisme allternaltif penyelesalialn sengketal (MALPS), pilihaln 

 

 

9  Nurul Qalmalr, “Theory Position in the Structure of Legall Science,” SIGn Jurnall Hukum 3, no. 

1 (2021): 52–64, https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126. 
10 Hiroki Halbukal alnd Colin Rule, “The Promise alnd Potentiall of Online Dispute Resolution in 

Jalpaln,” Internaltionall Journall on Online Dispute Resolution 4, no. 2 (2018): 74–90, 

https://doi.org/10.5553/ijodr/235250022017004002017. 
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penyelesalialn sengketal di lualr pengaldilaln, daln mekalnisme penyelesalialn 

sengketal secalral kooperaltif, semualnyal menunjuk kepaldal substalnsi 

pengertialn ALDR.11 Berpegalng kepaldal alralhaln yalng sudalh dipilih sebalgali 

gralnd theory dallalm penelitialn ini, malkal rujukaln tentalng konsep 

penyelesalialn sengketal altalu perkalral sehalrsnyal mengalcu kepaldal jiwal balngsal. 

Malnifestalsi dalri jiwal balngsal itu, aldallalh peralturaln perundalngaln-undalngaln. Di 

Indonesial rujukaln normaltif tentalng penyelesalialn sengketal allternaltif 

dalpalt dijumpali dallalm Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 1999 tentalng 

ALrbitralse daln ALlternaltif Penyelesalialn Sengketal. Mengalcu kepaldal ketentualn 

normaltif dallalm UU dimalksud, malkal dengaln demikialn dalpalt ditegalskaln 

balhwal medialsi sebalgali saltu jenis dalri metode penyelesalialn sengketal. 

Dallalm perspektif dokumen internalsionall yalng telalh dikemukalkaln 

dallalm Balb I dalpalt dipergunalkaln altalu diekstensi ke perkalral-perkalral pidalnal, 

bukalnlalh sesualtu yalng ilegall altalu melalwaln hukum, sepalnjalng hall itu didalk 

dilalralng secalral tegals dallalm peralturaln perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

Dengaln kaltal lalin, UU ALrbitralse daln Penyelesalialn Sengketal ALlternaltif di 

altals, menjaldi dalsalr pelembalgalaln ALDR di Indonesial. Undalng-undalng 

tersebut jugal menekalnkaln kepaldal penyelesalialn sengketal allternaltif 

berbentuk medialsi (daln pemalkalialn tenalgal alhli). Balhkaln, tidalk menutup 

kemungkinaln penyelesalialn sengketal melallui allternaltifallternaltif lalin.102 

Secalral yuridis ketentualn dallalm Palsall 1 alngkal 10 Undalng- Undalng Nomor 

 

11 Malry ALnne Noone alnd Lolal ALkin Ojelalbi, “ALlternaltive Dispute Resolution alnd ALccess to 

Justice in ALustrallial,” Internaltionall Journall of Lalw in Context 16, no. 2 (June 3, 2020): 108– 

27, https://doi.org/10.1017/S1744552320000099. 
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30 Talhun 1999 mengalrtikaln allternaltif penyelesalialn sengketal sebalgali 

berikut: 

“ALlternaltif penyelesalialn sengketal aldallalh lembalgal penyelesalialn 

sengketal altalu bedal pendalpalt melallui prosedur yalng disepalkalti palral 

pihalk, yalkni penyelesalialn di lualr pengaldilaln dengaln calral konsultalsi, 

negosialsi, medialsi, konsilialsi, altalu penilalialn alhli.” 

 

 

Dallalm perspektif Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 1999, mekalnisme 

penyelesalialn sengketal di lualr pengaldilaln dalpalt diselesalikaln melallui 

beberalpal pilihaln penyelesalialn sengketal. Pertalmal, penyelesalialn sengketal 

altalu bedal pendalpalt melallui pilihaln penyelesalialn sengketal diselesalikaln 

dallalm pertemualn lalngsung oleh palral pihalk (negosialsi) sebalgali talhalp 

pertalmal. Dallalm walktu palling lalmal 14 halri sejalk negosialsi (perundingaln) 

dilalkukaln, palral pihalk halrus sudalh dalpalt mengalmbil putusaln yalng 

ditualngkaln dallalm sualtu kesepalkaltaln tertulis sealndalinyal penyelesalialn 

sengketal melallui perundingaln taldi tidalk menghalsilkaln alpal-alpal. 

Berdalsalrkaln kesepalkaltaln tertulis, palral pihalk menunjuk altalu memintal 

balntualn seoralng altalu lebih, balik penalsihalt malupun seoralng medialtor untuk 

menyelesalikaln sengketal altalu bedal pendalpalt palral pihalk. Penalsihalt alhli altalu 

medialtor ini diberikaln kesempaltaln selalmal 14 halri untuk menyelesalikaln 

sengketal altalu bedal pendalpalt palral pihalk sejalk halri ditunjuknyal. 12 

 

 

12 Ferdialn Rinalldi, “Proses Bekerjalnyal Sistem Peraldilaln Pidalnal Dallalm Memberikaln Kepalstialn 

Hukum Daln Kealdilaln,” Respublical, 2022, 179–88. 



19  

 

Jikal calral demikialn tidalk jugal berhalsil mencalpali kaltal sepalkalt altalu 

medialtor tidalk berhalsil mempertemukaln kedual belalh pihalk; dalpalt ditempuh 

penyelesalialn sengketal talhalp ketigal, yalitu penunjukkaln seoralng medialtor 

oleh lembalgal alrbitralse altalu lembalgal allternaltif penyelesalialn sengketal altals 

permintalaln palral pihalk yalng bersengketal. Dallalm walktu palling lalmal tujuh 

halri setelalh penunjukkalnnyal, medialtor halrus sudalh memulali usalhal 

medialsinyal. Penyelesalialn usalhal melallui medialsi ini dihalralpkaln sudalh 

selesali palling lalmbalt 30 halri terhitung sejalk usalhal medialsi dimulali. Usalhal 

medialsi ini dilalkukaln dengaln memegalng teguh keralhalsialaln daln 

kesepalkaltalnnyal ditualngkaln dallalm bentuk tertulis yalng jugal ditalndaltalngalni oleh 

semual pihalk yalng terkalit. Putusaln Kesepalkaltaln pilihaln penyelesalialn 

sengketal tersebut dibualt secalral tertulis, bersilalt finall, mengikalt balgi palral 

pihalk, sertal untuk dilalksalnalkaln dengaln iktikald ballk oleh palral pihalk. 

Kesepalkaltaln tertulis tersebut waljib didalftalrkaln di pengaldilaln negeri dallalm 

walktu palling lalmal tigal puluh halri sejalk penalndaltalngalnaln. Selalnjutnyal, 

dallalm walktu palling lalmal tigal puluh halri sejalk pendalftalraln tersebut, 

kesepalkaltaln penyelesalialn sengketal altalu bedal pendalpalt waljib selesali 

dilalksalnalkaln. 

Untuk kepentingaln efektivitals, yalitu jikal palral pihalk sudalh tidalk malu 

menggunalkaln sallalh saltu altalu lebih talhalp-talhalp penyelesalialn sengketal, 

tidalk aldal gunalnyal dipalksalkaln kalrenal kemungkinaln besalr kaltal sepalkalt jugal 

tidalk alkaln tercalpali. Sungguhpun tidalk disebutkaln dengaln jelals, talhalp-talhalp 

penyelesalialn sengketal tersebut bukalnlalh hukum memalksal (dwigend recht), 
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melalinkaln halnyal hukum mengaltur. ALkaln tetalpi sekalli talhalp tersebut sudalh 

disetujui oleh palral pihalk, malkal palral pihalk tersebut waljib mengikutinyal.13 

Setialp penyelesalialnnyal halrus menurut taltal calral formall yalng dialtur dallalm 

hukum alcalral (due to process) sertal memberi halk kepaldal palral pihalk untuk 

mempergunalkaln upalyal hukum secalral instalnsionall. Ternyaltal ide daln 

halralpaln itu telalh menghalnyutkaln sistem litigalsi ke alralh yalng salngalt 

formallistik, teknis, daln bialyal malhall. Dunial bisnis semalkin cemals, balhkaln 

malsyalralkalt umum pun ikut meralsalkaln kepalhitaln altals penalmpilaln yalng 

diperalnkaln peraldilaln. Citral peraldilaln sebalgali “the first resort alnd the lalst 

resort” malkin merosot. 

Peraldilaln dijaldikaln sebalgali the first stalnd the lalst resort dallalm 

penyelesalialn sengketal altalu perkalral. Istilalh the firs stalnd the lalst resort itu 

sejallaln dengaln nilali dallalm prinsip yalng dikenall oleh hukum pidalnal, yalitu 

salnksi pidalnal aldallalh sualtu ultimum remidium. Dengaln demikialn, jikallalu 

hukumaln pidalnal itu ultimum remidium yalng dallalm konsepsi negalral hukum 

di altals dicalpali melallui sualtu due proces, yalitu hukum alcalral pidalnal, malkal 

upalyal penyelesalialn perkalral yalng ditempun sebalgali the first stalnd, jugal 

merupalkaln ralngkalialn dallalm hukum pidalnal, yalng diselenggalralkaln untuk 

mempertalhalnkaln hukum malteriil, yalitu berbalgali halk daln kepentingaln yalng 

salling berseberalngaln altalu yalng diperkalralkaln.Dikemukalkaln 

mengemukalkaln sejumlalh keuntungaln altalu kebalikaln penyelesalialn sengketal 

 

13 Nalzalruddin Lalthif, “Teori Hukum Sebalgali Salralnal ALlalt Untuk Memperbalhalrui ALtalu 

Merekalyalsal Malsyalralkalt,” Pallalr | Palkualn Lalw Review 3, no. 1 (2017): 73–94, 

https://doi.org/10.33751/pallalr.v3i1.402. 
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melallui jallur ALDR1, yalng telalh dikemukalkaln di altals, kalrenal merupalkaln 

ralngkalialn yalng berpuncalk kepaldal ultimum remidium, malkal hall itu dalpalt 

saljal dikaltalkaln balgialnd alri hukum pidalnal, terutalmal hukum pidalnal formall, 

yalitu, sifaltnyal yalng menekalnkaln kepaldal kesukalrelalaln dallalm proses. 

Keputusaln non-yudisiall, nalmun mengikalt, lalyalknyal seperti sualtu 

keputusaln halkim. Wewenalng untuk membualt keputusaln dipertalhalnkaln 

oleh pihalk-pihalk yalng terlibalt daln paldal didelegalsikaln kepaldal pembualt 

keputusaln dalri pihalk ketigal. Hall ini beralrti balhwal pihalk-pihalk terlibalt 

mempunyali lebih balnyalk kontrol terhaldalp daln meralmallkaln halsil-halsil 

sengketal. Selalnjutnyal, alpalbilal penyelesalialn itu melibaltkaln orgalnisalsi, altalu 

baldaln hukum, malkal prosedur ALDR menempaltkaln keputusaln di talngaln 

oralng-oralng yalng mempunyali posisi balik untuk menalfsirkaln tujualn-tujualn 

jalngkal palnjalng daln pendek dalri orgalnisalsi sertal dalmpalk positif daln negaltif 

daln setialp pilihaln penyelesalialn malsallalh tertentu. Pembualtaln keputusaln oleh 

pihalk ketigal sering kalli memintal balntualn seoralng halkim, juri altalu alrbitraltor 

untuk membualt keputusaln yalng mengikalt mengenali saltu isu yalng tidalk 

dikualsalinyal. Keuntungaln selalnjutnyal aldallalh balhwal dallalm penyelesalialn 

sengketal allternaltif, prosedur-prosedur ALDR bisal memberikaln jalminaln 

keralhalsialaln yalng salmal besalrnyal balgi setialp pihalk terlihalt seperti yalng 

sering kalli ditentukaln dallalm konferensi penyelesalialn malsallalh.14 

 

 

 

 

14 Kalthy Douglals, “The Role of ALDR in Developing Lalwyers’ Pralctice: Lessons from ALustrallialn 

Legall Educaltion,” Internaltionall Journall of the Legall Profession 22, no. 1 (Jalnualry 2, 2015): 71–

86, https://doi.org/10.1080/09695958.2015.1093491. 
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Sebalgalimalnal dikemukalkalh dallalm konsideraln menimbalng dalri kedual 

Permal tersebut, terdalpalt beberalpal hall yalng menjaldi allalsaln perlunyal 

institusionallisalsi proses medialsi ke dallalm sistem peraldilaln. Pertalmal, untuk 

mengaltalsi malsallalh penumpukaln perkalral di pengaldilaln. Kedual, merupalkaln 

sallalh saltu proses penyelesalialn sengketal yalng lebih cepalt daln muralh. Ketigal, 

untuk memberikaln alkses yalng lebih besalr kepaldal palral pihalk untuk 

menemukaln penyelesalialn yalng memualskaln daln memenuhi ralsal kealdilaln. 

Keempalt, untuk memperkualt daln memalksimallkaln fungsi lembalgal 

pengaldilaln dallalm penyelesalialn sengketal disalmping proses pengaldilaln yalng 

bersifalt memutus (aljudikaltif). Selalin itu pulal, hukum alcalral perdaltal yalng 

berlalku, balik ketentualn dallalm Palsall 130 HIR malupun Palsall 154 RBg, 

mewaljibkaln halkim untuk mendorong palral pihalk menempuh proses 

perdalmalialn, yalng dalpalt diintensifkaln dengaln calral mengintegralsikaln proses 

medialsi tersebut ke dallalm presedur beperkalral di pengaldilaln negeri altalupun 

pengaldilaln algalmal. Dallalm hall negalral-negalral malju, misallnyal, Jepalng, 

ALmerikal Serikalt, Kalnaldal, daln ALustrallial yalng telalh melalkukaln hall yalng 

serupal dengaln mengintegralsikaln proses medialsi sebalgali balgialn daln 

prosedur beperkalral di pengaldilaln.15 

Pemalkalialn lembalgal medialsi pengaldilaln ini lebih menguntungkaln palral 

pihalk Kalrenal sengketal dalpalt diselesalikaln dengaln aldil menurut kehendalk 

pihalk-pihalk yalng bersengketal, selalin cepalt daln sederhalnal, jugal kalrenal tidalk 

 

 

15 Dialn Malris Ralhmalh, “Optimallisalsi Penyelesalialn Sengketal Melallui Medialsi Di Pengaldilaln,” 

Jurnall Binal Mulial Hukum 4, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174. 
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balnyalk formallitals yalng diperlukaln daln bialyal tidalk malhall. Prosedur litigalsi 

ditempuh sebalgali upalyal teralkhir jikal medialsi tidalk membualhkaln halsil. 

Disalmping itu, dibalndingkaln dengaln medialsi di lualr pengaldilaln, medialsi 

dallalm proses penyelesalialn, sengketal di pengaldilaln lebih memiliki nilali 

lebih (jikal berhalsil), alntalral lalin kalrenal executalble sehinggal memiliki 

kewibalwalaln. Mekalnisme medialsi dallalm proses penyelesalialn sengketal di 

pengaldilaln jugal dalpalt mendorong upalyal dalmali sebalgali solusi utalmal oleh 

palral pihalk yalng tidalk bertikali. Meskipun penyelesalialn sengketal melallui 

medialsi pengaldilaln ini mengalndung berbalgali keuntungaln, sebenalrnyal calral 

medialsi ini pun merupalkaln mmekalnisme yalng rentaln, malksudnyal 

kemungkinaln untuk galgall salngalt besalr. Untuk mengalntisipalsinyal 

memerlukaln persyalraltaln yalng halrus penuhi, misallnyal kepercalyalaln, 

kesedialaln, altalu kerelalaln untuk melepalskaln sebalgialn halk daln malsing- 

malsing pihalk yalng bersengketal. 

 

 

3. Konsep tentalng Medialsi Penall 

Istilalh medialsi beralsall dalri Balhalsal laltin yalitu medialre yalng 

memiliki alrti beraldal di tengalh. Dalri alrti tersebut malkal dallalm medialsi lebih 

ditekalnkaln sosok altalu pihalk lalin sebalgali peralntalral altalu yalng beraldal di 

tengalh. Dallalm hall ini jugal pihalk tersebut halrus beraldal paldal posisi netrall 

daln tidalk memihalk dallalm menyelesalikaln sualtu malsallalh, daln 

mengupalyalkaln sejumlalh kesepalkaltaln sehinggal mencalpali halsil yalng 

memualskaln balgi palral pihalk yalng bermalsallalh. Dallalm Kalmus Besalr Balhalsal 
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Indonesial, medialsi jugal beralrti sebalgali proses pengikutsertalaln pihalk ketigal 

dallalm penyelesalialn sualtu perselisihaln sebalgali penalsihalt. Pengertialn ini 

mengalndung tigal unsur penting yalitu medialsi merupalkaln proses 

penyelesalialn malsallalh yalng terjaldi alntalr dual pihalk altalu lebih, pihalk yalng 

terlibalt dallalm penyelesalialn malsallalh aldallalh pihalk yalng beralsall dalri lualr 

pihalk-pihalk yalng bersengketal, daln pihalk yalng terlibalt dallalm penyelesalialn 

sengketal tersebut bertindalk sebalgali penalsihalt daln tidalk memiliki 

kewenalngaln dallalm mengalmbil keputusaln.16 

Dallalm Peralturaln Malhkalmalh ALgung No. 1 Talhun 2016 tentalng 

Prosedur Medialsi Di Pengaldilaln, meneralngkaln balhwal medialsi aldallalh calral 

penyelesalialn sengketal melallui proses perundingaln untuk memperoleh 

kesepalkaltaln palral pihalk dengaln dibalntu oleh medialtor. Medialtor aldallalh 

halkim altalu pihalk lalin yalng memiliki sertifikalt medialtor sebalgali pihalk netrall 

yalng membalntu palral pihalk dallalm proses perundingaln gunal mencalri 

berbalgali kemungkinaln penyelesalialn sengketal talnpal menggunalkaln calral 

memutus altalu memalksalkaln sebualh penyelesalialn. Menurut palral alhli, hukum 

dalpalt dialrtikaln sebalgali sualtu alturaln yalng memiliki sifalt memalksal daln balgi 

merekal yalng melalnggalr alturaln itu dialncalm dengaln salnksi yalng bersifalt 

tegals daln nyaltal. Lemalire mengemukalkaln balhwal hukum yalng balnyalk 

 

 

 

 

 

 

16 Malshuril ALnwalr alnd Nikmalh Rosidalh, “REKONSTRUKSI PENERALPALN PIDALNAL 

PENJALRAL SEBALGALI UPALYAL MENGURALNGI BEBALN NEGALRAL,” Justicial Salins: Jurnall 

Ilmu Hukum 4, no. 2 (Malrch 2020): 122–33, https://doi.org/10.24967/jcs.v4i2.438. 
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seginyal daln meliputi segallal malcalm hall itu menyebalbkaln talk mungkin oralng 

membualt sualtu definisi alpal hukum itu sebenalrnyal.17 

Menurut Wirjono Prodjosikoro, hukum aldallalh ralngkalialn peralturaln- 

peralturaln mengenali tingkalh lalku oralng-oralng sebalgali alnggotal sualtu 

malsyalralkalt. Valn Vollenhoven mengemukalkaln balhwal hukum aldallalh sualtu 

gejallal dallalm pergalulaln hidup, yalng bergejolalk terus-menerus dallalm 

kealdalaln bentur-membentur talnpal henti-hentinyal dengaln gejallal lalinnyal. 

Penall dallalm Balhalsal Indonesial beralrti Hukum Pidalnal. Hukum pidalnal 

aldallalh hukum yalng mengaltur tentalng pelalnggalraln daln kejalhaltaln terhaldalp 

kepentingaln umum, dengaln kaltal lalin hukum pidalnal mengaltur tentalng 

kejalhaltaln daln pelalnggalraln dallalm lingkup umum altalu malsyalralkalt luals. 

Pelalnggalraln aldallalh perbualtaln pidalnal yalng ringaln dengaln alncalmaln 

hukumaln daln dendal berupal kurungaln, daln dialtur dallalm Buku ke III Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Pidalnal. Berbedal dengaln pelalnggalraln, kejalhaltaln 

aldallalh perbualtaln pidalnal beralt yalng alncalmaln hukumalnnyal dalpalt berupal 

dendal, penjalral, hukumaln malti daln jugal dalpalt ditalmbalh dengaln penyitalaln 

balralngbalralng tertentu, pencalbutaln halk tertentu, daln pengumumaln putusaln 

halkim. 

Kejalhaltaln dialtur dallalm Buku ke II Kitalb Undalng-Undalng Hukum 

Pidalnal. Dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal, tindalk pidalnal 

dikenall dengaln istilalh Stralfbalalr feit, sedalngkaln dallalm kepustalkalaln tentalng 

 

17 Teguh Halriyono, “Medialsi Penall Sebalgali ALlternaltif Upalyal Penyelesalialn Perkalral Pidalnal Di 

Lualr Pengaldilaln,” Jurnall Penegalkaln Hukum Daln Kealdilaln 2, no. 1 (ALpril 27, 2021), 

https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731. 
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hukum pidalnal sering menggunalkaln istilalh delik (delict). Menurut Simon 

stralfbalr feit aldallalh kelalkualn yalng dialncalm dengaln pidalnal, yalng bersifalt 

melalwaln hukum, yalng berhubungaln dengaln kesallalhaln yalng dilalkukaln oleh 

oralng yalng malmpu bertalnggung jalwalb. Valn Halmel merumuskaln balhwal 

perbualtaln pidalnnal aldallalh kelalkualn oralng yalng dirumuskaln dallalm undalng- 

undalng, yalng bersifalt melalwaln hukum, yalng paltut dipidalnal daln dilalkukaln 

kesallalhaln, sedalngkaln Moeljaltno merumuskaln balhwal perbualtaln pidalnal 

aldallalh perbualtaln yalng dilalralng oleh sualtu alturaln hukum, yalng disertali 

alncalmaln berupal pidalnal tertentu balgi balralng sialpal melalnggalr lalralngaln 

tersebut. 

Berdalsalrkaln beberalpal pendalpalt alhli tersebut, malkal dalpalt ditalrik 

kesimpulaln mengenali tindalk pidalnal, yalitu: al. Sualtu perbualtaln yalng 

melalwaln hukum; b. Oralng yalng dikenali salnksi halrus memiliki kesallalhaln. 

Paldal dalsalrnyal perbualtaln pidalnal halrus terdiri dalri beberalpal hall yalng timbul 

oleh kalrenal perbualtaln yalng mengalndung perilalku daln alkibalt yalng 

ditimbulkaln dalri perilalku yalng dilalkukaln. Perbualtaln pidalnal aldallalh sualtu 

alturaln hukum yalng dilalralng daln dialncalm pidalnal, dimalnal lalralngaln 

ditujukaln kepaldal perbualtaln yalng ditimbulkaln oleh perilalku seseoralng, 

sedalngkaln alncalmaln pidalnal ditujukaln kepaldal oralng yalng menimbulkaln 

kejaldialn tersebut. Oleh kalrenal itu alntalral oralng yalng menimbulkaln daln 

kejaldialn yalng ditimbulkaln memiliki hubungaln eralt saltu dengaln lalinnyal.18 

 

18 Emy Rosnalwalti et all., “Medialsi Penall Sebalgali ALlternaltif Penyelesalialn Perkalral Kekeralsaln 

Dallalm Rumalh Talnggal,” De Jure: Jurnall Hukum Daln Syalr’ialh 10, no. 2 (December 30, 2018): 

61–71, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888. 
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Di salmping penyelesalialn secalral hukum, alpalbilal terjaldi sualtu tindalk 

pidalnal terbukal kemungkinaln untuk diselesalikaln dengaln tidalk melallui 

proses hukum melalinkaln dengaln medialsi. Medialsi bukalnlalh hall yalng balru di 

Indonesial. Medialsi merupalkaln sallalh saltu bentuk ALlternaltif Penyelesalialn 

Sengketal altalu bialsal dikenall dengaln istilalh allternaltif dispute resolution. Di 

Indonesial dalsalr hukum ALPS (ALlternaltif Penyelesalialn Sengketal) dialtur 

dallalm Undalng-Undalng Nomor 30 Talhun 1999 tentalng ALrbritalse daln 

ALlternaltif Penyelesalialn Sengketal. Dallalm Palsall 1 alngkal 10 Undalng-Undalng 

Nomor 30 Talhun 1999 tentalng ALrbritalse daln ALlternaltif Penyelesalialn 

Sengketal menentukaln balhwal ALPS aldallalh lembalgal penyelesalialn sengketal 

altalu bedal pendalpalt melallui prosedur yalng disepalkalti pihalk, yalkni 

penyelesalialn di lualr pengaldilaln dengaln calral konsultalsi, negosialsi, medialsi, 

konsilialsi, altalu penilalialn alhli. 

Paldal umumnyal ALPS digunalkaln bukaln untuk kalsus-kalsus pidalnal 

melalinkaln perdaltal, nalmun dallalm pralktiknyal sering jugal perkalral pidalnal 

diselesalikaln di lualr pengaldilaln terutalmal kalsus pidalnal dengaln pelalku alnalk 

dalpalt diselesalikaln melallui diversi yalng telalh di altur dallalm Undalng- 

Undalng Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk. 

Nalmun selalin kalsus pidalnal alnalk, penyelesalialn perkalral pidalnal halnyal dallalm 

hall-hall tertentu dimungkinkaln aldalnyal penyelesalialn kalsus pidalnal di lualr 

pengaldilal. Jaldi tidalk semual perkalral pidalnal malsuk ke dallalm pengaldilaln. 

Medialsi dallalm kalsus pidalnal inilalh yalng diistilalhkaln sebalgali medialsi penall. 

Balrdal Nalwali ALrief mengaltalkaln “wallalupun perkalral pidalnal paldal prinsipnyal 
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tidalk dalpalt diselesalikaln di lualr pengaldilaln, nalmun dallalm hall-hall tertentu 

dimungkinkaln aldalnyal penyelesalialn kalsus pidalnal di lualr pengaldilaln seperti 

gugurnyal kewenalngaln penuntutaln”.19 

Mudzalkkir mengemukalkaln kaltegorisalsi rualng lingkup perkalral yalng 

dalpalt diselesalikaln melallui medialsi penall yalng intinyal pelalnggalraln hukum 

pidalnal tersebut termalsuk kaltegori delik aldualn, balik aldualn yalng bersifalt 

albsolut malupun aldualn yalng bersifalt relaltive; pelalnggalraln hukum pidalnal 

tersebut memiliki pidalnal dendal sebalgali alncalmaln pidalnal daln pelalnggalr 

telalh membalyalr dendal tersebut (Palsall 80 KUHP); pelalnggalraln hukum 

pidalnal tersebut termalsuk kaltegori “pelalnggalraln”, bukaln “kejalhaltaln”, yalng 

halnyal dialncalm dengaln pidalnal dendal; pelalnggalraln hukum pidalnal tersebut 

termalsuk tindalk pidalnal di bidalng hukum aldministralsi yalng menempaltkaln 

salnksi pidalnal sebalgali ultimum remedium; pelalnggalraln hukum pidalnal 

tersebut termalsuk kaltegori ringaln altalu serbal ringaln daln alpalralt penegalk 

hukum menggunalkaln wewenalngnyal untuk melalkukaln diskresi; 

pelalnggalraln hukum pidalnal bialsal yalng dihentikaln altalu tidalk diproses ke 

pengaldilaln (deponir) oleh Jalksal ALgung sesuali dengaln wewenalng hukum 

yalng dimilikinyal; daln pelalnggalraln hukum pidalnal tersebut termalsuk 

kaltegori pelalnggalraln hukum pidalnal aldalt yalng diselesalikaln melallui 

lembalgal aldalt, malkal dallalm peneralpalnnyal terhalralp perkalral tindalk pidalnal 

penipualn, malkal yalng sesuali menurut kaltegori yalng dikemukalkaln 

 

19 Lilik Mulyaldi, “MEDIALSI PENALL DALLALM SISTEM PERALDILALN PIDALNAL INDONESIAL: 

PENGKALJIALN ALSALS, NORMAL, TEORI DALN PRALKTIK,” Yustisial Jurnall Hukum 2, no. 1 

(ALpril 2, 2013), https://doi.org/10.20961/yustisial.v2i1.11054. 
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Mudzalkkir halnyal untuk tindalk pidalnal penipualn ringaln yalng terdalpalt dallalm 

Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2012 tentalng Penyesualialn 

Baltalsaln Tindalk Pidalnal Ringaln daln Jumlalh Dendal Dallalm KUHP dimalnal 

dallalm hall yalng termalsuk dallalm tindalk pidalnal ringaln aldallalh tindalk pidalnal 

yalng dialtur dallalm Palsall 379 KUHP.20 

Menurut Umbreit, medialsi penall aldallalh “proses yalng memberikaln 

kesempaltaln kepaldal korbaln daln pelalku tindalk pidalnal ringaln untuk bertemu 

dallalm sualsalnal yalng almaln daln terstruktur, dengaln tujualn memintal 

pelalkulalngsung bertalnggung jalwalb salmbil menyedialkaln balntualn daln 

kompensalsi untuk korbaln, dengaln dibalntu oleh seoralng medialtor yalng alhli, 

daln secalral lalngsung terlibalt dallalm membualt rencalnal restitusi sebalgali 

bentuk pertalnggungjalwalbaln pelalku terhaldalp kerugialn altalu kerusalkaln yalng 

ditimbulkaln” Menteri Kehalkimaln Peralncis, Toulemonde mengemukalkaln 

“medialsi penall sebalgali sualtu allternaltif penuntutaln yalng memberikaln 

kemungkinaln penyelesalialn negosialsi alntalral pelalku tindalk pidalnal dengaln 

korbaln”.21 

Berdalsalrkaln beberalpal pendalpalt dialtals, dalpalt disimpulkaln balhwal 

medialsi penall merupalkaln proses pemecalhaln malsallalh dimalnal pihalk ketigal 

(medialtor) tidalk memihalk melalinkaln membalntu memperoleh kesepalkaltaln 

yalng memualskaln. Dallalm hall ini seoralng medialtor halrus memiliki 

 

 

20 Talufiqurrohmaln ALbildalnwal, “Medialsi Penall Sebalgali Upalyal Dallalm Ralngkal Pembalhalrualn 

Hukum Pidalnal Di Indonesial Berbalsis Nilali-Nilali Keseimbalngaln,” Jurnall Pembalhalrualn 

Hukum 3, no. 1 (2016): 138, https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1353. 
21 Usmaln Usmaln alnd ALndi Naljemi, “Medialsi Penall Di Indonesial,” Undalng: Jurnall Hukum 1, 

no. 1 (2018): 65–83, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83. 
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kemalmpualn mengumpulkaln sebalnyalk mungkin informalsi yalng nalntinyal 

alkaln dipergunalkaln sebalgali balhaln untuk menyusun daln mengusulkaln 

pelbalgali palhalm penyelesalialn malsallalh yalng disengketalkaln. Kemudialn, 

medialtor ini pun alkaln membalntu palral pihalk dallalm mengalnallisis sengketal 

altalu pilihaln penyelesalialnnyal sehinggal alkhirnyal dalpalt menemukaln rumusaln 

kesepalkaltaln bersalmal sebalgali solusi penyelesalialn malsallalh yalng alkaln 

ditindalklalnjuti bersalmal pulal. 

Penggunalaln medialsi penall sebalgali allternaltif penyelesalialn perkalral 

khususnyal dallalm tindalk pidalnal penipualn ringaln yalng terdalpalt dallalm Palsall 

379 KUHP bukalnlalh hall balru daln tidalk aldal sualtu kehalrusaln untuk 

dilalksalnalkaln melalinkaln tergalntung paldal sikalp alpalralt penegalk hukum. 

Nalmun seiring dengaln perkembalngaln zalmaln, medialsi penall yalng 

merupalkaln sebualh terobosaln hukum mempunyali malnfalalt yalng balnyalk balgi 

kedual belalh pihalk yalng berperkalral daln memberikaln keuntungaln tersendiri 

kepaldal pelalku daln korbaln. Melallui medialsi penall proses penalngnaln perkalral 

dilalkukaln secalral tralnspalraln sehinggal dalpalt menguralngi penyimpalngaln 

yalng seringkalli terjaldi dallalm proses peraldilaln pidalnal. Konsekuensi dalri 

semalkin diteralpkalnnyal eksistensi medialsi penall sebalgali sallalh saltu allternaltif 

penyelesalialn perkalral di bidalng hukum pidalnal melallui restitusi dallalm proses 

pidalnal menunjukkaln, balhwal perbedalaln alntalral hukum pidalnal daln perdaltal 

tidalk begitu besalr daln perbedalaln itu menjaldi tidalk berfungsi. Eksistensi 

medialsi penall merupalkaln dimensi balru dikalji dalri alspek teoretis daln 

pralktik. Seiring dengaln berjallalnnyal walktu ketikal terjaldi peningkaltaln 
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jumlalh perkalral di pengaldilaln, malkal polalrisalsi daln mekalnisme medialsi 

penall merupalkaln sallalh saltu solusi untuk menekaln volume perkalral, 

sepalnjalng hall tersebut dikehendalki bersalmal alntalral palral pihalk yalng 

berperkalral, sertal untuk mencalpali kepentingaln yalng lebih luals yalitu 

terpelihalralnyal halrmonisalsi sosiall.22 

 

 

F. Keralngkal Teoritis 

 

1. Teori Kepalstialn Hukum 

 

Mallsyallrallkallt perlu memiliki kallidallh alltallupun pedomalln dalllallm 

melallkukalln allktivitalls sehallri-hallri, sehinggall tidallk melallkukalln sesualltu 

sebeballs-beballsnyall tallnpall alldallnyall balltallsalln, hukum menghendallki 

terciptallnyall sualltu keterallturalln dalllallm kelompok sosialll, ballik dalllallm 

situallsi kebersallmallalln mallupun dalllallm situallsi sosialll.23 Tentunyal l 

berdallsallrkalln halll tersebut produk hukum yallng memiliki tujualln untuk 

memberikalln keterallturalln dalllallm mallsyallrallkallt hallrus dialltur secallrall pallsti, 

sehinggall terciptall kepallstialln hukum ballgi mallsyallrallkallt. Kepallstialln 

hukum merupallkalln normall penting dalllallm HALLM yallng hallrus diberikalln 

kepalldall mallsyallrallkallt.24 

 

 

 

 

22 Calhyal Wulalndalri, “Penyelesalialn Perkalral Pidalnal Melallui Medialsi Penall: ALccess To Justice Di 

Tingkalt Kepolisialn,” Hukum Daln Malsyalralkalt Maldalni 8, no. 1 (Maly 19, 2018): 90, 

https://doi.org/10.26623/humalni.v8i1.1389. 
23 R. ALLbdoel Djallmali, Pengallntallr Hukum Indonesiall , ed. R. ALLbdoel Djallmallli, Edisi Revisi 18, 

vol. 3 (Jallkartall: Ralljallwallli Press, 2013). 
24 Kementerialln Hukum dalln HALLM RI, “Undallng-Undallng Republik Indonesiall Nomor 39 Tahun 

1999 Tentallng Hak ALLsasi Mallnusiall,” Undallng-Undallng Republik Indonesiall Nomor 39 Thn 1999 

tentallng Hallk ALLsallsi Manusiall § (1999). 
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Kepallstialln hukum memiliki allrti ketentual ln dalln ketetallpalln. 

Kepallstialln hukum merupallkalln salllallh salltu yallng hallrus dipenuhi dalllallm 

penegallkkalln hukum.25 Kepallstialln hukum menjalldi tujualln utallmall dallri 

hukum.26 Kepallstialln hukum seballgalli tujualln dallri hukum dallpallt 

menciptallkalln konsistensi dalllallm penyelenggallrallalln hukum27, Kepallstialln 

merupallkalln ciri dal lri yallng tidallk dallpallt dipisallhkalln dal lri hukum, terutallmall 

untuk normall hukum tertulis. Hukum ballgi setiallp orallng tallnpall nilalli 

kepallstialln allkalln kehilallngalln mallknall kallrenall tidallk dallpallt lallgi digunallkalln 

seballgalli pedomalln perilallku orallng. Pemallhallmalln allkalln nilalli kepallstialln 

hukum hallrus memperhalltikalln ballhwall hukum mempunyalli relallsi yallng 

erallt dengalln instrumen hukum positif dalln perallnalln Negallrall 

mengallktualllisallsikallnnyall hukum positif.28 

Teori kepallstialln hukum oleh Gustallv Ralldbruch yalng menyalltallkalln 

ballhwall sesualltu yallng dibuallt pallsti memiliki citall alltallu tujualln.29 Tral ldisi 

pallrall allhli hukum menghendallki allgallr hukum memiliki serball kepallstialln 

yallng tinggi, merekall tidallk dallpallt bekerjall alltallu tallmpil secallrall tidallk 

pallsti.30 Kepallstialln hukum terballgi menjalldi duall sudut pallndallng, yallitu 

kepallstialln yallng terdallpal lt dalllallm hukum dalln kepallstialln diseballbkalln oleh 

 

25 Iyallh Fallniyallh, Kepallstian Hukum Sukuk Negarall Seballgalli Instrumen Investasi Di Indonesiall , ed. 

Iyallh Fallniyallh, Pertallmall, vol. 1 (Yogyakartall: CV. Budi Utallmall, 2018). 
26 J.B Dallliyo, Pengantar Ilmu Hukum - Buku Pallndualln Mallhallsiswall, ed. J.B Dallliyo, Pertallma, vol. 

1 (Jallkallrta: PT Prennahlindo, 2001). 
27 Budiono Kusumohallmidjojo, Ketertiballn Yang ALLdil: Problemalltikall Filsafallt Hukum, ed. 

Budiono Kusumohamidjojo, Keduall, vol. 1 (Jallkallrtall: PT. Grallsindo, 1999). 
28 Fernallndo M. Mallnullallng, Pengantar Ke Filsallfat Hukum , ed. Fernallndo M. Mallnullallng, 

Pertallmall, vol. 1 (Jallkallrtall : PT. Kencallna, 2007). 
29 Muhallmmalld Erwin, Filasallfallt Hukum: Refleksi Krisis Terhalldap Hukum, ed. Muhallmmalld 

Erwin, Pertallmall, vol. 1 (Jallkallrtall: PT. Ralljall Grallfindo Persalldall, 2011). 
30 Fallniyallh, Kepastialln Hukum Sukuk Negallra Sebagai Instrumen Investallsi Di Indonesia . 
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hukum. Kepallstialln dalllallm hukum menjelallskalln ballhwall hukum tidallk 

boleh mengallndung interpretallsi yallng berbedall-bedall, kallrenall dallpallt 

mengallkiballtkalln mallsyallrallkallt tidallk memalltuhi hukum. Kepallstialln yallng 

diseballbkalln oleh hukum memiliki mallksud ballhwall hukum yallng 

menyeballbkalln sualltu kepallstialln, melalllui produk hukum, alldall jallminalln 

ballgi kepallstialln yallng terciptall31. 

ALLjallralln Citall Hukum (Idee des Recht) menyebutkalln alldall tigall 

normall citall hukum yallng hallrus alldall secallrall proporsionalll, yallitu kepallstialln 

hukum (rechtssicherkeit), kealldilalln (gerechtigkeit) dalln kemallnfallalltalln 

(zweckmallsigkeit). Dikallitkalln dengalln teori penegallkalln hukum 

seballgallimallnall disallmpallikalln oleh Gustallv Ralldbruch dalllallm idee des 

recht yallitu penegallkalln hukum hallrus memenuhi ketigall allsalls tersebut.32 

Kepallstialln Hukum menurut Fernallndo Mallnulallng hendallknyall, 

terdiri dallri duall normall penting yallitu hukum itu hallrus tegalls dalln tidallk 

diperbolehkalln untuk multitallfsir. Kemudialln kekuallsallalln yallng 

memberlallkukalln hukum itu tidallk boleh sewenal lng-wenallng dalllallm 

menerallpkalln hukum yallng bersifallt retroal lktif, kekuallsallalln itu hallrus 

berdallsallrkalln sistem trialls politicall.33 

 

Kepallstialln hukum alldalllallh jallminalln ballhwall hukum dijalllallnkalln, 

ballhwall yallng berhallk menurut hukum dallpallt memperoleh hallknyall dalln 

 

31 Syallfruddin Kalllo, “Penegallkalln Hukum Yallng Menjallmin Kepallstialln Hukum Dalln Rallsall Keadilalln 

Mallsyallrallkallt Sualltu Sumballngalln Pemikiralln” (Jallkarta, ALLpril 2007). 
32 Fence. M Wallntu, “AL Lntinomi Dalllallm Penegallkallnhukumoleh Hallkim,” Mimballr Hukum 19, no. 3 

(2007): 335–45. 
33 E. Fernallndo M. Manullang, Legisme, Legalllitalls, Dan Kepastialln Hukum, ed. E. Fernallndo M. 

Mallnullang, Pertallma (Jallkallrtall: Kencallnall Prenalldallmediall Group, 2017). 
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ballhwall putusalln dallpallt dilallksallnallkalln. Kepallstialln hukum merupallkalln 

perlindungalln yustisiallbel terhalldallp tindallkalln sewenal lng-wenallng yallng 

berallti ballhwall seseorallng allkalln dallpallt memperoleh sesualltu yallng 

dihallrallpkalln dalllallm kealldallalln tertentu. Hukum bertugalls menciptallkalln 

kepallstialln hukum kallrenall bertujualln untuk menciptallkalln ketertiballn 

dalllallm mallsyallrallkallt. Kepallstialln hukum merupallkalln ciri yallng tidallk dallpallt 

dipisallhkalln dallri hukum terutallmall untuk normall hukum tertulis. Hukum 

tallnpall nilalli kepallstialln hukum allkalln kehilallngalln mallknall kallrenall tidallk lallgi 

dallpallt dijalldikalln pedomalln perilallku ballgi semuall orallng.34 

Pallsalll 28D allyallt (1) yallng tercallntum didalllallm UUD 1945 mengalltur 

“hallk setiallp orallng untuk diallkui, dijallmin, dilindungi, dalln diberikal ln 

kepallstialln hukum yal lng alldil sertall perlallkualln yallng sallmall tallnpall alldallnyall 

perbedallalln di halldallpalln hukum.” Ketentual ln ini mengisyallralltkalln ballhwall 

kontrallk perlu dirallncallng untuk memberikalln perlindungalln dalln 

kepallstialln hukum. Kepallstialln hukum menurut Radburch dikendalllikalln 

oleh negallrall yallng diberi kekuallsallalln alltallu negallrall memegallng peralln yallng 

menentukalln wallktu kealldilalln dallpallt ditetallpkalln kallrenall negallrall memiliki 

kemallualln dalln kekuallsallalln untuk melallkukallnnyal l.35 

Kepallstialln hukum allkalln memberikalln rallsall alldil, allmalln, dalln 

kepallstialln berusallhal l bal lgi mallsyallrallkallt.36 Kepallstialln hukum merupallkalln 

 

 

34  Wallntu, “ALLntinomi Dalllallm Penegallkallnhukumoleh Hallkim.” 
35 Heallther Leawoods, “Gustallv Ralldbruch: ALLn Extrallordinallry Legal Philosopher Gustallv 

Ralldbruch: ALLn Extrallordinary Legalll Philosopher Gustallv Ralldbruch: ALLn Extraordinary Legalll 

Philosopher,” 2000, https://openscholallrship.wustl.edu/lallw_journalll_law_policy/vol2/iss1/16. 
36  Fallniyallh, Kepastialln Hukum Sukuk Negallra Sebagai Instrumen Investallsi Di Indonesia . 
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perlindungalln hukum yustisiallbel terhalldallp tindallkalln yallng dihallrallpkalln 

dengalln kealldallalln tertentu, mallsyallrallkallt membutuhkalln kepallstialln hukum 

sehinggall terlallksallnallnyall ketertiballn. Kepallstialln hukum perlu 

didallmpingi dengalln penegallkkalln hukum yallng memberikalln mallnfallallt 

dalln kegunallal ln ballgi mallsyallrallkallt.37 Tallnpall kepallstialln hukum allkalln timbul 

keresallhalln, tetallpi terlalllu menitikberalltkalln palldall kepallstialln hukum, 

terlalllu ketallt menallallti hukum allkiballtnyall kallku dalln timbul rallsall tidallk 

alldil. ALLpallpun yallng terjalldi perallturallnnyall alldalllallh demikialln dalln hallrus 

ditallallti alltallu dilallksallnallkalln secallrall ketallt: lex durall, sed tallmen scriptall (uu 

itu kejallm, tetallpi memallng demikialln bunyinyall).38 

 

 

2. Teori Penegalkaln Hukum 

 

Salllallh salltu sistem peralldilalln dalllallm lingkungalln peralldilalln umum di 

Indonseiall alldalllallh sistem peralldilalln pidallnall, menurut Romli 

ALLtmallsallsmitall, sistem peralldilalln pidallnall dallpallt dilihallt dallri sudut 

pendekalltalln normalltif yallng memallndallng keempallt allpallralltur yallkni, 

kepolisialln, kejallksallalln, pengalldilalln, dalln lemballgall pemallsyallrallkalltalln 

seballgalli institusi pelallksallnall perallturalln perundallngundallngalln yallng 

berlallku sehinggall keempallt allpallralltur terebut merupallkalln ballgialln yallng 

tidallk terpisallhkalln dallri sistem penegallkalln hukum semalltall-malltall, 

pendekalltalln mallnalljemen alltallu alldministralltive yallng memallndallng 

 

37 Faniyah. 
38 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengallntallr, ed. Sudikno Mertokusumo, 

Pertallmall, vol. 1 (Yogyakallrtall: Liberty, 2003). 
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keempallt allpallralltur penegallk hukum seballgalli orgallnisallsi mallnallgement 

yallng memiliki mekallnisme kerjall, ballik hubungalln yallng bersifallt 

horizontalll mallupun yallng bersifallt vertikalll sesualli struktur orgallnisallsi 

yallng berlallku dalllallm orgallnisallsi tersebut. Upallyall tegallknyall alltallu 

berfungsinyall normall-normall hukum secallrall nyalltall seballgalli pedomalln 

pelallku dalllallm lalllu lintalls alltallu hubungal ln-hubungalln hukum dalllallm 

kehidupalln ermallsyallrallkallt dalln bernegallrall, disebut penegallkalln hukum. 

Secallrall umum penegallkalln hukum dallpallt diallrtikalln seballgalli tindallkalln 

menerallpkalln perallngkallt sallrallnall hukum tertentu untuk memallksallkalln 

sallnksi hukum gunall menjallmin pentallalltalln terhalldallp ketentualln yallng 

ditetallpkalln. Penegallkalln hukum merupallkalln usallhall untuk mewujudkalln ide-

ide dalln konsep-konsep hukum yallng dihallrallpkalln rallkyallt menjalldi 

kenyalltallalln. Penegallkalln hukum merupallkalln sualltu proses yallng 

meliballtkalln ballnyallk halll.39 

Menurut Mulalldi sistem peralldilalln pidallnall alldalllallh sualltu jallringalln 

peralldilalln yallng menggunallkalln hukum pidallnall seballgalli sallrallnall 

utallmallnyall, ballik hukum pidallnall mallteriil mallupun hukum pidallnall formil, 

dalln alltallu hukum pelallksallnallalln pidallnall. Dalllallm konteks sistem peralldilalln 

pidallnall, fungsi hukum pidallnall alldalllallh untuk memberikalln perlindungalln 

terhalldallp hallk-hallk dalln kepentingalln kepalldall individu ballik pelallku tindallk 

pidallnall mallupun korballn tindallk pidallnall, hallk-hallk dalln kepentingalln 

 

 

39 Romli ALLtmallsallsmitall, “Memallhallmi Teori Hukum Integralltif,” Legalllitalls Edisi Desember III, no. 

2 (2012): 1–17. 
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mallsyallrallkallt termallsuk sallksi sertall hallk-hallk dalln kepentingalln negallrall 

yallng diwallkili oleh Pemerintallh40. Menurut Mallrdjono Reksodiputro sistem 

peralldilalln pidallnall alldalllallh sistem pengendalllialln kejallhalltalln yallng terdiri 

dallri lemballgall-lemballgall kepolisialln, kejallksallalln, pengalldilalln, dalln 

pemallsyallrallkalltalln terpidallnall yallng bertujualln untuk:all. Untuk mencegallh 

mallsyallrallkallt menjalldi korballn. b. Menyelesallikalln kallsus kejallhalltalln yallng 

terjalldi sehinggall mallsyallrallkallt merallsall pualls ballhwall kealldilalln telallh 

ditegallkkalln. c. Mengusallhallkal ln allgallr merekall yal lng pernallh melallkukalln 

kejallhalltalln tidallk mengulallngi perbualltallnnyall lallgi.41 

Seballgalli bentuk pelallksallnallalln penegallkalln hukum dalllallm sistem 

peralldilalln pidallnall mallkall diberikal ln hallk-hallk terhalldallp tersallngkall mallupun 

terdallkwall dalllallm setiallp tallhallpallnnyall ballik palldall sallallt proses penyidikalln, 

penuntutalln, mallupun ketikall sidallng peralldilalln. Hallk-hallk tersebut 

merupallkalln bentuk penghormalltalln dallsallr dallri HALLM yallng hallrus 

dilindungi dalllallm rallngkall mewujudkalln rallsall kealldilalln. ALLdallpun allsalls- 

allsalls dalllallm sistem peralldilalln pidallnall meliputi: all. ALLsalls cepallt, 

sederhallnall, dalln biallyall ringalln; b. ALLsalls pralldugall tallk bersalllallh; c. ALLsalls 

pemeriksallalln pengalldilalln terbukall untuk umum; d. ALLsalls oportunitalls; e. 

ALLsalls semuall orallng sallmall di malltall hukum (equalllity before the lallw); f. 

ALLsalls tersallngkall/terdallkwall berhallk mendallpal lt ballntualln hukum; g. ALLsalls 

 

 

40 Nursyallmsudin Nursyallmsudin allnd Sallmud Sallmud, “Sistem Peralldilalln Pidallnall Terpalldu 

(Integreted Criminalll Justice System) Menurut Kuhap,” Mallhkallmallh : Jurnalll Kalljian Hukum 

Islallm 7, no. 1 (2022): 149, https://doi.org/10.24235/mallhkallmallh.v7i1.10413. 
41   Supriyallnto, “Perkembangalln Sistem Peralldilalln Pidallnall,” Jurnalll Wacana Hukum 2, no. 4 (2003): 

5. 
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pemeriksallalln hallkim yallng lallngsung dalln lisalln; h. ALLsalls pemberial ln 

kompensallsi, gallnti rugi dalln rehallbilitallsi. Menurut Soerjono Soekallnto 

“mallsyallrallkallt dallpallt mempengallruhi penegallkalln hukum dalllallm 

merumuskalln dalln menetallpkalln sualltu perallturalln hukum ballru 

berdallsallrkalln normall-normall sosialll yallng alldall dalln berkemballng”.42 

Selallin peralln sertall mallsyallrallkallt seballgalli kelompok sosialll, hukum 

jugall mengikuti sualltu peruballhalln yallng terjalldi di mallsyallrallkallt. 

Penerallpalln hukumalln tallmballhalln berupall tindallkalln kebiri kimiall yallng 

terdallpallt dalllallm Undallng Undallng Nomor 17 Tallhun 2016 menurut 

penulis memiliki beberallpall unsur yallitu: all. Unsur yuridis, yallitu 

menggallmballrkalln ballhwall perallturalln tersebut dibentuk untuk mengalltallsi 

permallsalllallhalln yallng alldall dengalln mempertimballngkalln rallsall kealldilalln di 

mallsyallrallkallt. b. Unsur filosofis, menggallmballrkalln ballhwall perallturalln 

tersebut merupallkalln pallndallngalln hidup, kesalldallralln dalln citall-cital l hukum. 

c. Unsur sosiologis, menallndallkalln ballhwall perallturalln tersebut dibuallt 

untuk memenuhi kebutuhalln mallsyallrallkallt dalllallm berballgalli situallsi dalln 

kealldallalln. Tujual ln penyelenggallrallalln peralldilalln nallsionalll alldalllallh 

menegallkkalln hukum dalln kealldilalln. Perihalll penyelenggallrallalln peralldilalln di 

Indonesiall allntallrall lallin dialltur dalllallm Undallng Undallng Nomor 48 

Tallhun 2009 tentallng Kekuallsallalln Kehallkimalln. Kekuallsallalln kehallkimalln 

alldalllallh kekuallsallalln yallng merdekall untuk menyelenggallrallkalln peralldilalln 

 

 

42 Ferdialln Rinallldi, “Proses Bekerjallnyall Sistem Peralldilalln Pidallnall Dalllam Memberikalln Kepallstialln 

Hukum Dan Keadilalln,” Respublicall, 2022, 179–88. 
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gunal l menegallkkalln hukum dalln kealldilal ln berdallsallrkalln Pallncallsilall demi 

terselenggallrallnyall negallrall hukum  Republik  Indonesiall. 

Penyelenggallrallalln kekuallsallalln kehallkimalln dilallkukalln oleh Mallhkallmallh 

ALLgung (MAL L) dalln balldalln peralldilalln yallng beralldall di ballwallhnyall dalllallm 

lingkungalln peralldilalln  umum,  lingkungalln peralldilalln allgallmall, 

lingkungalln peralldilalln militer, lingkungalln peralldilalln talltall usallhall negallrall, 

dalln oleh  sebuallh Mallhkallmallh Konstitusi  (MK),  untuk 

menyelenggallrallkalln peralldilalln gunall menegallkkalln hukum dalln kealldilalln. 

Menurut Salltjipto Rallhallrdjo, penegallkalln hukum alldalllallh sualltu 

proses untuk mewujudkalln keinginalln-keinginal ln hukum yallitu pikiralln- 

pikiralln balldalln pembuallt undallng-undallng yallng dirumuskalln dalllallm 

perallturalln-perallturalln hukum menjalldi kenyalltallalln.Secallrall konsepsionalll, 

inti dalln allrti penegallkalln hukum terletallk palldall kegialltalln menyerallsikalln 

hubungalln nilalli-nilalli yallng terjallballrkalln di dalllallm kallidallhkallidallh yallng 

ballik yallng terwujud dalllallm serallngkallialln nilalli untuk menciptallkalln, 

memelihallrall dalln mempertallhallnkalln kedallmallialln pergallulalln hidup. 

Keberhallsilalln penegallkalln hukum dipengallruhi oleh beberallpall fallktor 

yallng mempunyalli allrti yallng netralll, sehinggall dallmpallk negalltif alltallu 

positifnyall terletallk palldall isi fallktor-fallktor tersebut. Fallktor-fallktor ini 

mempunyal li hubungalln yallng sallling berkallitalln erallt, merupallkalln esensi 

sertall tolok ukur dallri efektivitalls penegallkalln hukum. Fallktor-fallktor 

tersebut alldalllallh: all. Hukum (undallng undallng); b. Penegallk hukum, 

yallkni pihallk-pihallk yallng membentuk mallupun menerallpkalln hukum; c. 
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Sallrallnall alltallu fallsilitalls yallng mendukung upallyall penegallkalln hukum; d. 

Mallsyallrallkallt, yallkni kepalldall siallpall hukum tersebut diterallpkalln; e. 

Kebudallyallalln, yallkni seballgalli hallsil kallryall, ciptall dalln rallsall yallng 

didallsallrkalln palldall kallrsall mallnusiall dalllallm pergallulalln hidup. 43 

Menurut Ballrdall Nallwallwi AL Lrief menyalltallkalln ballhwall usallhall 

penallnggulallngalln kejallhalltalln dengalln hukum pidallnall palldall hal lkikal ltnyal 

merupallkalln ballgialln dallri usallhall penegallkalln hukum pidallnall, sehinggall 

sering pulall dikalltallkalln ballhwall politik hukum alltallu kebijallkalln hukum 

pidallnall merupallkalln ballgialln dallri kebijallkalln penegallkalln hukum (lallw 

enforcement policy). Lebih lallnjut Ballrdall Nallwallwi ALLrief jugall 

berpendallpallt ballhwall penegallkalln hukum pidallnall terdiri dallri duall tallhallp. 

Pertal lmall, penegallkalln hukum pidallnall in allbstrallcto dalln keduall penegallkalln 

hukum pidallnall in concreto. Penegallkalln hukum pidallnall in allbstrallcto 

merupallkalln tallhallp pembualltalln/perumusalln (formulallsi) undallng-undallng 

oleh balldalln legislalltif, yallng dallpallt disebut tallhallp legislallsi. Penegallkalln 

hukum pidallnall in concreto terdiri dallri tallhallp penerallpalln/allplikallsi dalln 

pelallksallnallalln undallng-undallng oleh allpallrallt penegallk hukum, yallng dallpallt 

disebut tallhallp yudisialll dalln tallhallp eksekusi.44 

Menurut Herbert L. Pallcker pemallhallmalln mengenalli model 

penyelenggallrallalln peralldilalln pidallnall di AL Lmerikall Serikallt dibedallkalln 

menjalldi duall yallkni Due Process Model dalln Crime Control Mode, 

 

43 Mallrilallng Mallrilang, “Menimballng Pallralldigma Kealldilan Hukum Progresif,” Jurnalll Konstitusi 

14, no. 2 (2017): 315, https://doi.org/10.31078/jk1424. 
44 Ballrdall Nallwallwi ALLrif, Bunga Rallmpalli Kebijallkalln Hukum Pidallna, Perdsallnall (Ballndung: Citrall 

ALLditya Ballkti, 2002). 
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keduallnyall dilallndallsi oleh ALLdversallry Model yallng memiliki ciri-ciri:45 

all. Prosedur peralldilalln hallrus merupallkalln sualltu disputes alltallu comballting 

proceeding allntallrall terdallkwall dalln penuntut umum dalllallm kedudukalln 

yallng sallmall di mukall pengalldilalln; b. Hallkim tidallk ikut allndil dalllallm 

proses pemeriksallalln di pengalldilalln, melallinkalln hallnyall seballgalli 

penengallh allntallrall terdallkwall dengalln penuntut umum; c. Memiliki tujualln 

utallmall yallkni menyelesallikalln sengketall yallng timbul kallrenall kejallhalltalln; 

d. Mallsing-mallsing pihallk memiliki tugalls dalln fungsi yallng jelalls dalllallm 

kedudukallnnyall. Crime Control Model mengallnggallp ballhwallsallnyall 

tujualln dallri alldallnyall penyelenggallrallalln peralldilalln pidallnall hallnyall sebal ltalls 

memberikalln efek jerall ballgi pelallkunyall, sehinggall allkalln terwujud 

ketertiballn umum dalln efisiensi. Dalllallm halll ini mengedepallnkalln alldallnyall 

allsalls pralldugall bersalllallh (presumption of guilt) dalln sallrallnall cepallt dalllallm 

pemberallntallsalln kejallhalltalln demi mewujudkalln efisiensi. Nallmun Crime 

Control Model tersebut ballnyallk mengallndung kelemallhalln yallkni alldallnyall 

pelallngallralln terhalldallp HALLM dengalln hallnyall mempertimballngkalln dallri 

segi efisiensi. Due Process Model mengedepallnkalln alldallnyall perlindungalln 

hallk-hallk individu sertall alldallnyall pemballtallsalln kekuallsallalln dalllallm 

penyelenggallrallalln peralldilalln pidallnall. Halll tersebut bertujualln allgallr tidallk 

terwujud penyalllallhgunallalln kekuallsallalln dalln sifallt otoriter dalllallm 

rallngkall  mencallpalli  mallksimum  efisiensi.  Dalllallm  pelallksallnallallnnyall 

 

 

45 Dede Kallniall, “PIDALLNALL PENJALLRALL DALLLALLM PEMBALLHALLRUALLN HUKUM 

PIDALLNALL INDONESIALL,” Yustisiall 4, no. 1 (2015): 55–72. 
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mengedepallnkalln alldallnyall allsalls pralldugall tidallk bersalllallh (presumption of 

innocent). Ballnyallknyall kallsus pidallnall yallng diputuskalln hallkim, membuallt 

putusalln tersebut tidallk memperhalltikalln kealldallalln alltallu penderitallalln yallng 

di alllallmi oleh korballn di dalllallm putusalln kallsus pidallnall. Korballn tidallk 

mendallpalltkalln kompensallsi, restitusi alltallu gallnti kerugialln, hallk-hallk 

korballn tidallk diperhalltikalln. Keberalldallalln korballn hallnyall seballgalli sallksi 

korballn alltalls perbualltalln pidallnall tersebut, sehallrusnyall putusalln hallkim 

termuallt ballhwall terdallkwall alltallu terpidallnall menallnggung penderitallalln 

korballn ballik secallrall mallteriil alltallu immallteriil. 

Hukum pidallnall Indonesiall memiliki potensi untuk dikemballngkalln, 

terutallmall untuk memenuhi kebutuhalln perlindungalln hallk-hallk korballn 

yallng sedemikialln berkemballng hinggall dalllallm halll penegallkalln hukum 

dallpallt mencallpalli kealldilalln dalln kemallnfallalltalln ballgi korballn. Penegallkalln 

hukum secallrall formalll dalln rallsionalll belum tentu allkalln mendalltallngkalln 

keballhallgiallalln ballgi mallsyallrallkallt, kallrenal l pelallksallnallalln hukum secallrall 

formalll allkalln menimbulkalln allnggallpalln dallri pallrall penegallk hukum ballhwall 

jikall hukum telallh ditegallkkalln sesualli undallng-undallng mallkall kealldilalln 

telallh dilallksallnallkalln. Lebih jalluh lallgi kealldilalln yallng diinginkalln oleh 

seseorallng sebenallrnyall alldalllallh kealldilalln yallng substallntif, bukalln 

kealldilalln proseduralll seperti yallng terterall di dalllallm undallng-undallng salljall. 

Hukum bukallnlallh persoalllalln rallsionalll alltallu formalll, tallpi lebih jalluh ingin 

menegallkkalln keal ldilalln demi keballhallgiallalln mal lnusiall. 
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Jeremy Benthallm mengeluallrkalln teori utility dalllallm bukunyall the 

theory of legislalltion menyebutkalln, ballhwall tujualln hukum alldalllallh 

seballgalli sumber nallfkallh, kemallkmuralln, kesetallrallalln, dalln rallsall allmalln, 

allrtinyall secallrall normalltif sallngallt ditentukalln oleh hukum. Dengalln 

diwujudkallnnyall rallsall allmalln, mallkall korballn alltallu setiallp wallrgall negallrall 

allkalln terjallmin mendallpalltkalln nallfkallh, kemallkmuralln, dalln kesetallrallalln. 

Terkal lit dengalln fungsi dalln tujualln hukum tersebut di alltalls, selallin 

penegallkalln hukum dengalln callrall penjalltuhalln pidallnall penjallrall terhalldal lp 

pelallku, mallkall diperlukalln jugall penegallkalln hukum dengalln penerallpalln 

alltallu implementallsi pemberialln restitusi ballgi korballn kejallhalltalln dallri 

pelallku tindallk pidallnall, tallnpall hallrus melallkukalln upallyall hukum lallin untuk 

memperoleh hallk restitusinyall tersebut. Teori Hukum ini merupallkalln teori 

dalllallm penegallkalln hukum yallng mengkallji alltallu mengallnalllisis 

tentallng keberhallsilalln, kegallgalllalln dalln fallktor-fallktor yallng memengallruhi 

dalllallm pelallksallnallalln dalln penerallpalln hukum. 46 

Teori hukum ini dikemukallkalln oleh Bronislallw Malllinowski, 

Lallwrence M. Friedmalln, Soerjono Soekallnto, Clallrence J. Dialls, Howallrd 

dalln Mummers. ALLdall tigall fokus kalljialln teori ini, yallitu: all. 

Keberhallsilalln dalllallm pelallksallnallalln hukum; b. Kegallgalllalln di dalllallm 

pelallksallnallallnnyall; c. Fallktor-fallktor yallng memengallruhinyall. ALLpallbilall 

normall hukum itu ditallallti dalln dilallksallnallkalln oleh mallsyallrallkallt mallupun 

 

46 Endallng Pratiwi, Theo Negoro, allnd Hallssallnallin Haykalll, “Teori Utilitallriallnisme Jeremy 

Benthallm: Tujuan Hukum ALLtallu Metode Pengujialln Produk Hukum?,” Jurnalll Konstitusi 19, no. 

2 (2022): 268, https://doi.org/10.31078/jk1922. 
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penegallk hukum, mallkall pelallksallnallalln hukum itu dikalltallkalln efektif alltallu 

berhallsil di dalllallm implementallsinyall. Kegallgalllalln di dalllallm pelallksallnallalln 

hukum ialllallh ballhwall ketentualln-ketentualln hukum yallng telallh ditetallpkalln 

tidallk mencallpalli mallksudnyall alltallu tidallk berhallsil di dalllallm 

implementallsinyall. Fal lktor-fallktor yallng memengallruhi alldalllallh halll-halll 

yallng ikut menyeballbkalln alltallu berpengallruh di dalllallm pelallksallnallalln dalln 

penerallpalln hukum tersebut. Fallktor-fallktor tersebut dallpallt dikallji dallri 

allspek keberhallsilallnnyall dalln allspek kegallgalllallnnyall. Fallktor-fallktor yallng 

memengallruhi keberhallsilalln itu meliputi substallnsi hukum, struktur, kultur, 

dalln fallsilitallsnyall. Fallktor-fallktor yallng memengallruhi kegallgalllalln di 

dalllallm pelallksallnallalln hukum alldalllallh kallrenall normall hukum yallng kallbur 

alltallu tidallk jelalls, allpallralltur hukum yallng melallkukalln korupsi, alltallu 

mallsyallrallkallt yallng tidallk salldallr alltallu tallallt palldall hukum alltallu fallsilitalls yallng 

tersediall untuk mendukung pelallksallnallalln hukum itu sallngallt minim. 47 

Lallwrence M. Friedmalln mengemukallkalln ballhwall berhallsil tidallknyall 

penegallkalln hukum tergallntung tigall unsur sistem hukum, yallkni struktur 

hukum (structure of lallw), substallnsi hukum (substance of the lallw), dalln 

budallyall hukum (legalll culture). Struktur hukum menyallngkut allpallrallt 

penegallk hukum, substallnsi hukum meliputi perallngkallt perundallng- 

undallngalln dalln budallyall hukum merupallkalln hukum yallng hidup (living 

 

 

 

 

 

47 Callrl Joallchim Friedrich, The Philosophy of Law in Historicalll Perspective, Rev (Chicago: 

University of Chicallgo, 1963). 
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lallw) yallng diallnut dalllallm sualltu mallsyallrallkallt. Tental lng struktur hukum 

Friedmalln menjelallskalln:48 

“To begin with, the legalll system halls the structure of all legalll 

system consisting of elements of this kind: the number allnd size 

of courts; their jurisdiction …Strukture alllso meallns how the 

legislallture is orgallnized …whallt procedures the police 

depallrtment follows, allnd so on. Structure, in all wally, is all kind of 

cross-section of the legalll system…a ll kind of still photograllph, 

with freezes the allction.” Substallnsi hukum menurut Friedmalln 

alldalllallh “A L Lnother allspect of the legalll system is its substallnce. By 

this is meallnt the allctualll rules, norm, allnd behallvioralll palltterns of 

people inside the system …the stress here is on living lallw, not 

just rules in lallw books.” 

 

 

AL Lspek lallin dallri sistem hukum alldalllallh substallnsinyall. Seballgallimallnall 

dimallksud dengalln substallnsinyall alldalllallh allturalln, normall, dalln polall 

perilallku nyalltall mallnusiall yallng beralldall dalllallm sistem tersebut. Dengalln 

demikialln, substallnsi hukum menyallngkut perallturalln perundallng- 

undallngalln yallng berlallku yallng memiliki kekualltalln yallng mengikallt dalln 

menjalldi pedomalln ballgi allpallrallt penegallk hukum. Sedallngkalln mengenalli 

budallyall hukum, Friedmalln berpendallpallt: 49 

 

48 W Friedmalln, The Stallte and the Rule of Lallw in ALL Mixed Economy (London: Stevens & Sons, 

1971). 
49 Friedman. 
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“The third component of legalll system, of legalll culture. By this we 

mealln people’s allttitudes towallrd lallw allnd legalll system their belief 

…in other word, is the climallte of socialll thought allnd socialll force 

which determines how lallw is used, allvoided, or allbused”. 

 

 

Kultur hukum menyallngkut budallyall hukum yallng merupallkalln 

sikallp mallnusiall (termallsuk budallyall hukum allpallrallt penegallk hukumnyall) 

terhalldallp hukum dalln sistem hukum. Seballik allpallpun penalltallalln struktur 

hukum untuk menjalllallnkalln allturalln hukum yallng ditetallpkalln dalln seballik 

allpallpun kualllitalls substallnsi hukum yallng dibuallt tallnpall didukung budallyall 

hukum oleh orallng-orallng yallng terliballt dalllallm sistem dalln mallsyallrallkallt 

mallkall penegallkalln hukum tidallk allkalln berjalllalln secallrall efektif Struktur 

dallri sistem hukum terdiri alltalls unsur berikut ini, jumlallh dalln ukuralln 

pengalldilalln, yurisdiksinyall (termallsuk jenis kallsus yallng berwenal lng 

merekall periksall), dalln talltall callrall nallik ballnding dallri pengalldilalln negeri ke 

pengalldilalln tinggi dalln seballgallinyall. Struktur jugall berallrti ballgallimallnall 

balldalln legislalltif ditalltall, allpall yallng boleh dalln tidallk boleh dilallkukalln oleh 

Presiden, prosedur alldall yallng diikuti oleh kepolisialln dalln seballgallinyall. 

Jalldi struktur (legalll structure) terdiri dallri lemballgall hukum yallng alldall 

dimallksudkalln untuk menjalllallnkalln perallngkallt hukum yallng alldall. 

Struktur alldalllallh polall yallng menunjukkalln tentallng ballgallimallnall hukum 

dijalllallnkalln menurut ketentuallnketentual ln formalllnyall. Struktur ini 
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menunjukkalln ballgallimallnall pengalldilalln, pembuallt hukum dalln allpallrallt 

penegallk hukum, sertall proses hukum itu berjalllalln dalln dijalllallnkalln. 

Di Indonesiall, misalllnyall jikall berbicallrall tentallng struktur sistem 

hukum Indonesiall, mallkall termallsuk di dalllallmnyall struktur institusi- 

institusi penegallkalln hukum seperti kepolisialln, kejallksallalln dalln 

pengalldilalln. Pendallpallt Lallwrience M. Friedmalln ballhwall efektif dalln 

berhallsil tidallknyall penegallkalln hukum tergallntung tigall unsur sistem 

hukum, yallkni struktur hukum (structure of lallw), substallnsi hukum 

(substallnce of the lallw) dalln budallyall hukum (legalll culture). Pendallpallt 

Friedmalln tersebut dikemballngkalln oleh Soerjono Soekallnto mallsalllallh 

pokok penegallkalln hukum seballgalli fallktor-fallktor yallng dallpallt 

mempengallruhi penegallkalln hukum setidallknyall alldall limall fallktor seballgalli 

berikut: all. Fallktor hukumnyall sendiri; b. Fallktor penegallk hukum, yallkni 

pihallk-pihallk yallng membentuk mallupun penerallpalln hukum; c. Fallktor 

sallrallnall alltallu fallsilitalls yallng mendukung penegallkalln hukum; d. Fallktor 

mallsyallrallkallt, yallkni lingkungalln di mallnall hukum tersebut berlallku alltallu 

diterallpkalln; e. Fallktor kebudallyallalln, yallkni seballgal li hallsil kallryall, ciptall dalln 

rallsall yal lng didallsallrkalln palldall kallrsall mallnusiall di dalllallm pergallulalln hidup. 

Selallnjutnyall menurut Robert B. Seidmalln dalln Williallm J. 

Challmbliss menyusun sualltu model mengenalli bekerjallnyall hukum di 

dalllallm mallsyallrallkallt. Setiallp konsep hukum memengallruhi, mendorong, 

alltallu memallksall allgallr sualltu kegialltalln dilallkukalln oleh lemballgall pembuallt 

perallturalln dalln lemballgall kekuallsallalln negallrall, oleh kallrenall itu model yallng 
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dialljukalln menggallmballrkalln tuntutalln-tuntutalln yang dialljukalln oleh 

berballgalli golongalln di dalllallm mallsyallrallkallt, kemudialln oleh kekuallsallalln 

negallrall diselenggallrallkalln dengalln mempergunallkalln hukum seballgalli 

sallrallnall untuk mendorong alltallu memallksallkalln dilallkukallnnyall tingkallh 

lallku yallng diinginkalln dallri pemegallng-pemegallng peralln. Kehidupal ln 

dalllallm mallsyallrallkallt yallng sedikit ballnyallk berjalllalln dengalln tertib dalln 

teralltur ini didukung oleh alldallnyall sualltall talltallnalln dalln ketertiballn 

mallsyallrallkallt yallng tallmpallk dallri luallr itu, dal lri dalllallm didukung oleh lebih 

dallri salltu mallcallm talltallnalln. Sifallt malljemuk ini dilukiskalln oleh 

Challmbliss dalln Seidmalln mengenalli bekerjallnyall hukum dalllallm 

mallsyallrallkallt, diurallikalln dalllallm dalllil-dalllil seballgalli berikut: 50 

all. Setiallp perallturalln hukum memberitallhu tentallng ballgallimallnall seorallng 

pemegallng perallnalln (role occupallnt) itu dihallrallpkalln bertindallk. 

b. Ballgallimallnall seorallng pemegallng peralln itu allkalln bertindallk seballgalli 

sualltu respons terhalldallp perallturalln hukum merupallkalln fungsi 

perallturalln-perallturalln yallng ditujukalln kepalldallnyall, sallnksi-sallnksinyall, 

allktivitalls dallri lemballgalllemballgall pelallksallnall sertall keseluruhalln 

kompleks kekualltalln sosialll, politik dalln lallin-lallinnyall mengenalli 

dirinyall. 

c. Ballgallimallnall lemballgall-lemballgall pelallksallnall itu allkalln bertindallk seballgalli 

respons terhalldallp perallturalln hukum merupallkalln fungsi perallturalln- 

 

50 ALLbdul Jalllil, “Penegakan Hukum Di Pengalldilalln Dalln Dimensi Spiritualllitallsnyall (ALLspek Yallng 

Sering Terlupallkalln),” Online ALLdministralltive Lallw & Governallnce Journal 4, no. 2 (2021): 

2621–2781. 
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perallturalln hukum yallng ditujukal ln kepalldall merekall, sallnksi- 

sallnksinyall, keseluruhalln kompleks kekualltalln-kekualltalln sosialll, 

politik dalln lallin-lallinnyall yallng mengenalli diri merekall sertall umpalln- 

umpalln balllik yallng dalltallng dallri pemegallng perallnalln. 

d. Ballgallimallnall pallrall pembuallt undallng-undallng itu allkalln bertindallk 

merupallkalln fungsi perallturalln-perallturalln yallng mengalltur tingkallh lallku 

merekall, sallnksisallnksinyall, keseluruhalln kompleks kekualltalln sosialll, 

politik, ideologis, dalln lallin-lallinnyall yallng mengenalli diri merekall 

sertall umpalln balllik yallng dalltallng dallri pemegallng perallnalln sertall 

birokrallsi. 

Berdallsallrkalln kutipalln di alltalls dallpallt diketallhui, ballhwall setiallp 

allnggotall mallsyallrallkallt seballgalli pemegallng perallnalln ditentukalln tingkallh 

lallkunyall oleh pallrall perallnalln yal lng dihallrallpkalln dal lri palldallnyall bal lik oleh 

normall-normall hukum mallupun oleh kekualltalln-kekualltalln di luallr hukum. 

Peral lnal ln dallri kekualltalln sosialll tidallk hallnyall berpengallruh terhalldallp rallkyallt 

seballgalli sallsallralln yallng dialltur oleh hukum, melallinkalln jugall terhalldallp 

lemballgall-lemballgall hukum sertall tingkallh lallku rallkyallt tidallk hallnyall 

ditentukalln oleh hukum, melallinkalln jugall kekualltalln sosialll lallinnyall. 

Hukum alldalllallh untuk mallnusiall, mallkall pelallksallnallalln hukum alltallu 

penegallkalln hukum hallrus memberikalln mallnfallallt alltallu kegunallalln ballgi 

mallsyallrallkallt. Mallsyallrallkallt sallngallt berkepentingal ln ballhwall dalllallm 

pelallksallnallalln alltallu penegallkalln hukum, keal ldilal ln diperhalltikalln. Kualllitalls 

pemballngunalln dalln penegallkalln hukum yallng dituntut mallsyallrallkallt sallallt 
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ini bukalln sekalldallr kualllitalls formalll, melallinkalln alldalllallh kualllitalls 

mallterialll/substal lnsialll. Stralltegi sallsallralln pemballngunalln dalln penegallkalln 

hukum, hallrus ditujukalln palldall kualllitalls substallntif seperti terungkallp 

dalllallm beberallpall isu sentralll yallng dituntut mallsyallrallkallt sallallt ini, yallitu 

allntallrall lallin: (all) alldallnyall perlindungalln HALLM; (b) tegallknyall nilalli 

kebenallralln, kejujuralln, kealldilalln dalln kepercallyallalln allntallr sesallmall; (c) 

tidallk alldall penyalllallhgunallalln kekuallsallalln/ kewenallngalln; (d) bersih dallri 

prallktek fallvoritisme (pilih kallsih), korupsi, kolusi dalln nepotisme dalln 

mallfiall peralldilalln; (e) terwujudnyall kekuallsallalln kehallkimalln/ penegallkalln 

hukum yallng merdekall dalln tegallknyall kode etik/ kode profesi; (f) 

alldallnyall penyelenggallrallalln pemerintallhalln yallng bersih dalln berwiballwall 

Penegallkalln hukum jugall dilallkukalln tidallk bertentallngalln dengalln 

kebutuhalln, kesalldallralln dalln ketertiballn mallsyallrallkallt. 

 

 

3. Teori Restoraltive justice 

Restoraltive justice (Kealdilaln Restoraltif) paldal dalsalrnyal 

sederhalnal yalitu ukuraln kealdilaln tidalk lalgi berdalsalrkaln pemballalsaln 

setimpall dalri korbaln kepaldal pelalku (balik secalral fisik, psikis altalu 

hukumaln), nalmun perbualtaln yalng menyalkitkaln itu disembuhkaln 

dengaln memberikaln dukungaln kepaldal korbaln daln mensyalraltkaln 

pelalku untuk bertalnggung jalwalb dengaln balntualn kelualrgal daln 

malsyalralkalt bilal diperlukaln. Penegalkaln hukum bukalnlalh merupalkaln 

sualtu kegialtaln yalng berdiri sendiri, melalinkaln mempunyali hubungaln 
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timball ballik yalng eralt dengaln malsyalralkaltnyal 51. Struktur malsyalralkalt 

memberikaln pengalruh, balik berupal penyedialaln salralnal sosiall yalng 

memungkinkaln penegalkaln hukum itu dijallalnkaln, malupun 

memberikaln halmbaltaln-halmbaltaln yalng menyebalbkaln ial tidalk dalpalt 

dijallalnkaln altalu kuralng dalpalt dijallalnkaln secalral optimall. ALdal tigal 

prinsip dalsalr untuk membentuk Restoraltive justice, yalitu:52 

al. There be al restoraltion to those who halve been injured (Terjaldi 

pemulihaln kepaldal merekal yalng menderital kerugialn alkibalt 

kejalhaltaln) 

b. The offender hals aln opportunity to be involved in the restoraltion if 

they desire (Pelalku memiliki kesempaltaln untuk terlibalt dallalm 

pemulihaln kealdalaln (restoralsi) 

c. The court systems role is to preserve the public order alnd the 

communits role is to preserve al just pealce (Pengaldilaln berperaln 

untuk menjalgal ketertibaln umum daln malsyalralkalt berperaln untuk 

melestalrikaln perdalmalialn yalng aldil). 

 

 

Konsep Restoraltive justice telalh muncul lebih dalri dual puluh 

talhun yalng lallu sebalgali allternaltif penyelesalialn perkalral pidalnal alnalk. 

Kelompok Kerjal Peraldilaln ALnalk Perserikaltaln Balngsal-Balngsal (PBB) 

 

51 Muhalmmald Rif’aln Balihalky alnd Muridalh Isnalwalti, “Restoraltive Justice: Pemalknalaln, 

Problemaltikal, daln Peneralpaln yalng Seyogialnyal,” Unes J. Swalral Justisial, vol. 8, no. 2, pp. 276– 289, 

2024, doi: 10.31933/4mqgalj17. 
52 M. ALgustinal, Vindal, Tisnalntal, “Constitutionall Rights of Citizens Restoraltive Justice sebalgali 

Upalyal Pemenuhaln Halk Konstitusionall Walrgal Negalral,” J. Konstitusi, vol. 21, no. 2, pp. 245– 

257, 2024. 
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mendefinisikaln Restoraltive justice sebalgali sualtu proses semual pihalk 

yalng berhubungaln dengaln tindalk pidalnal tertentu duduk bersalmal- 

salmal untuk memecalhkaln malsallalh daln memikirkaln balgalimalnal 

mengaltalsi alkibalt paldal malsal yalng alkaln daltalng. Proses ini paldal 

dalsalrnyal dilalkukaln melallui diskresi (kebijalkaln) daln diversi, yalitu 

pengallihaln dalri proses peraldilaln pidalnal ke lualr proses formall untuk 

diselesalikaln secalral musyalwalralh53. 

Penyelesalialn melallui musyalwalralh sudalh menjaldi kebialsalaln di 

Indonesial dikalrenalkaln malsyalralkalt Indonesial salngalt menjujung 

tunggi nilali-nilali sosiall dallalm bermalsyalralkalt, balhkaln hukum aldalt di 

Indonesial tidalk membedalkaln penyelesalialn perkalral pidalnal malupun 

perdaltal. Dallalm ke-Indonesial-aln Restoraltive justice sendiri beralrti 

penyelesalialn secalral aldil yalng melibaltkaln pelalku, korbaln, kelualrgal 

daln pihalk lalin yalng terkalit dallalm sualtu tindalk pidalnal daln secalral 

bersalmal mencalri penyelesalialn terhaldalp tindalk pidalnal daln 

implikalsinyal dengaln menekalnkaln pemulihaln kemballi paldal kealdalaln 

semulal. Untuk mewujudkaln kealdilaln balgi korbaln daln pelalku aldallalh 

balik ketikal palral penegalk hukum berpikir daln bertindalk secalral 

progresif yalitu tidalk meneralpkaln peralturaln secalral tekstuall tetalpi perlu 

menerobos alturaln (rule brealking) kalrenal paldal alkhirnyal hukum itu 

 

 

 

 

53 M. Salhputral, “Restoraltive Justice Restoraltive Justice ALs al Progressive Lalw in the,” J. 

Tralnsform. ALdm. Medial Pengemb. Kebijalk. Daln Menejemen Pemerintalh, vol. 12, no. 1, pp. 

87–96, 2022, [Online]. ALvalilalble: https://jtal.laln.go.id/index.php/jtal/alrticle/view/205 
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bukaln teks demi tercalpalinyal kealdilaln yalng diidalmkaln oleh 

Malsyalralkalt 54. 

Di Indonesial sendiri, sebenalrnyal konsep Restoraltive justice ini 

telalh lalmal dipralktekkaln dallalm malsyalralkalt Indonesial, seperti 

malsyalralkalt di Palpual, Balli, Toraljal, Minalngkalbalu, Kallimalntaln, Jalwal 

Tengalh, daln malsyalralkalt komunitals lalin yalng malsih kualt memegalng 

kebudalyalaln. ALpalbilal terjaldi sualtu tindalk pidalnal oleh seseoralng 

(termalsuk perbualtaln melalwaln hukum yalng dilalkukaln oleh alnalk). 

Dallalm pralkteknyal penyelesalialnnyal dilalkukaln dallalm pertemualn altalu 

musyalwalralh mufalkalt yalng dihaldiri oleh tokoh malsyalralkalt, pelalku, 

korbaln (bilal malu), daln oralng tual pelalku untuk mencalpali sebualh 

kesepalkaltaln untuk memperbaliki kesallalhaln. Hall demikialn sebenalrnyal 

merupalkaln nilali daln ciri dalri fallsalfalh balngsal Indonesial yalng 

tercalntum dallalm silal keempalt Palncalsilal, yalitu musyalralwalh mufalkalt. 

Dengaln demikialn, Restoraltive justice sebetulnyal bukaln hall yalng balru 

balgi malsyalralkalt Indonesial 55. 

Dallalm musyalwalralh mufalkalt bertujualn untuk mencalpali 

kedalmalialn, sehinggal alntalral pelalku daln korbaln tidalk aldal dendalm daln 

korbaln dalpalt dipulihkaln. Musyalwalralh mufalkalt dallalm konteks 

 

 

54 AL. P. Nugroho, “RESTORALTIVE JUSTICE: TERWUJUDNYAL ALSALS KEALDILALN DALN 

ALSALS KEPALSTIALN HUKUM PALDAL INSTALNSI KEPOLISIALN,” Recidiv. J. Huk. Pidalnal 

daln Penalnggulalngaln Kejalhaltaln, vol. 12, no. 2, p. 218, Oct. 2023, doi: 

10.20961/recidive.v12i2.71620. 
55  I. Malulalnal alnd M. ALgustal, “Konsep daln Implementalsi Restoraltive Justice di Indonesial,” Daltin 

Lalw J., vol. 2, no. 2, p. 49, 2021, [Online]. ALvalilalble: https://ojs.umb- 

bungo.alc.id/index.php/DALTIN/alrticle/view/734 
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Restoraltive justice bisal dilalkukaln dengaln calral, alntalral lalin: medialsi, 

pembalyalraln galnti rugi, altalupun calral lalin yalng disepalkalti alntalral 

korbaln/kelualrgal korbaln dengaln pelalku. Pihalk lalin bisal ikut sertal 

dallalm malsallalh ini, misallnyal polisi, pengalcalral altalu tokoh malsyalralkalt 

sebalgali penengalh. ALpalbilal penyelesalialn ini tidalk aldal sepalkalt alntalral 

korbaln/kelualrgal korbaln dengaln pelalku, malkal selalnjutnyal 

penyelesalialn malsallalh tersebut diproses secalral mekalnisme pengaldilaln 

yalng aldal (litigalsi).56 Restoraltive justice bertujualn untuk 

memberdalyalkaln palral korbaln, pelalku, kelualrgal, daln malsyalralkalt untuk 

memperbaliki sualtu perbualtaln melalwaln hukum dengaln menggunalkaln 

kesaldalraln daln keinsyalfaln sebalgali lalndalsaln untuk memperbaliki 

kehidupaln bermalsyalralkalt menjelalskaln balhwal konsep Restoraltive 

justice paldal dalsalrnyal sederhalnal. Restoraltive justice merupalkaln teori 

kealdilaln yalng menekaln kaln paldal pemulihaln kerugialn yalng 

disebalbkaln oleh perbualtaln pidalnal. 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang 

digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penyusunan tesis 

ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menekankan 

 

56 M. Faljalr, “Restoraltive Justice sebalgali Hukum Progresif oleh Penyidik Polri,” J. Ilmu Kepol., 

vol. 13, pp. 225–238, 2019. 
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untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan 

terjun langsung ke objeknya57. Penelitian yuridis sosiologis adalah 

penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data 

awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan 

atau terhadap masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis juga meneliti 

efektivitas peraturan dan hubungan antara berbagai variabel dan 

gejala sebagai alat pengumpul. Penelitian ini menggunakan metode 

yang didasarkan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat. 

Harapannya adalah bahwa metode ini akan memungkinkan 

penyelidikan tentang bagaimana hukum, yang secara empiris 

merupakan gejala masyarakat, dapat dilihat sebagai suatu variabel 

penyebab yang memiliki dampak pada berbagai aspek kehidupan 

sosial. Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, 

dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber 

sehingga masih berupa data mentah58. 

Mediasi penal atau yang umumnya dikenal dengan 

perdamaian itu, diasumsikan dilatarbelakangi oleh gagasan atau 

pemikiran mengenai implementasi restorative justice di tingkat 

penyidikan, dan umum juga digunakan dalam perkara tindak pidana 

ringan salah satunya pelanggaran lalu lintas, lalu dalam sistem pidana 

anak terdapat konsep yang serupa melalui diversi. Nilai 

 

57 Efendi and Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. 
58 Adiyanta, “Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai 

Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” 
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ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal 

issue yang diteliti, dalam hal ini legal issue tersebut yaitu mediasi 

penal; sangat bergantung kepada cara pendekatan (approach) yang 

digunakan dalam penelitian. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka 

bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat 

digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh setiap peneliti. 

Demikian pula dalam penelitian ini. Sehubungan dengan type 

penelitian yuridis sosiologis yang akhirnya dipilih dalam penelitian 

ini; maka seperti dikemukakan para ahli, penelitian ini biasanya 

menggunakan antara lain pendakatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan 

analitis (analytical approach), pendekatan filsafat (philosophical 

approach) dan pendekatan kasus (case approach).59 

Pendekatan-pendekatan dimaksud dapat digabung. Namun 

yang pasti dalam suatu penelitian normatif seperti yang dilakukan 

oleh peneliti dalam penelitian ini, pendekatan dominan yang 

digunakan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan. 

Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum 

normatif, seperti penelitian inididasarkan pada penelitian terhadap 

hukum dan sistem hukum yang ada. Sebagai suatu penelitian hukum 

normatif maka peneliti harus melihat hukum sebagai sistem yang 

mempunyai sifat-sifat comprehensive. 

 

59 Irwansyah, Penelitian Hukum. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang bersifat deskriptif analitis empiris yang artinya dilakukan 

dengan cara untuk memahami dan menafsirkan informasi berbasis 

bukti, khususnya melalui pengamatan, eksperimen, dan pengalaman 

langsung. Pendekatan ini menjauh dari teori atau spekulasi yang 

tidak memiliki dasar yang nyata dan menekankan pada data yang 

dapat diamati dan diuji60. Penelitian deskriptif merupakan jenis 

penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu 

keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti. Bersifat 

deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 

gambaran yang utuh mengenai gejala atau fenomena mediasi penal 

dalam penegakan hukum pidana. Gambaran yang diharapkan dicapai 

adalah gambaran rekonstruksi dari mediasi penal yang sudah lazim 

dan umum dapat dijumpai dalam praktek yang berlangsung di 

Indonesia. Pendekatan penelitian ini juga bersifat analitis, mengingat 

hasil penelitian ini menyusun temuan data atau, seperti telah 

dikemukakan di atas disinonimkan dengan bahan-bahan hukum 

baikbahan-bahan hukum yang primer maupun bahan-bahan hukum 

atau data yang bersifat sekunder. Semuanya langsung diolah atau 

dianalisis secara kategorial, dan kemudiandisusun secara sistematis61 

 

 

60 Sumarna and Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” 
61 Amirudin and Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. 
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a) Sumber dan Jenis Data 

 

Sesuai dengan apa yang telah peneliti kemukakan di atas, 

bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang 

menggunakan antara lain pendakatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), 

pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan filsafat 

(philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach) 

dengan asumsi bahwa pendekatan-pendekatan itu, seperti telah 

dikemukakan di atas dapat digabung25; maka dengan sendirinya 

hukum itu juga deskriptif empiris; namun terminologi untuk itu 

tidak boleh lain haruslah penelitian normatif dengan pendekatan 

dominan adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan 

karena secara logika hukum,penelitian hukum normatif, seperti 

penelitian ini didasarkan pada penelitian terhadap hukum dan 

sistem hukum yang ada. 

Penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder 

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder 

meliputi jurnal nasional dan internasional. Buku-buku, artikel, dan 

makalah dampai dokumen-dokumen resmi pemerintah. Data 

sekunder meliputi bahan hukumprimer, sekunder, dan tersier. Data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Merupakan bahan hukum yang mengikat berupa 
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peraturan perundang-undangan 

 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) itab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 

5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan 

Kerja KepolisianDaerah; 

6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan 

TataKerja Pada Tingkat Kepolisian Resor; 

7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan 

Kecelakaan Lalu Lintas 

8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif; 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak 

yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan hukumprimer dan digunakan untuk membantu analisa 

bahan hukum primer yang meliputi: 

1) Wawancara dengan narasumber 

2) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan 

materipenelitian; 

3) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan 

penelitiankalya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan 

dengan materi penelitian; 

4) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU 

KUHP); 

5) Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

KUHAP); 

6) Kongres PBB 9 Tahun 1995 (Dokumen A/Conf 169/6); 

7) Laporan Konggres PBB The Prevention of Crime and 

theTreatment of Offenders; 

8) International Penal Reform Conference; London, 1999. 

9) Deklarasi Wina, Konggres PBB 10 Tahun 2000, on The 

EVCouncil Framework Decision-Mediation in Criminal 

Case; 

10) Ecosoc Resolusi 2002/12, Basic Principle on the Use of 
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Restorative Justice Program in Criminal Matters; 

 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data sekunder dari hasil wawancara 

langsung dengan Pejabat Tinggi di Kantor Lapas Terbuka Kelas 

II B Kendal sedangkan untuk primer yang digunakan didalam 

penelitian ini diutamakan kepada studi kepustakaan dan desk-top 

reseach untuk melakukan surfing terhadap materi-materi atau 

bahan bahan hukum yang tersebar dalam sumber-sumber digital 

dan internet. Bilamana perlu, penelitian ini juga didukung dengan 

wawancara secara bebas terpimpin kepada obyek yang diteliti 

dalam rangka pengayaan terhadap bahan-bahan hukum 

sebagaimana telah dikemukakan di atas. Untuk melakukan hal itu, 

peneliti juga akan mengumpulkan pendapat-pendapat hukum 

dengan purposive non randomsampling di lokasi seperti di: 

a.Kepolisian b.Kejaksaan Negeri c.Pengadilan Negeri dan Pejabat 

Lapas Terbuka II B Kendal 

 

 

4. Metode Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian 

disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara 

kualitatif untuk mencapaikejelasan masalah yang dibahas. Bahan 
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hukum atau data dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif empiris, sekalipun dalam 

sejumlah cabang keilmuan hal ini disebut dengan analisis empirik. 

Analisis dengan menggunakan metode kualitatif empiris yang 

demikian itu dilaukan setelah proses pengumpulan data atau bahan 

hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara interatif 

menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan 

kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan.62 

 

 

5. Sistematika Penulisan Tesis 

 

Sistematika dari penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, 

yang tiap-tiap bab memberikan pemahaman terhadap keseluruhan 

penulisan dari hukum ini, yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan 

Mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari 

penelitian. 

2. Bab II Landasan Teori 

 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan 

pustaka, teori-teori hukum dan kerangka berpikir dalam 

 

 

 

62 Zuhdi Muhdlor, “Perkembangan Metodologi Penelitian.” 
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penelitian ini, antara lain teori keadilan dan teori kepastian 

hukum. 

3. Balb III Metode Penelitialn. 

 

Berisi mengenali metodelogi penelitialn hukum yalng 

terdiri altals jenis penelitialn, sifalt penelitialn, pendekaltaln, jenis 

daln sumber balhaln hukum, sertal teknik pengumpulaln daltal daln 

teknik alnallisal daltal. 

4. Balb IV Halsil Penelitialn daln Pembalhalsaln. 

 

Berisi mengenali halsil penelitialn daln alnallisis altals 

permalsallalhaln yalng menjaldi fokus paldal penelitialn ini 

yalngmalnal terbalgi menjaldi tigal sub balb, sub balb pertalmal 

memalpalrkaln mengenali eksistensi Medialsi Penall sebalgali 

upalyal ideall dallalm terwujudnyal restoraltive justice di Lalpals 

Terbukal Kelals II B Kalbupalten Kendall daln pelalksalnalaln 

Medialsi Penall sebalgali upalyal ideall dallalm terwujudnyal 

restoraltive justice di Lalpals Terbukal Kelals II B Kalbupalten 

Kendall salalt ini. 

5. Balb V Penutup. 

 

Berisi mengenali kesimpulaln daln salraln altals 

permalsallalhaln dalri penelitialn ini yalng merupalkaln halsil 

penelitaln altals isu hukum yalng aldal sertal salraln sebalgi malsukaln 

kepaldal pihalk terkalit. 
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BALB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep tentang Mediasi Penal 

 

Urgensi yang digaungkan mengenai integrasi konsep mediasi penal ke 

 

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tentu bermula dari terlebih dahulu 

menelaah beberapa prinsip utama yang terkandung dalam mediasi penal. 

Mediasi penal berkembang berdasarkan beberapa prinsip kerja yang penting, 

yaitu penanganan konflik, orientasi proses, dan proses informal. Tugas utama 

mediator dalam mediasi penal adalah membantu para pihak untuk tidak lagi 

berfokus pada aspek hukum dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konflik 

yang muncul seringkali berakar pada kesalahan atau tindakan yang berdampak 

buruk pada hubungan personal para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, 

mediasi berfokus pada penyelesaian konflik, tidak hanya dari segi hukum, 

tetapi juga dari segi hubungan antar individu yang terlibat 63. 

Prinsip ini penting karena dalam mediasi penal, yang ditekankan 

bukanlah hukuman atau sanksi formal, tetapi lebih kepada bagaimana para 

pihak yang terlibat dapat memahami akar permasalahan dan memperbaiki 

hubungan mereka. Konflik tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga 

dari aspek kemanusiaan dan komunikasi antar individu. Mediasi penal lebih 

 

 

63 Sapoelete et al., “The Concept of Penal Mediation for the Crime of Medical Negligence in 

Realizing Legal Protection for Medical Personnel and Patients or Their Families.” 
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mengutamakan kualitas proses penyelesaian konflik daripada hasil akhir yang 

dicapai. Proses mediasi ini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang 

melakukan pelanggaran (pelaku kejahatan) atas kesalahan yang diperbuatnya, 

dan memenuhi kebutuhan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Selain itu, 

tujuan mediasi juga mencakup pemberian rasa tenang bagi korban yang 

mungkin merasa takut atau terancam oleh peristiwa yang terjadi. Prinsip ini 

menekankan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dilihat dari tercapainya 

kesepakatan formal atau keputusan hukum, tetapi dari bagaimana proses 

berjalan dengan baik, menciptakan kesepahaman, dan menyembuhkan luka 

batin kedua belah pihak. Mediasi penal memberikan kesempatan bagi pelaku 

untuk bertanggung jawab dan bagi korban untuk merasa aman, yang seringkali 

tidak tercapai dalam sistem peradilan formal. 

Mediasi penal merupakan proses yang tidak terikat pada prosedur 

hukum yang ketat dan birokratis. Prosesnya lebih informal dan fleksibel, yang 

memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara langsung dan mencari solusi 

secara lebih terbuka dan bebas dari formalisme hukum yang ada di pengadilan. 

Hal ini juga terkait dengan budaya musyawarah dan mufakat yang sudah lama 

menjadi bagian dari tradisi Indonesia yang dirintis oleh para Founding Fathers, 

dan dikenal dengan pendekatan deliberatif dalam pengambilan keputusan 

bersama. Keunggulan mediasi penal informal adalah memberikan ruang bagi 

kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa tekanan yang 

sering dirasakan dalam proses peradilan formal. Pendekatan ini sesuai dengan 

nilai-nilai  lokal  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  menekankan 



66  

 

pentingnya kesepakatan bersama melalui diskusi terbuka tanpa melibatkan 

prosedur hukum yang rumit dan panjang 64. 

Pendekatan ini juga memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien 

dibandingkan dengan pengadilan formal. Mediasi penal merupakan terobosan 

dalam sistem hukum Indonesia yang memperkenalkan cara penyelesaian 

sengketa yang lebih manusiawi, mengutamakan komunikasi dan kesepakatan 

bersama, serta berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. 

Selain itu, proses yang informal dan berorientasi pada kualitas proses 

menjadikan mediasi ini lebih sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal dan 

memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat. Lalu, bagaimana 

kaitan antara konsep mediasi penal dengan keadilan restoratif? Secara umum, 

mediasi penal mencerminkan salah satu manifestasinya inovasi dalam sistem 

hukum sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana yang erat 

kaitannya dengan konsep keadilan restorative 65. 

Pemanfaatan mediasi penal sebagai salah satu alternatif dalam 

penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana ringan, bukanlah 

sesuatu yang sama sekali baru, dan juga tidak dapat dianggap sebagai suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan secara luas. Akan tetapi, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Savigny, hukum merupakan suatu sistem yang senantiasa 

berkembang dan berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, mediasi penal 

sebagai salah satu langkah inovatif dalam hukum, memberikan banyak manfaat 

 

64 Soraya et al., “Penal Mediation as Alternative in Criminal Case Settlement for Business 

Activities in Consumer Protection.” 
65 R, A, and Gunawan, “RECONSTRUCTING PENAL MEDIATION IN CRIMINAL CASE 

RESOLUTION.” 
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bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara, memberikan manfaat yang 

signifikan bagi pelaku maupun korban. Melalui mediasi penal, proses 

penyelesaian sengketa dilakukan secara terbuka dan transparan, yang dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang kerap terjadi dalam 

proses peradilan pidana tradisional. 

Mediasi penal juga mengajak masyarakat untuk melihat hukum sebagai 

sarana penyelesaian masalah secara adil dan merata, bukan hanya sebagai alat 

pemidanaan. Proses ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk 

bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki kesalahannya, sedangkan 

korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan tuntutannya, yang 

pada akhirnya berpotensi menciptakan rekonsiliasi di antara keduanya. Dalam 

konteks penanganan perkara pidana, jika dilihat secara umum, mediasi penal 

sebenarnya memiliki kemiripan dengan apa yang dikenal dengan istilah 

diskresi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Diskresi merupakan 

kewenangan yang dimiliki oleh lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan 

untuk memutuskan apakah suatu perkara akan diteruskan ke proses peradilan 

atau tidak. Meskipun terdapat kemiripan dalam hal penyaringan perkara, 

mediasi penal memiliki perbedaan mendasar dengan diskresi ini 66. 

Mediasi penal tidak hanya melibatkan penyidik atau jaksa saja, tetapi 

juga menempatkan kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, sebagai 

pihak yang aktif dalam proses penyelesaian. Pendekatan ini lebih menekankan 

 

 

66 Raffi, Jumantoro, and Novemyanto, “Penal Mediation : A New Paradigm in Indonesia ’ s 

Criminal Justice System.” 
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pada pemenuhan kepentingan kedua belah pihak, dengan tujuan mencapai win- 

win solution, di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Dalam 

mediasi penal, korban diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan 

pelaku tindak pidana ringan, menyampaikan perasaan atau tuntutannya, dan 

turut serta mencapai kesepakatan yang membawa perdamaian di antara 

mereka67. 

Melalui pendekatan ini, mediasi penal tidak hanya berfokus pada aspek 

hukum atau punitif saja, tetapi lebih pada pemulihan hubungan dan pemulihan 

sosial, yang sesuai dengan asas restorative justice. Pendekatan ini juga 

berpotensi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, mengurangi biaya 

sosial, dan mempercepat penyelesaian perkara secara lebih manusiawi dan 

berkelanjutan. Mediasi penal diyakini mampu mengurangi banyaknya perkara 

yang menumpuk di pengadilan, dengan memberikan alternatif penyelesaian 

yang lebih cepat dibandingkan proses peradilan formal. Dalam konteks ini, 

mediasi penal berfungsi sebagai alternatif yang efektif untuk menyaring 

perkara yang dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan, sehingga 

mempercepat proses peradilan secara keseluruhan. Menurut teori akses 

terhadap keadilan, akses penyelesaian perkara yang lebih mudah dan cepat 

dapat mengurangi beban pengadilan, yang pada gilirannya memudahkan para 

pihak untuk memperoleh penyelesaian yang lebih efisien 68. 

 

 

 

67 Cahyaningtyas, “PENAL MEDIATION OF TREATMENTS FOR CHILDREN IN THE 

JUVENILE JUSTICE SYSTEM.” 
68 Marlina, “PENAL MEDIATION AS ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN 

PAREPARE.” 
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Hal ini, asas efisiensi menjadi landasan penting yang mendorong 

pengurangan beban perkara di pengadilan, dengan menawarkan penyelesaian 

yang lebih cepat dan mengurangi keterlambatan yang sering terjadi dalam 

proses peradilan konvensional. Mediasi penal dinilai sebagai solusi yang lebih 

hemat waktu dan biaya dibandingkan dengan sistem peradilan yang rumit dan 

memakan waktu. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak dapat langsung 

berunding untuk mencapai kesepakatan, tanpa harus melalui prosedur hukum 

yang panjang dan mahal. Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah 

ini sejalan dengan asas keadilan yang mudah diakses, yang menekankan 

pentingnya menyediakan solusi yang mudah diakses oleh semua pihak tanpa 

memandang latar belakang ekonomi atau sosial. Teori ini memandang bahwa 

hukum harus dapat diakses oleh semua orang, dan mediasi penal menawarkan 

alternatif yang lebih murah dan sederhana, sehingga mendorong tercapainya 

keadilan yang lebih adil. 

Mediasi penal membuka kesempatan bagi kedua belah pihak yang 

terlibat dalam suatu perkara untuk berinteraksi secara langsung dan 

menyampaikan pandangan mereka. Hal ini memberikan kesempatan kepada 

pihak yang lebih lemah, seperti korban, untuk merasa didengar dan 

memperoleh keadilan. Selain itu, proses mediasi ini memungkinkan 

penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, tanpa 

dibatasi oleh prosedur hukum yang kaku. 

Melalui konsep restorative justice yang menitikberatkan pada 

pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan ruang bagi 
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kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang saling 

menguntungkan, maka keadilan tidak hanya dicapai melalui pemidanaan, tetapi 

juga melalui pengembalian kerugian yang diderita korban dan tanggung jawab 

yang dipikul pelaku. Mediasi penal tidak hanya membantu meringankan beban 

pengadilan, tetapi juga memperkuat lembaga peradilan dengan menyediakan 

jalur alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pengadilan dapat 

lebih fokus pada perkara yang lebih kompleks atau berat, sedangkan perkara 

yang ringan dapat diselesaikan lebih efisien melalui mediasi penal 69. 

Merujuk pada teori fungsionalisme, setiap unsur dalam sistem hukum 

berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan hukum secara keseluruhan. 

Mediasi penal dapat dipandang sebagai instrumen yang memperkuat fungsi 

sistem hukum dengan menyelesaikan perkara secara lebih efisien dan 

mengurangi beban pengadilan, sehingga lembaga peradilan dapat lebih fokus 

pada persoalan yang memerlukan perhatian lebih mendalam. Mediasi penal 

sangat sejalan dengan asas restorative justice, di mana tujuan utamanya adalah 

memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, bukan sekadar menghukum 

pelaku. Dalam hal ini, nilai dasar yang mendasari mediasi penal adalah 

restorative justice, yang mengutamakan proses rekonsiliasi dan penyelesaian 

konflik yang adil bagi kedua belah pihak. Diskresi aparat penegak hukum, 

seperti jaksa dan polisi, juga menjadi bagian penting dalam mediasi penal. 

 

 

69 Budisetyowati et al., “Mediation of Criminal Cases as an Effort to Settle Criminal Actions 

Based on Local Wisdom in Indonesia.” 
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Tindak pidana yang paling banyak diselesaikan melalui mediasi penal 

dan restorative justice adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan lalu 

lintas. Rata-rata, satu kasus per hari berhasil diselesaikan dengan menggunakan 

metode penyelesaian alternatif ini. Diskresi memberikan kewenangan kepada 

aparat berwenang untuk menentukan apakah suatu kasus akan diteruskan ke 

pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Diskresi ini 

menjadi “ruh” yang menjiwai mediasi penal dalam konteks proses penyidikan 

kepolisian. Mediasi penal dapat dilaksanakan pada tahap awal penyidikan, di 

mana kepolisian memutuskan untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian perkara, khususnya untuk perkara pidana ringan yang lebih tepat 

diselesaikan melalui cara damai dan restorative 70. 

Dengan demikian, mediasi penal bukan hanya sebagai alternatif 

penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan bagian dari strategi untuk 

mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai 

dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Melalui 

penerapan mediasi penal, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih 

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan yang cepat, murah, dan 

efektif. Tahap pertama dalam mediasi penal adalah tahap input, di mana 

mediator mulai mempelajari konflik antara para pihak. Pada tahap ini, mediator 

bertugas untuk menilai apakah konflik dapat diselesaikan melalui mediasi. 

Apabila ternyata mediasi tidak sesuai, misalnya korban merasa takut untuk 

berbicara langsung dengan pelaku, atau korban merasa dirugikan dengan 

 

70 Khoirunisa, “MEDIASI PENAL DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” 
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pertemuan langsung tersebut, maka mediator dapat memutuskan untuk tidak 

melanjutkan proses mediasi. 

 

 

B. Konsep tentang Restorative Justice 

 

Keadilan restoratif merupakan serangkaian praktik dan filosofi luas 

yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Keadilan restoratif memiliki 

beberapa fitur filosofis inti, termasuk fokus pada identifikasi kebutuhan dan 

perbaikan kerusakan, akuntabilitas aktif, pemusatan hubungan dan komunitas, 

serta partisipasi sukarela. Praktik dan filosofi keadilan restoratif kontemporer 

memiliki akar dan resonansi dengan berbagai tradisi Pribumi, agama, dan 

budaya lain dari seluruh dunia. Keadilan restoratif berupaya memahami 

kerusakan yang disebabkan dan mengidentifikasi kebutuhan yang dihasilkan 

(Emosional; Material/Fisik; Relasional/Komunal; Struktural/Historis) bagi 

individu dan komunitas yang terdampak. Keadilan restoratif berupaya 

memahami kebutuhan yang menyebabkan perilaku yang menyebabkan 

kerusakan, sehingga kebutuhan tersebut dapat ditangani. Ini termasuk 

menangani kebutuhan yang muncul dari sumber kerusakan struktural dan 

historis yang lebih luas 71. 

Di sisi lain, keadilan restoratif menciptakan peluang untuk akuntabilitas 

yang bermakna dan aktif dengan mengambil tanggung jawab dan berupaya 

memperbaiki  kerusakan  yang  disebabkan  dengan  cara  yang  tidak 

 

 

71 Hehanussa, Abdul, and Munawar, “A Critical Review of Restorative Justice Policy in the 

Indonesian Criminal Justice System Post Law No . 1 of 2023 Concerning the Criminal Code.” 
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menyebabkan kerusakan lebih lanjut dan responsif terhadap kebutuhan mereka 

yang paling terdampak. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukuman di mana 

orang yang bertanggung jawab atas kerusakan tidak memiliki kesempatan 

untuk bertanggung jawab secara langsung kepada mereka yang dirugikan. 

Keadilan restoratif memprioritaskan pembangunan, pemeliharaan, dan 

perbaikan hubungan. 

Selain itu, Keadilan restoratif memperhatikan sifat komunitas yang 

saling terhubung dan berupaya memperkuat ikatan tersebut dan memperbaiki 

kerusakan saat terjadi. Keadilan restoratif adalah pendekatan inklusif dan 

dialogis yang memberikan kesempatan untuk mendengar dari orang-orang 

terdampak dan mempraktikkan pengambilan keputusan kolektif untuk 

mengatasi kerusakan. Keadilan restoratif mengundang partisipasi dari mereka 

yang paling terdampak secara langsung, mereka yang bertanggung jawab atas 

kerusakan, dan komunitas tempat mereka dirawat. Partisipasi bersifat sukarela 

bagi semua yang terlibat 72. 

Keadilan restoratif merupakan respons terhadap kesalahan yang 

memprioritaskan perbaikan kerusakan dan mengakui bahwa menjaga 

hubungan positif dengan orang lain merupakan kebutuhan inti manusia. 

Keadilan ini berupaya mengatasi akar penyebab kejahatan, bahkan hingga 

mengubah sistem dan struktur yang tidak adil. Dalam kerja PFI dengan jaringan 

afiliasi global, tiga elemen inti keadilan restoratif adalah konsep yang 

 

 

72 Yogi Hardiman, Siti Kotijah, “Restorative Justice Through Strengthening Community Legal 

Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity.” 
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saling terkait, yaitu Perjumpaan, Perbaikan, dan Transformasi. Setiap elemen 

bersifat terpisah dan penting. Bersama-sama, ketiganya mewakili perjalanan 

menuju kesejahteraan dan keutuhan yang dapat dialami oleh para korban, 

pelaku, dan anggota masyarakat. Perjumpaan mengarah pada perbaikan, dan 

perbaikan mengarah pada transformasi. Langkah-langkah ini membekali para 

praktisi untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan cara yang nyata 73. 

Pertemuan adalah titik awal, pertemuan yang difasilitasi yang 

mempertemukan orang-orang yang paling terdampak oleh kejahatan untuk 

menentukan cara memperbaiki kerusakan. Pertemuan dimulai dengan 

undangan, dan semua pihak berpartisipasi secara sukarela. Ada tiga kunci 

untuk pertemuan yang efektif. Sebelum pelaku dapat berpartisipasi, mereka 

harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan ingin menebus kesalahan. 

Semua pemangku kepentingan yang terdampak oleh kesalahan korban, pelaku, 

dan anggota Masyarakat memiliki suara dalam proses peradilan. Pertemuan 

yang merupakan pertemuan terjadi di tempat yang aman, menumbuhkan 

kerentanan, dan mencakup berbagi secara bebas tanpa penghakiman. 

Karena kejahatan merugikan orang dan menghancurkan hubungan dan 

masyarakat, keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerusakan dari 

perspektif yang luas. Setiap pemangku kepentingan memiliki kebutuhan unik 

yang muncul dari kejahatan. Perbaikan membahas tentang kebutuhan korban 

untuk penyembuhan. Korban sembuh melalui pertemuan dan hasilnya. 

 

 

73 Franata and Santiago, “Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in 

Corruption Crimes in Indonesia.” 
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Kebutuhan pelaku untuk menebus kesalahan, karena pelaku harus menebus 

kesalahan dan berusaha mendapatkan kembali reputasi baik di masyarakat. 

Pertemuan memberdayakan pelaku untuk menebus kesalahan secara langsung 

kepada korban dan calon anggota masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan 

kesehatan dan keselamatan relasional. Keluarga, teman, dan orang lain 

mendukung korban dan pelaku saat mereka pulih dan berintegrasi kembali ke 

dalam Masyarakat 74. 

Pertemuan restoratif menciptakan ruang yang mengarah pada individu 

yang berubah korban dan pelaku dan menemukan akar penyebab kejahatan, 

bahkan masalah sistemik dan struktural. Setelah diidentifikasi, masalah 

sistemik ini dapat dihadapi, ditangani, dan berpotensi diubah untuk 

menumbuhkan sistem yang lebih adil dan masyarakat yang lebih sehat dan 

aman. Keadilan restoratif, respons terhadap perilaku kriminal yang berfokus 

pada ganti rugi pelanggar hukum dan penyelesaian masalah yang timbul dari 

kejahatan di mana korban, pelaku, dan masyarakat dipertemukan untuk 

memulihkan keharmonisan antara para pihak. Keadilan restoratif mencakup 

mediasi langsung dan penyelesaian konflik antara pelaku, korban, keluarga 

mereka, dan masyarakat. Keadilan ini meminta pertanggungjawaban pelaku 

kepada pihak lain sambil juga memberikan pelaku pengalaman belajar yang 

menawarkan gaya hidup yang taat hukum sebagai alternatif realistis terhadap 

kriminalitas 75. 

 

74 Munawaroh, “Restorative Justice in Settling Minor Criminal Disputes in Ponorogo, East Java: 

An Islamic Law Perspective.” 
75 Fadhil, “Restorative Justice Paradigm.” 
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Keadilan restoratif memandang kejahatan lebih dari sekadar 

pelanggaran hukum pelanggaran terhadap otoritas pemerintah. Kejahatan 

melanggar hubungan antarmanusia dan melukai korban, masyarakat, dan 

bahkan pelaku. Setiap pihak terluka dengan cara yang berbeda, dan masing- 

masing memiliki kebutuhan berbeda yang harus dipenuhi agar penyembuhan 

dapat dimulai. Kejahatan mengganggu rasa percaya masyarakat dan sering kali 

mengakibatkan perasaan curiga, terpisah, dan diskriminasi. Kejahatan 

menciptakan keretakan antara teman, saudara, tetangga, dan masyarakat. 

Kejahatan sering kali menimbulkan hubungan yang tidak bersahabat, padahal 

sebelumnya tidak ada hubungan. Salah satu akibat kejahatan yang sering kali 

diabaikan adalah bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan mereka 

memiliki pengalaman negatif yang menyakitkan. Jika tidak terselesaikan, 

hubungan yang tidak bersahabat itu berdampak negatif pada kesejahteraan 

keduanya. Keadilan membutuhkan pemulihan bagi korban, pelaku, dan 

masyarakat yang terkena dampak kejahatan 76. 

Untuk mendorong penyembuhan, masyarakat harus menanggapi 

kebutuhan pihak yang menjadi korban serta tanggung jawab pelaku. Keadilan 

restoratif juga berfungsi sebagai alternatif bagi keadilan retributif (yang 

memandang kejahatan terutama sebagai tindakan yang melanggar hukum 

pidana yang ditetapkan oleh pemerintah) dan keadilan rehabilitatif (yang 

mengambil pendekatan terapeutik yang membahas kebutuhan pelaku untuk 

mendapatkan perawatan). Pada dasarnya, kedua perspektif tersebut berfokus 

 

76 Walgrave and Aertsen, “Reintegrative Shaming and Restorative Justice.” 
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pada aturan dan hukum yang berkaitan dengan tindakan pelaku. Negara 

dipandang sebagai korban dalam kedua sistem tersebut, dan pelaku dimintai 

pertanggungjawaban melalui hukuman (dalam sistem retributif) atau 

perawatan (dalam model rehabilitatif). Akan tetapi, para korban menjadi 

perhatian sekunder, yang umumnya bertindak sebagai saksi bagi negara. 

Namun, keadilan restoratif mempertimbangkan korban primer (mereka 

yang secara langsung dirugikan oleh tindakan pelaku) dan korban sekunder 

(mereka yang secara tidak langsung dirugikan oleh tindakan pelaku [seperti 

keluarga korban primer dan masyarakat luas]). Korban primer sering kali 

mengalami cedera fisik, kerugian finansial, dan penderitaan emosional, dan 

dampak dari kerugian tersebut dapat berlangsung hingga seumur hidup. Semua 

korban utama, terlepas dari tingkat viktimisasi mereka, memiliki kebutuhan 

untuk mendapatkan kembali rasa kendali atas hidup mereka dan agar hak-hak 

mereka dibela. Selain itu, viktimisasi didasarkan pada pengalaman disakiti oleh 

orang lain, sehingga korban merasa perlu untuk mengutuk kesalahan tersebut 

secara otoritatif. Korban sekunder mungkin juga memiliki berbagai kebutuhan. 

Misalnya, keluarga korban utama mungkin perlu mengganti harta benda atau 

menanggung biaya pengobatan. Masyarakat mengupayakan pemulihan 

ketertiban dan keamanan. 

Keadilan restoratif juga membedakan antara cedera yang diakibatkan 

dan cedera yang berkontribusi (yang terjadi sebelum kejahatan dilakukan dan 

yang mungkin telah memicu kejahatan). Cedera yang diakibatkan dapat 

bersifat fisik, seperti cedera yang diderita, atau emosional, seperti rasa malu 
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atau malu. Cedera yang berkontribusi dapat mencakup kasus-kasus di mana 

korban pelecehan anak menjadi pelaku pelecehan itu sendiri atau ketika 

penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan lain menyebabkan perilaku kriminal 

untuk mendukung kecanduan. Situasi-situasi ini bukanlah alasan untuk 

perilaku kriminal tetapi harus ditangani dalam upaya penyembuhan. 

Dibandingkan dengan keadilan retributif dan rehabilitatif, keadilan restoratif 

lebih mengutamakan partisipasi para pelaku. Baik korban maupun pelaku 

berperan aktif. Korban diperbolehkan mengajukan pertanyaan dan 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pelaku didorong untuk 

memahami konsekuensi buruk dari perilaku mereka. Mereka mengakui 

kesalahan mereka dan bertanggung jawab untuk menebus kesalahan. Upaya 

masyarakat untuk memperbaiki cedera yang dialami korban dan pelaku 

didorong 77. 

Cara terpenting yang membedakan keadilan pidana restoratif dari 

keadilan retributif dan rehabilitatif adalah pada hasil prosesnya. Keadilan 

retributif sering kali membebaskan pelaku dari kewajiban untuk mengakui 

kesalahan atau membalas budi korban dan masyarakat. Sebaliknya, keadilan 

restoratif berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan 

memperbaiki kerusakan yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat. 

Namun, jika pemenjaraan diperlukan demi keselamatan publik, hal itu harus 

menjadi bagian dari penyelesaian. Contoh hasil keadilan restoratif meliputi 

 

 

77 Scholl and Townsend, “Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing the Needs 
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restitusi, layanan masyarakat, dan rekonsiliasi korban-pelaku. Komponen yang 

paling banyak digunakan dalam pemulihan adalah restitusi, karena cara yang 

paling jelas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas cedera yang 

ditimbulkannya adalah dengan memberikan restitusi kepada korban. Perintah 

restitusi pengadilan biasanya mengharuskan pelaku untuk membayar nilai 

pasar wajar atas kerugian kepada korban. Mereka melakukan pembayaran 

terjadwal, yang biasanya dikumpulkan oleh lembaga peradilan pidana seperti 

departemen percobaan, untuk dibayarkan kepada korban. 

Meskipun restitusi menyediakan jalan untuk pemulihan kerugian, 

pentingnya restitusi terletak pada pengakuan kesalahan dan pernyataan 

tanggung jawab. Restitusi juga membantu pelaku untuk menghadapi rasa 

bersalah mereka dengan cara yang konstruktif, dan membantu masyarakat 

dengan menempatkan lebih sedikit pelaku nonkekerasan di balik jeruji besi. 

Para pendukung restitusi berpendapat bahwa restitusi menghasilkan tingkat 

residivisme yang lebih rendah (kecenderungan perilaku kriminal kronis) di 

antara para pelaku. Manfaat unik lainnya dari restitusi adalah restitusi 

menghilangkan keuntungan dari kejahatan. Restitusi didasarkan pada nilai 

pasar penuh dari barang tersebut, tetapi pelaku kejahatan jarang menerima nilai 

pasar yang wajar dari barang curian, sehingga mereka dapat membayar kembali 

berkali-kali lipat dari apa yang mereka terima. Karena keuntungan sering kali 
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menjadi motivasi untuk melakukan kejahatan, menghilangkan keuntungan 

merupakan pencegah yang ampuh 78.w 

Komponen penting lain dari keadilan restoratif adalah layanan 

masyarakat, yang digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan 

pada masyarakat. Layanan masyarakat yang diperintahkan pengadilan 

mengharuskan pelanggar untuk melakukan sejumlah jam kerja gratis tertentu 

untuk lembaga amal, organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah, dan dapat 

diperintahkan sebagai syarat masa percobaan atau sebagai alternatif dari 

penahanan. Umumnya, pelanggar yang tidak melakukan kekerasan ditugaskan 

untuk melakukan layanan masyarakat, dan penyaringan yang cermat harus 

dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggar tersebut sesuai untuk lokasi 

tersebut dan sebaliknya dan untuk memastikan keselamatan public 79. 

Manfaat layanan masyarakat sangat mirip dengan restitusi. Layanan 

masyarakat dapat membantu mengubah nilai-nilai pelanggar. Bagi banyak 

orang, penyelesaian perintah pengadilan layanan masyarakat yang berhasil 

merupakan pertama kalinya mereka melakukan sesuatu, dalam jangka waktu 

yang lama, yang berkontribusi pada masyarakat dengan cara yang positif. 

Meskipun layanan masyarakat tidak membahas kebutuhan korban tertentu, 

layanan ini memberi pelanggar kesempatan untuk membalas budi masyarakat 

secara luas. Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang diperlukan terkait 

dengan layanan masyarakat sering kali lebih murah daripada pemenjaraan. 

 

78 Walim, “The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in 
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Rekonsiliasi korban-pelaku merupakan bagian penting lain dari 

keadilan restoratif. Korban dan pelanggar membahas kejahatan dan kerugian 

yang ditimbulkannya. Sering kali, dengan bantuan mediator yang terlatih 

khusus, korban dan pelanggar mengembangkan tindakan yang memungkinkan 

pelanggar untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatan 

tersebut. Meskipun rekonsiliasi korban-pelaku paling umum untuk kasus-kasus 

yang melibatkan kejahatan tanpa kekerasan, rekonsiliasi telah dan dapat 

digunakan dengan sukses dalam kasus-kasus kejahatan serius dan kekerasan, 

asalkan penyaringan dan persiapan yang memadai antara korban dan pelanggar 

dilakukan 80. 

Para korban menghargai pertemuan rekonsiliasi karena pertemuan 

tersebut menyediakan forum untuk menghadapi pelanggar secara terstruktur 

dan terpantau untuk merinci dampak kejahatan terhadap kehidupan mereka. 

Selain itu, banyak korban memiliki pertanyaan yang belum terjawab yang tidak 

ditangani oleh proses pengadilan. Mereka dapat mengajukan pertanyaan ini 

langsung kepada pelaku. Para korban melaporkan bahwa pertemuan 

rekonsiliasi membantu mereka untuk mendapatkan penyelesaian. Mereka 

melaporkan bahwa pertemuan tersebut "memanusiakan" sistem peradilan 

pidana, dan mereka mengalami berkurangnya rasa takut akan viktimisasi ulang. 

Para pelaku juga sering melaporkan bahwa pertemuan rekonsiliasi bermanfaat. 

Para pelaku yang bertemu dengan korban mereka cenderung tidak melakukan 

 

 

80 Bahari, Surbakti, and Iksan, “Resolution of Theft Cases Using Restorative Justice Approaches 
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tindakan kriminal serupa dibandingkan dengan para pelaku yang tidak 

bertemu. 

 

 

C. Konsep tentang Ideal Legal Action. 

 

Tindakan hukum mengacu pada proses formal penyelesaian sengketa 

atau penegakan hak melalui sistem peradilan. Tindakan hukum mencakup 

berbagai proses, termasuk gugatan perdata, penuntutan pidana, dan sidang 

administratif, yang masing-masing diatur oleh aturan dan prosedur khusus. 

Tindakan hukum memungkinkan individu, organisasi, atau pemerintah untuk 

mencari ganti rugi atau menegakkan kewajiban berdasarkan hukum, 

memastikan semua pihak dapat mengajukan kasus mereka di hadapan 

pengadilan yang tidak memihak81. 

Proses ini biasanya dimulai dengan mengajukan pengaduan atau petisi, 

yang menguraikan keluhan dan ganti rugi yang diminta. Dalam kasus perdata, 

penggugat harus menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh tindakan 

tergugat atau pelanggaran kewajiban hukum. Dalam kasus pidana, jaksa harus 

membuktikan kesalahannya tanpa keraguan yang wajar. Beban pembuktian dan 

standar pembuktian bervariasi tergantung pada jenis tindakan hukum, yang 

mencerminkan berbagai tujuan dan konsekuensi yang terlibat82. 

Tindakan hukum diatur oleh kerangka undang-undang, peraturan, dan 

hukum kasus yang kompleks yang bervariasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya, 

 

81 Zamakhsyari et al., “State Authority and Legal Action: How to Prevent the State Misconduct?” 
82 Yonatan et al., “Criminalizing Civil Law Actions of Default into Criminal Acts of Fraud: A 

Human Rights Perspective.” 
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Peraturan Prosedur Perdata Federal menyediakan kerangka kerja untuk litigasi 

perdata di pengadilan federal, sementara pengadilan negara bagian mengikuti 

aturan prosedural mereka sendiri. Proses pidana tunduk pada hukum federal 

dan negara bagian, dengan hak konstitusional seperti hak atas pengadilan yang 

adil dan perlindungan terhadap tindakan memberatkan diri sendiri sebagai 

perlindungan mendasar. 

Tindakan hukum menyediakan proses terstruktur untuk menegaskan 

hak, mencari penyelesaian, dan memastikan akuntabilitas. Tindakan hukum 

memungkinkan keluhan ditangani dalam suasana formal tempat bukti 

dievaluasi dan argumen hukum didengar. Selain menyelesaikan perselisihan 

perorangan, tindakan hukum melayani tujuan sosial yang lebih luas. Dengan 

menegakkan hukum dan peraturan, tindakan hukum mencegah perilaku yang 

melanggar hukum dan mendorong kepatuhan. Dalam kasus perdata, tindakan 

hukum berkontribusi pada pengembangan hukum kasus, yang berfungsi 

sebagai preseden untuk perselisihan di masa mendatang. Tindakan hukum juga 

memfasilitasi perubahan sosial, yang memungkinkan tantangan terhadap 

hukum atau praktik yang tidak adil83. 

Melakukan tindakan hukum melibatkan langkah-langkah yang 

disengaja untuk membawa perselisihan ke sistem peradilan. Prosesnya dimulai 

dengan mengidentifikasi masalah hukum atau keluhan, seperti pelanggaran 

kontrak atau cedera pribadi, yang memerlukan tindakan. Penggugat harus 

menentukan yurisdiksi yang tepat, yang menentukan kewenangan pengadilan 
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untuk mengadili kasus tersebut. Yurisdiksi sering kali didasarkan pada faktor- 

faktor seperti lokasi para pihak atau pokok permasalahan perselisihan. 

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan dan mengajukan pengaduan 

atau petisi, dokumen hukum yang menguraikan fakta-fakta kasus, dasar hukum 

untuk klaim, dan ganti rugi khusus yang diminta. Dokumen ini harus mematuhi 

aturan prosedural, yang bervariasi tergantung pada apakah kasus diajukan di 

pengadilan negara bagian atau federal. Setelah diajukan, pengaduan 

disampaikan kepada terdakwa, secara resmi memberi tahu mereka tentang 

tindakan hukum dan memungkinkan mereka untuk menanggapi. 

Penyelesaian Sengketa Alternatif menawarkan cara untuk 

menyelesaikan sengketa tanpa litigasi tradisional, termasuk mediasi, arbitrase, 

dan negosiasi. Metode ini sering kali lebih cepat, kurang formal, dan lebih 

hemat biaya sekaligus menjaga hubungan antara para pihak, seperti dalam 

hukum keluarga atau sengketa bisnis. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang 

netral yang memfasilitasi diskusi untuk membantu para pihak mencapai 

resolusi sukarela. Mediator tidak memaksakan keputusan tetapi membimbing 

para pihak menuju kesepakatan. Mediasi digunakan dalam sengketa perdata 

dan dinilai karena kerahasiaan dan fleksibilitasnya84. 

Arbitrase adalah proses yang lebih terstruktur di mana seorang arbiter 

mendengarkan bukti dan argumen sebelum mengeluarkan keputusan yang 

mengikat.  Arbitrase  umumnya  digunakan  dalam  sengketa  komersial, 
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khususnya yang melibatkan kontrak dengan klausul arbitrase. Meskipun 

arbitrase dapat efisien, arbitrase menghadapi kritik karena membatasi akses ke 

proses pengadilan, khususnya ketika klausul arbitrase wajib terlibat. Negosiasi, 

metode ADR yang paling informal, memungkinkan para pihak untuk 

berkomunikasi secara langsung atau melalui pengacara untuk mencapai 

penyelesaian. Proses ini dapat menghemat waktu dan sumber daya dan sering 

kali menjadi langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan. Negosiasi 

yang berhasil memberikan solusi yang disesuaikan kebutuhan Para pihak85. 

Hukum ideal merupakan prinsip dan nilai inti yang memandu 

pengembangan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Model ini tidak 

hanya membentuk cara hukum ditafsirkan dan ditegakkan, tetapi juga 

memengaruhi bagaimana keadilan dikonseptualisasikan dan dicapai. Berikut 

ini adalah beberapa bentuk hukum yang ideal utama yang menjadi dasar bagi 

banyak sistem hukum, khususnya dalam masyarakat demokratis: keadilan, 

kesetaraan, supremasi hukum, kebebasan, demokrasi, dan lainnya. Ideal law 

action berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan yang memengaruhi 

bagaimana hukum dibuat, ditafsirkan, dan ditegakkan. Mereka membentuk 

hubungan antara individu dan negara, memastikan bahwa hukum 

mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar. 

Meskipun ini bersifat universal, penerapannya dapat sangat bervariasi 

tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan politik 86. 

 

85 Syafirda, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan 
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BALB III 

 

HALSIL PENELITIALN DALN PEMBALHALSALN 

 

 

 

A. Eksistensi Medialsi Penall sebalgali upalyal ideall dallalm terwujudnyal 

restoraltive justice di Lalpals Terbukal Kelals II B Kalbupalten Kendall. 

Medialsi penall merupalkaln sallalh saltu bentuk penyelesalialn sengketal 

allternaltif di lualr pengaldilaln (bialsal disebut dengaln ALlternaltive Dispute 

Resolution altalu ALDR, aldal yalng menyebutnyal dengaln sebutaln Dispute 

Resolution. ALDR umumnyal digunalkaln dallalm perkalral perdaltal, bukaln 

perkalral pidalnal. Berdalsalrkaln hukum yalng berlalku di Indonesial salalt ini 

(hukum positif) paldal prinsipnyal perkalral pidalnal tidalk dalpalt diselesalikaln di 

lualr pengaldilaln 87. Wallalupun paldal umumnyal penyelesalialn sengketal di lualr 

pengaldilaln halnyal dallalm sengketal perdaltal, nalmun dallalm pralktiknyal sering kalli 

perkalral pidalnal diselesalikaln di lualr pengaldilaln melallui diskresi alpalralt 

penegalk hukum altalu melallui mekalnisme musyalwalralh atau perdalmalialn 

altalu remisi dalri lembalgal-lembalgal yalng aldal dallalm malsyalralkalt. 

Haldirnyal medialsi penall sebalgali sallalh saltu allternaltif penyelesalialn 

sengketal di bidalng hukum pidalnal melallui jallur restitusi dallalm proses pidalnal 

menunjukkaln balhwal terdalpalt perbedalaln alntalral hukum pidalnal daln hukum 

perdaltal, daln perbedalaln tersebut tidalk begitu besalr sehinggal tidalk berfungsi. 

Medialsi penall dalpalt dikalji dalri perspektif filosofis, sosiologis daln hukum. 
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Dallalm perspektif filosofis eksistensi medialsi penall diteralpkaln alsals 

penyelesalialn yalng mengalndung unsur “menalng-menalng”daln tidalk beralkhir 

dengaln situalsi “kallalh-kallalh” altalu “menalng-kallalh” kalrenal untuk mencalpali 

kealdilaln halrus melallui pencalpalialn kealdilaln formall melallui proses hukum 

litigalsi 88. 

Melallui proses medialsi malkal kealdilaln penall diperoleh puncalk 

tertinggi kalrenal aldalnyal kesepalkaltaln palral pihalk yalng terlibalt dallalm perkalral 

pidalnal yalitu alntalral pelalku daln korbaln. Palral korbaln daln pelalku dihalralpkaln 

dalpalt mencalri daln mencalpali sualtu penyelesalialn sertal allternaltif terbalik 

untuk menyelesalikaln perkalral tersebut. Implikalsi dalri hall ini aldallalh pelalku 

daln korbaln dalpalt mengaljukaln galnti kerugialn yalng ditalwalrkaln, disepalkalti 

daln dirundingkaln di alntalral merekal secalral bersalmal-salmal sehinggal 

penyelesalialn yalng dicalpali aldallalh “menalng-menalng” (win-win). 

Selalin itu melallui medialsi penall ini alkaln berimplikalsi positif balgi 

tercalpalinyal kealdilaln yalng secalral filosofis dilalkukaln dengaln cepalt, 

sederhalnal daln muralh kalrenal palral pihalk yalng terlibalt relaltif lebih sedikit 

dibalndingkaln melallui proses peraldilaln dengaln komponen-komponen 

sistem peraldilaln pidalnal. Medialsi penall dalpalt dikalji dalri perspektif 

sosiologis, sesuali dengaln kealrifaln lokall malsyalralkalt Indonesial. Dalri 

perspektif yuridis, mengalralh paldal pemilihaln pokok persoallaln halkiki polal 

penyelesalialn sengketal pidalnal, ralnalhnyal dikalitkaln dengaln superioritals 
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negalral dengaln superioritals malsyalralkalt, yalitu kealrifaln hukum. Selalin 

dimensi-dimensi di altals implikalsi-implikalsi lalin eksistensi alktuall medialsi 

penall dalpalt dikaltalkaln alntalral “aldal daln tidalk” 89. Dikaltalkaln demikialn kalrenal 

ketentualn-ketentualn hukum tidalk dikenall dallalm sistem peraldilaln pidalnal 

tetalpi paldal taltalraln berdalsalrkaln peralturaln perundalng-undalngaln dikenall 

dengaln istilalh diskresi penegalk hukum yalng dibaltalsi melallui diskresi daln 

halnyal bersifalt palrsiall. Pralktik medialsi penall telalh dilalkukaln oleh 

malsyalralkalt Indonesial daln penyelesalialnnyal dilalkukaln di lualr pengaldilaln 

sebalgalimalnal mekalnisme lembalgal aldalt. 

Medialsi penall merupalkaln sallalh saltu allternaltif penyelesalialn perkalral 

pidalnal di lualr pengaldilaln. Dallalm penyelesalialn perkalral pidalnal jikal melallui 

pengaldilaln bialsalnyal selallu dijaltuhkaln hukumaln pidalnal oleh halkim 

terhaldalp pelalku, hall ini secalral filosofis terkaldalng tidalk memualskaln semual 

pihalk, oleh kalrenal itu perlu aldalnyal pemikiraln penyelesalialn perkalral pidalnal 

melallui jallur ALlternaltif Penyelesalialn Sengketal dengaln malksud algalr dalpalt 

menyelesalikaln konflik alntalral pelalku daln korbaln. Dilihalt dalri perspektif 

sejalralh, hukum pidalnal publik sebalgalimalnal dikenall salalt ini telalh mengallalmi 

perkembalngaln yalng cukup palnjalng. Perkembalngaln hukum pidalnal 

dipalndalng sebalgali sualtu perbualtaln yalng merugikaln altalu merugikaln 

kepentingaln oralng lalin daln diikuti dengaln sualtu pemballalsaln. Pemballalsaln 

tersebut paldal umumnyal tidalk halnyal merupalkaln kewaljibaln dalri oralng yalng 
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dirugikaln altalu yalng terkenal perbualtaln tetalpi meluals kepaldal kewaljibaln 

seluruh kelualrgal, balhkaln aldal yalng menjaldi kewaljibaln publik. 

Seiring dengaln perkembalngaln zalmaln, perubalhaln daln dinalmikal 

malsyalralkalt salngalt kompleks di saltu sisi, sedalngkaln di sisi lalin pengalturaln 

peralturaln perundalng-undalngaln sebalgali kebijalkaln perundalng-undalngaln 

palrsiall ternyaltal hukum pidalnal yalng bersifalt publik bergeser sifaltnyal kalrenal 

jugal bertumpu paldal ralnalh privalt dengaln dikenall daln dipralktikkalnnyal 

medialsi penall sebalgali sallalh saltu bentuk penyelesalialn perkalral di lualr 

pengaldilaln. Dengaln demikialn, meskipun hukum pidalnal merupalkaln hukum 

publik tetalpi tidalk menutup kemungkinaln aldalnyal medialsi dallalm 

penyelesalialn perkalralnyal. Dilihalt dalri segi terminologi, medialsi penall 

dikenall dengaln istilalh medialtion in criminall calses, medialtion in penall 

problems, victim offenses medialtion, offenser victim settlement (Inggris), 

stralfbemiddeling (Belalndal), der ALu Bergerichtliche Taltalusgleich (Jermaln), 

de medialtion penalle (Peralncis) 90. Paldal dalsalrnyal, medialsi penall merupalkaln 

sallalh saltu allternaltif penyelesalialn sengketal di lualr pengaldilaln ALDR yalng 

lalzim diteralpkaln paldal perkalral perdaltal. 

Selalin itu, ALDR di lualr pengaldilaln telalh dialtur dallalm Undalng- 

Undalng Republik Indonesial Nomor 30 Talhun 1999 tentalng ALrbitralse daln 

ALlternaltif Penyelesalialn Sengketal. Terkalit hall tersebut telalh muncul 

beberalpal lembalgal yalng mendorong metode ALDR, alntalral lalin Baldaln 
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ALrbitralse Nalsionall Indonesial (BALNI) yalng bergeralk di bidalng dunial 

perdalgalngaln daln ALDR dallalm penyelesalialn sengketal jalsal konstruksi 

(Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 18 Talhun 1999 jo Undalng- 

Undalng Republik Indonesial Nomor 29 Talhun 2000 jo Peralturaln Pemerintalh 

Republik Indonesial Nomor 29 Talhun 2000) yalng yurisdiksinyal meliputi 

bidalng perdaltal. 

Sistem Peraldilaln Pidalnal di Indonesial telalh muncul, konsep ALDR 

tidalk lalgi terbaltals paldal perkalral perdaltal, tetalpi jugal telalh menjaldi balgialn 

dalri penegalkaln hukum pidalnal. Dallalm hukum positif Indonesial alsals perkalral 

pidalnal tidalk dalpalt diselesalikaln di lualr pengaldilaln, meskipun dallalm kalsus 

tertentu dimungkinkaln penyelesalialn di lualr pengaldilaln. Nalmun dallalm 

pralktik penegalkaln hukum di Indonesial, sering kalli perkalral pidalnal 

diselesalikaln di lualr pengaldilaln melallui diskresi alpalralt penegalk hukum, 

mekalnisme perdalmalialn, lembalgal aldalt daln sebalgalinyal. Implikalsi dalri 

pralktik penyelesalialn perkalral di lualr pengaldilaln selalmal ini belum aldal 

lalndalsaln hukum formallnyal, sehinggal umumnyal perkalral informall telalh 

dilalkukaln penyelesalialn secalral dalmali melallui mekalnisme hukum aldalt, 

tetalpi tetalp diproses pengaldilaln sesuali hukum positif yalng berlalku. 

Konsekuensi dalri semalkin diteralpkalnnyal keberaldalaln medialsi penall sebalgali 

solusi allternaltif di bidalng hukum pidalnal melallui restitusi dallalm proses 
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pidalnal menunjukkaln balhwal perbedalaln alntalral hukum pidalnal daln hukum 

perdaltal tidalk begitu besalr daln perbedalaln tersebut menjaldi tidalk berjallaln 91. 

Keberaldalaln medialsi penall merupalkaln dimensi balru yalng dikalji dalri 

alspek teoritis daln pralktis. Seiring dengaln berjallalnnyal walktu daln semalkin 

balnyalknyal perkalral yalng malsuk ke pengaldilaln, malkal mekalnisme polalrisalsi 

daln penall menjaldi sallalh saltu solusi untuk menekaln volume perkalral, 

sepalnjalng memalng benalr-benalr dikehendalki oleh palral pihalk (tersalngkal daln 

korbaln), daln untuk mencalpali kepentingaln yalng lebih luals, yalitu terjalgalnyal 

halrmonisalsi sosiall. Pemenuhaln kepentingaln yalng lebih luals merupalkaln 

tujualn utalmal medialsi penall, sehinggal perkalral tidalk lalgi halnyal malsuk ke 

ralnalh litigalsi altalu persidalngaln daln membualt perkalral semalkin menumpuk. 

Penyelesalialn sengketal alntalral pihalk yalng bersengketal alpalbilal 

menimbulkaln konflik daln mengalkibaltkaln kerugialn balhkaln penderitalaln 

balgi palral pihalk, malkal dalpalt dilalkukaln penuntutaln, daln dallalm melalkukaln 

penuntutaln bialsalnyal korbaln menuntut galnti rugi kepaldal pelalku daln untuk 

diproses di pengaldilaln, dengaln menyelesalikalnnyal di pengaldilaln malkal alkaln 

jelals balgalimalnal nalsib daln kepalstialn halk-halk korbaln, alkaln tetalpi balnyalk 

dalri palral pihalk yalng menginginkaln aldalnyal solusi dallalm menyelesalikaln 

sengketal tersebut. Keuntungaln penyelesalialn sengketal dallalm perkalral pidalnal 

aldallalh bialyal yalng muralh, daln penyelesalialn yalng cepalt, yalng disebut 

kooperaltif kalrenal palral pihalk yalng bersengketal meralsal puals, mencegalh 
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penumpukaln perkalral di pengaldilaln, menghilalngkaln segallal dendalm, alntalral 

lalin memalksimallkaln fungsi kelembalgalaln dengaln memalksimallkaln daln 

memperkualt aldalnyal hubungaln kekelualrgalaln dallalm menyelesalikaln 

sengketal di salmping putusaln pengaldilaln daln proses peraldilaln. Medialsi 

penall jugal dalpalt meneralpkaln nilali-nilali kealdilaln yalng bersifalt restoraltif daln 

mengutalmalkaln pencalrialn kesepalkaltaln melallui win-win solution dengaln 

jallaln tengalh dengaln mengutalmalkaln musyalwalralh untuk mencalri 

kesepalkaltaln bersalmal dengaln melibaltkaln medialtor yalng netrall, daln dihaldiri 

oleh korbaln daln pelalku besertal oralng tual korbaln sertal dalri perwalkilaln 

malsyalralkalt, yalng bertujualn balgi korbaln sebalgali pemulihaln balgi korbaln daln 

pelalku sertal lingkungaln malsyalralkalt 92. 

Penyelesalialn yalng berlalndalskaln paldal kealdilaln dallalm menyikalpi 

tindalk pidalnal kekeralsaln dallalm lingkup rumalh talnggal lebih diutalmalkaln oleh 

palral pihalk, selalin keuntungaln yalng diperoleh dalri penyelesalialn yalng aldal, 

privalsi kedual belalh pihalk tetalp terjalgal daln tidalk diketalhui oleh malsyalralkalt 

altalu khallalyalk ralmali, daln penyelesalialn disini memalng melibaltkaln pihalk 

ketigal yalng netrall daln berwenalng dallalm mengalmbil keputusaln sertal tidalk 

memiliki kepentingaln daln keuntungaln dalri berbalgali perselisihaln dialntalral 

merekal. Optimallisalsi disini dallalm penyelesalialn tindalk pidalnal kekeralsaln 

dallalm rumalh talnggal dimalnal mencalri sualtu proses altalu halsil yalng ideall daln 

efisien. altalu menimbulkaln lukal paldal baldaln dalpalt memberikaln bialyal 
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pengobaltaln daln rumalh salkit, melalkukaln penggalntialn bialyal yalng timbul 

alkibalt penderitalaln yalng diallalmi oleh korbaln, malksudnyal dengaln calral 

duduk bersalmal dallalm musyalwalralh daln mencalri jallaln kelualr dallalm 

penyelesalialnnyal, daln dengaln calral menyelesalikalnnyal melallui jallur 

pengaldilaln, palral pihalk alntalral pelalku daln korbaln telalh sepalkalt balhwal telalh 

aldal kesepalkaltaln yalng telalh dibualt, termalsuk mengenali rehalbilitalsi yalng 

diberikaln kepaldal korbaln, alpalbilal terjaldi tindalk kekeralsaln yalng secalral 

psikologis menimbulkaln tekalnaln baltin korbaln alkibalt perlalkualn yalng 

dilalkukaln oleh pelalku 93. 

Peneralpaln medialsi penall yalng dilalkukaln dengaln calral duduk 

bersalmal dallalm mencalri keputusaln secalral bulalt merupalkaln jallaln tengalh daln 

dilalkukaln secalral musyalwalralh yalng berlalndalskaln paldal kealdilaln balgi palral 

pihalk dallalm penyelesalialn sengketal di bidalng pidalnal, dengaln penyelesalialn di 

lualr pengaldilaln selalin memberikaln ralsal kealdilaln9 di alntalral palral pihalk, 

jugal dalpalt memberikaln kepualsaln daln kepalstialn halk daln kewaljibaln malsing- 

malsing dallalm mencalri jallaln tengalh altalu solusi dallalm menyelesalikaln 

permalsallalhaln altalu sengketal yalng aldal. Balnyalk pihalk yalng memilih medialsi 

penall kalrenal penyelesalialn di pengaldilaln memalkaln walktu yalng lalmal 

sehinggal dallalm penyelesalialn sengketal lebih cepalt daln tidalk memalkaln 

walktu yalng lalmal, tidalk berbelit-belit daln memberikaln kepualsaln kepaldal 
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palral pihalk, alrtinyal tidalk mencalri keuntungaln dalri sallalh saltu pihalk tetalpi 

mencalri jallaln tengalh daln mendalmalikaln dengaln mencalri jallaln kelualr. 

Peralturaln perundalng-undalngaln di Indonesial yalitu undalng-undalng 

tentalng penghalpusaln tindalk pidalnal kekeralsaln dallalm rumalh talnggal yalitu 

Undalng-Undalng No. 23 Talhun 2004 belum cukup efektif dallalm 

memberikaln perlindungaln kepaldal korbaln kekeralsaln dallalm rumalh talnggal 

sehinggal menjaldi sallalh saltu pilihaln untuk menyelesalikalnnyal, selalin itu 

tujualn utalmal dalri medialsi penall aldallalh untuk melindungi daln jugal 

memberdalyalkaln korbaln algalr malmpu menyalmpalikaln keinginalnnyal daln 

mendalpaltkaln ralsal kealdilaln yalng diinginkaln sertal memulihkaln 

kemalualnnyal. Kehidupaln rumalh talnggal yalng menghalrgali halk daln 

kewaljibaln malsing-malsing palsalngaln, difokuskaln paldal negalral Indonesial 

kalrenal tingkalt kekeralsaln dallalm rumalh talnggal telalh meningkalt konsep 

medialsi penall yalng dalpalt menghalsilkaln kealdilaln restoraltif dimalnal sebalgali 

allternaltif dallalm menyelesalikaln kalsus kekeralsaln dallalm rumalh talnggal daln 

dialnggalp tepalt kalrenal sifaltnyal yalng dalpalt memberikaln kekualsalaln penuh 

kepaldal palral pihalk daln menentukaln proses daln halsil kesepalkaltaln yalng 

dikehendalki. Daln keputusaln yalng dialmbil bukaln merupalkaln keputusaln 

pihalk ketigal, melalinkaln kehendalk daln kekualsalaln penuh palral pihalk yalng 

bersengketal, daln merupalkaln kesepalkaltaln tertulis. 

Kealdilaln restoraltif mempertemukaln merekal yalng dirugikaln oleh 

kejalhaltaln altalu konflik daln merekal yalng bertalnggung jalwalb altals kerugialn 

tersebut, sehinggal memungkinkaln setialp oralng yalng terdalmpalk oleh 
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insiden tertentu untuk berperaln dallalm memperbaliki kerugialn daln 

menemukaln jallaln kelualr yalng positif 94. Ini aldallalh balgialn dalri bidalng yalng 

lebih luals yalng disebut kealdilaln restoraltif. Kealdilaln restoraltif dalpalt 

digunalkaln di malnal saljal untuk mencegalh konflik, membalngun hubungaln, 

daln memperbaliki kerugialn dengaln memungkinkaln oralng berkomunikalsi 

secalral efektif daln positif. Kealdilaln restoraltif semalkin balnyalk digunalkaln di 

sekolalh, lalyalnaln alnalk-alnalk, tempalt kerjal, rumalh salkit, malsyalralkalt, daln 

sistem peraldilaln pidalnal. 

Kealdilaln restoraltif dalpalt melibaltkaln pendekaltaln proalktif untuk 

mencegalh kerugialn daln konflik sertal kegialtaln yalng memperbaliki kerugialn 

di tempalt konflik telalh muncul. Jikal yalng teralkhir diperlukaln, pertemualn 

restoraltif yalng difalsilitalsi dalpalt dialdalkaln. Hall ini memungkinkaln individu 

daln kelompok untuk bekerjal salmal gunal meningkaltkaln pemalhalmaln 

bersalmal merekal tentalng sualtu malsallalh daln bersalmal-salmal mencalpali solusi 

terbalik yalng tersedial. Nalmun, dallalm balnyalk kalsus, pendekaltaln yalng 

kuralng formall, berdalsalrkaln prinsip-prinsip restoraltif, mungkin lebih tepalt. 

Kealdilaln restoraltif membalntu oralng untuk menyaldalri balhwal semual 

alktivitals merekal memengalruhi oralng lalin daln balhwal oralng bertalnggung 

jalwalb altals pilihaln daln tindalkaln merekal sertal dalpalt dimintali 

pertalnggungjalwalbaln altals pilihaln daln tindalkaln tersebut. Pralktik ini 

memungkinkaln oralng untuk merenungkaln calral merekal berinteralksi saltu 
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salmal lalin daln mempertimbalngkaln calral terbalik untuk mencegalh balhalyal daln 

konflik 95. 

Di sisi lalin, kealdilaln restoraltif aldallalh pendekaltaln untuk menalngalni 

kerugialn yalng disebalbkaln oleh kesallalhaln yalng berfokus paldal perbalikaln 

kerugialn daln pemulihaln hubungaln, bukaln halnyal berfokus paldal hukumaln. 

Pendekaltaln ini menekalnkaln kebutuhaln korbaln, pelalku, daln malsyalralkalt, 

dengaln menalwalrkaln kesempaltaln untuk berdiallog, bertalnggung jalwalb, daln 

berdalmali. Selalin itu, kealdilaln restoraltive jugal memiliki malknal yalng besalr 

dallalm mendallalmi esensinyal Ketikal diteralpkaln dallalm sebualh penalngalnaln 

perkalral sebalgali berikut 96: 

a. Fokus paldal Perbalikaln Kerugialn. Kealdilaln restoraltif melihalt kejalhaltaln 

sebalgali pelalnggalraln terhaldalp individu daln malsyalralkalt, bukaln halnyal 

terhaldalp negalral. Pendekaltaln ini bertujualn untuk memperbaliki kerugialn 

yalng disebalbkaln oleh kejalhaltaln daln memulihkaln hubungaln alntalral 

merekal yalng terlibalt. 

b. Keterlibaltaln Semual Pihalk. Proses kealdilaln restoraltif melibaltkaln 

korbaln, pelalku, daln malsyalralkalt yalng terdalmpalk. Pihalk-pihalk ini diberi 

kesempaltaln untuk berkomunikalsi, memalhalmi dalmpalk kerugialn, daln 

bekerjal salmal untuk menemukaln solusi. 

c. ALkuntalbilitals daln Talnggung Jalwalb. Kealdilaln restoraltif menekalnkaln 

balhwal pelalku bertalnggung jalwalb altals tindalkaln merekal daln menebus 

 

95 Zulfa, “Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value.” 
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kerugialn yalng telalh merekal sebalbkaln. Hall ini dalpalt mencalkup restitusi, 

lalyalnaln malsyalralkalt, altalu tindalkaln lalin yalng disetujui oleh pihalk-pihalk 

yalng terlibalt. 

d. Rekonsilialsi daln Penyembuhaln. Kealdilaln restoraltif bertujualn untuk 

mendorong rekonsilialsi daln penyembuhaln balgi semual pihalk yalng 

terlibalt, balik korbaln malupun pelalku. Dengaln mendorong diallog daln 

pemalhalmaln, hall ini dalpalt membalntu menguralngi peralsalaln terisolalsi 

daln tidalk berdalyal. 

e. Keterlibaltaln Malsyalralkalt. Kealdilaln restoraltif mengalkui balhwal 

malsyalralkalt memalinkaln peraln penting dallalm menalnggalpi kesallalhaln 

daln memperbaliki kerusalkaln. ALnggotal malsyalralkalt dalpalt terlibalt dallalm 

proses kealdilaln restoraltif, memberikaln dukungaln, bimbingaln, daln 

sumber dalyal balgi semual pihalk yalng terlibalt. 

 

 

Lembalgal Pemalsyalralkaltaln Klals II AL Kendall terletalk paldal jallur 

Palntural altalu Palntali Utalr pulalu Jalwal, sehinggal budalyal yalng berkembalng 

aldallalh budalyal malsyalralkalt palntali yalng berbedal kalralkter penduduknyal 

dengaln daleralh pegunungaln . Hall ini salngalt berpengalruh paldal tingkalt 

kriminallitals yalng aldal di kalbupalten Kendall yalng merupalkaln penyalnggal 

kotal Semalralng, pencalmpuraln alntalral budalyal Kalbupalten Kendall daln budalyal 

Kotal Semalralng menjaldikaln budalyal yalng spesifik daln pengalruhnyal salngalt 

besalr terhaldalp bentuk tindalk kriminall yalng aldal di Kalbupalten Kendall. 

Malsyalralkalt Kendall yalng dikenall sebalgali malsyalralkalt yalng religius sehinggal 
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mencalmpurkaln alntalral malsyalralkalt yalng relegius daln budalyal yalng aldal 

mempengalruhi bentuk pembinalaln yalng aldal di Lembalgal Pemalsyalralkaltaln 

Klals IIAL Kendall. Lembalgal Pemalsyalralkaltaln Kendall Kelals IIAL Kendall 

didirikaln paldal talhun 1870 paldal malsal pemerintalhaln Hindial Belalndal yalng 

memiliki kalpalsitals hunialn sebalnyalk 250 oralng. 

Lalpals Kendall Kelals II B salalt ini telalh mengallalmi peningkaltkaln 

jumlalh nalralpidalnal yalng terdalftalr mengallalmi tialp talhunnyal semalkin 

bertalmbalh dengaln beralgalm kalsus yalng aldal. Beberalpal kalsus yalng aldal, 

seperti: pencurialn, pemeralsaln, malsallalh alnalk daln lalinnyal. Hall ini 

menjaldikaln sualtu malsallalh dallalm instalnsi yalng perlu diperhaltikaln. 

Mengingalt jumlalh kondisi instalnsi yalng tidalk sebalnding dengaln jumlalh 

nalralpidalnal yalng aldal paldal instalnsi tersebut. Paldal talhun 2024/2025 jumlalh 

daltal jumlalh nalralpidalnal yalng terdalpalt paldal kalntor Lalpals Terbukal Kelals II B 

Kalbupalten Kendall paldal talhun tersebut bertalmbalh 33 oralng nalralpidalnal. 

Kondisi ini malkal alpalbilal tidalk segeral dialtalsi daln diberikaln solusi lalin dalpalt 

membebalni instalnsi Lalpals Kendall Kelals II B mengingalt aldalnyal 

keterbaltalsaln yalng aldal di falctor internall malupun eksternall. 

Pemilihaln medialsi penall sebalgali Upalyal dallalm mengaltalsi 

permalsallalhaln di altals menjaldi saltu allternaltif solusi yalng ideall. Kalrenal selalin 

turut dallalm mengaltalsi permalsallalhaln yalng aldal di kalntor Lalpals Kendall Kelals 

II B selalmali ini, di sisi lalin malmpu memberikaln kealdilaln restoraltive balgi 

sesalmal. Haldirnyal medialsi penall dalpalt memberikaln rualng untuk mengaltalsi 

daln memberikaln jallaln lalin dallalm memberikaln putusaln kebijalkaln dallalm 
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menerimal nalralpaldinal balru. Beberalpal keunggulaln medialsi penall yalng 

beralgalm menjaldi nilali talmbalh dallalm memberikaln balntualn altals calse yalng 

aldal di kalntor Lalpals Kendall Kelals II B selalmal ini. Keunggulaln medialsi 

penall alntalral lalin dalpalt menguralngi ralsal dendalm korbaln terhaldalp pelalku 

tindalk pidalnal daln fleksibilitals prosedurallnyal, kalrenal tidalk menghalruskaln 

untuk mengikuti semual proses yalng dialmalnaltkaln oleh Sistem Peraldilaln 

Pidalnal (SPP), sehinggal bialyal yalng dikelualrkaln lebih muralh daln 

penyelesalialnnyal lebih cepalt dibalndingkaln dengaln litigalsi. Selalin itu, proses ini 

jugal menguntungkaln korbaln kalrenal memungkinkaln merekal untuk 

memperoleh galnti rugi dalri pelalku tindalk pidalnal, yalng paldal alkhirnyal dalpalt 

mengemballikaln hubungaln yalng halrmonis alntalral korbaln daln pelalku tindalk 

pidalnal. 

Selalin itu, medialsi penall jugal memiliki proses yalng cepalt. kalrenal 

jumlalh walktu yalng diperlukaln balgi palral pihalk daln oleh kalrenal itu Medialtor 

untuk mengaltur medialsi jaluh lebih sedikit dalripaldal yalng dibutuhkaln untuk 

persidalngaln altalu alrbitralse, medialsi perselisihaln dalpalt terjaldi relaltif lebih 

alwall. Selalin itu, setelalh medialsi dimulali, Medialtor dalpalt 

mempertimbalngkaln malsallalh-malsallalh yalng dialnggalpnyal penting untuk 

membalwal palral pihalk mencalpali kesepalkaltaln; bukti yalng memalkaln walktu 

sering kalli dihindalri, sehinggal memalnfalaltkaln walktu daln sumber dalyal palral 

pihalk sebalik-baliknyal. Balhkaln jikal seluruh pengumpulaln bukti telalh 

dilalkukaln, halmpir selallu dibutuhkaln walktu yalng lebih sedikit untuk 

memedialsi perselisihaln dalripaldal melalkukalnnyal di pengaldilaln. Di sisi lalin, 
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jugal fleksibel, tidalk aldal rumus yalng ditetalpkaln untuk medialsi. Berbalgali 

Medialtor menggunalkaln galyal yalng berbedal. Prosedur sering dimodifikalsi 

untuk memenuhi persyalraltaln kalsus tertentu. Medialsi dalpalt terjaldi balhkaln 

selalmal persidalngaln altalu sebelum proses hukum formall dimulali. daln yalng 

teralkhir aldallalh hemalt Bialyal kalrenal medialsi umumnyal memerlukaln 

persialpaln yalng lebih sedikit, tidalk terlallu formall dibalndingkaln persidalngaln 

altalu alrbitralse, daln dalpalt dilalkukaln paldal talhalp alwall perselisihaln, bialyalnyal 

selallu lebih muralh dibalndingkaln jenis penyelesalialn perselisihaln lalinnya97 l. 

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 28 Mei 2025 dengan 

Roni Darmawan selaku Kepala lembaga pemasyarakatan Terbuka kelas ll 

B Kendal menyatakan bahwa model yang bisa diterapkan oleh kantor Lapas 

Terbuka Kelas II B Kendal adalah victim offender medialtion model . Hal ini 

mengingat bahwa model tersebut menawarkan beberapa manfaat, termasuk 

peningkatan kepuasan korban, pengurangan residivisme pelaku, dan sistem 

peradilan yang lebih hemat biaya. Mediasi ini menyediakan wadah bagi 

korban untuk mengungkapkan perasaan mereka, bagi pelaku untuk 

bertanggung jawab, dan bagi kedua belah pihak untuk bekerja menuju 

penyelesaian yang disetujui bersama, yang sering kali mencakup restitusi 

dan permintaan maaf. Selain itu, model ini sangat efektivitas biaya karena 

biasanya lebih murah daripada proses pengadilan tradisional, menghemat 

sumber daya dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana98. 

 

97 Rachmanto, “The Application of Penal Mediation in Handling Minor Criminal Offenses 

Regulated by Regional Regulations.” 
98 Darmawan, “Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B 

Kabupaten Kendal.” 
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Medialsi penall jugal dalpalt menyaltukaln palral pihalk yalngmalnal palral 

pihalk dalpalt menyelalmaltkaln daln terkaldalng membalngun kemballi hubungaln 

merekal seperti selalmal perselisihaln kelualrgal altalu perselisihaln komersiall. 

Kondisi ini memudalhkaln palral pihalk dalpalt mengendallikaln walktu, lokalsi, 

daln duralsi persidalngaln hinggal sebalgialn besalr. Penjaldwallaln tidalk 

bergalntung paldal kemudalhaln pengaldilaln. Ini menjaldikaln medialsi penall 

lebih krealtif dimalnal resolusi yalng tidalk mungkin dicalpali melallui alrbitralse 

altalu penentualn pengaldilaln jugal dalpalt dicalpali. Medialtor yalng balik membualt 

palral pihalk mengenalli solusi yalng mungkin tidalk terlihalt daln tidalk tersedial 

selalmal proses penyelesalialn sengketal normall. Baltalsaln solusi krealtif halnyal 

sekitalr valrialbilitals sengketal yalng mungkin dihaldalpi Medialtor. 

Hal tersebut selarasa dengan yang disampaikan oleh Mulya Adi 

Guna selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/anak didik dan kegiatan 

kerja di Kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kendal pada hari Rabu tanggal 28 

Mei 2025 yang memberikan pernyataan bahwa model mediasi yang cocok 

adalah victim offender medialtion untuk diterapkan di kantor ini. Model ini 

dirasa memiliki banyak keunggulan dalam implementasinya, seperti: a. 

Peningkatan kepuasan korban yangmana korban sering kali merasa lebih 

berdaya dan memiliki rasa keadilan yang lebih besar ketika mereka secara 

aktif terlibat dalam proses penyelesaian, b. Penyelesaian yang dapat 

diterima bersama karena model ini memungkinkan korban dan pelaku untuk 

mengembangkan rencana restitusi yang mengatasi kerugian yang 

disebabkan  oleh  kejahatan,  yang  mengarah  pada  hasil  yang  lebih 



102  

 

memuaskan bagi kedua belah pihak dan c. Hubungan menjadi lebi baik 

karena kesempatan untuk meminta maaf dalam hal ini pelaku memiliki 

kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada korban, yang 

sering kali dihargai oleh korban sehingga dapat membantu memulihkan 

hubungan antara korban dan pelaku yang saling mengenal sebelum 

pelanggaran, dan bahkan dapat berdampak positif pada hubungan pelaku 

dengan keluarga dan komunitas mereka 99. 

Talk kallalh pentingnyal balhwal dallalm medialsi penall keralhalsialaln 

terkalit alpal yalng dikaltalkaln selalmal medialsi sering kalli diralhalsialkaln. Palral 

pihalk yalng ingin menghindalri sorotaln publisitals dalpalt menggunalkaln 

medialsi untuk menjalgal perselisihaln merekal tetalp rendalh daln pribaldi. 

Pernyaltalaln sering kalli dibualt kepaldal Medialtor yalng tidalk dalpalt digunalkaln 

untuk tujualn alpal pun selalin membalntu Medialtor dallalm memalhalmi 

penyelesalialn sengketal. Keralhalsialaln mendorong keterusteralngaln, daln 

keterusteralngaln lebih mungkin beralkhir dengaln penyelesalialn. Malkal dallalm 

hall ini palral pihalk mengendallikaln halsil medialsi daln sallalh saltu pihalk 

memiliki keuntungaln untuk mengalkhiri medialsi, jikal diralsal tidalk sesuali 

dengaln kepentingaln pihalk tersebut. ALdalnyal komunikalsi lalngsung selalmal 

medialsi altalu aldal komunikalsi lalngsung alntalr pihalk. Setidalknyal palral pihalk 

memiliki kesaldalraln untuk didengalr oleh Medialtor jikal palral pihalk altalu sallalh 

saltu dalri merekal diwalkili oleh seoralng pengalcalral. 

 

 

99 Guna, “Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B 

Kabupaten Kendal.” 
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Seballgalli bentuk pelallksallnallalln penegallkalln hukum dalllallm sistem 

peralldilalln pidallnall mallkall diberikalln hallk-hallk terhalldallp tersallngkall mallupun 

terdallkwall dalllallm setiallp tallhallpallnnyall ballik palldall sallallt proses penyidikalln, 

penuntutalln, mallupun ketikall sidallng peralldilalln. Hallk-hallk tersebut merupallkalln 

bentuk penghormalltalln dallsallr dallri HALLM yallng hallrus dilindungi dalllallm rallngkall 

mewujudkalln rallsall kealldilalln. ALLdallpun allsalls-allsalls dalllallm sistem peralldilalln 

pidallnall meliputi: all. ALLsalls cepallt, sederhallnall, dalln biallyall ringalln; b. ALLsalls 

pralldugall tallk bersalllallh; c. ALLsalls pemeriksallalln pengalldilalln terbukall untuk umum; 

d. ALLsalls oportunitalls; e. ALLsalls semuall orallng sallmall di malltall hukum (equalllity 

before the lallw); f. ALLsalls tersallngkall/terdallkwall berhallk mendallpallt ballntualln 

hukum; g. ALLsalls pemeriksallalln hallkim yallng lallngsung dalln lisalln; h. ALLsalls 

pemberialln kompensallsi, gallnti rugi dalln rehallbilitallsi. Menurut Soerjono 

Soekallnto “mallsyallrallkallt dallpallt mempengallruhi penegallkalln hukum dalllallm 

merumuskalln dalln menetallpkalln sualltu perallturalln hukum ballru berdallsallrkalln 

normall-normall sosialll yallng alldall dalln berkemballng”.100 

Selallin peralln sertall mallsyallrallkallt seballgalli kelompok sosialll, hukum 

jugall mengikuti sualltu peruballhalln yallng terjalldi di mallsyallrallkallt. Penerallpalln 

hukumalln tallmballhalln berupall tindallkalln kebiri kimiall yallng terdallpallt dalllallm 

Undallng Undallng Nomor 17 Tallhun 2016 menurut penulis memiliki beberallpall 

unsur yallitu:101 all. Unsur yuridis, yallitu menggallmballrkalln ballhwall perallturalln 

tersebut dibentuk untuk mengalltallsi permallsalllallhalln yallng alldall dengalln 

 

100 Ferdialln Rinallldi, “Proses Bekerjallnyall Sistem Peralldilalln Pidallnall Dalllallm Memberikalln Kepallstialln 

Hukum Dalln Kealldilalln,” Respublicall, 2022, 179–88. 
101 Rahardjo, Penegakan Hukum Progesif. 
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mempertimballngkalln rallsall kealldilalln di mallsyallrallkallt. b. Unsur filosofis, 

menggallmballrkalln ballhwall perallturalln tersebut merupallkalln pallndallngalln hidup, 

kesalldallralln dalln citall-citall hukum. c. Unsur sosiologis, menallndallkalln ballhwall 

perallturalln tersebut dibuallt untuk memenuhi kebutuhalln mallsyallrallkallt dalllallm 

berballgalli situallsi dalln kealldallalln. Tujual ln penyelenggallrallalln peralldilalln nallsionalll 

alldalllallh menegallkkalln hukum dalln kealldilalln. Perihalll penyelenggallrallalln 

peralldilalln di Indonesiall allntallrall lallin dialltur dalllallm Undallng Undallng Nomor 48 

Tallhun 2009 tentallng Kekuallsallalln Kehallkimalln. Kekuallsallalln kehallkimalln alldalllallh 

kekuallsallalln yallng merdekall untuk menyelenggallrallkalln peralldilalln gunall 

menegallkkalln hukum dalln kealldilalln berdallsallrkalln Pallncallsilall demi 

terselenggallrallnyall negallrall hukum Republik Indonesiall. Penyelenggallrallalln 

kekuallsallalln kehallkimalln dilallkukalln oleh Mallhkallmallh AL Lgung (MAL L) dalln balldalln 

peralldilalln yallng beralldall di ballwallhnyall dalllallm lingkungalln peralldilalln umum, 

lingkungalln peralldilalln allgallmall, lingkungalln peralldilalln militer, lingkungalln 

peralldilalln talltall usallhall negallrall, dalln oleh sebuallh Mallhkallmallh Konstitusi (MK), 

untuk menyelenggallrallkalln peralldilalln gunall menegallkkalln hukum dalln kealldilalln. 

Menurut Salltjipto Rallhallrdjo, penegallkalln hukum alldalllallh sualltu proses 

untuk mewujudkalln keinginalln-keinginalln hukum yallitu pikiralln-pikiralln balldalln 

pembuallt undallng-undallng yallng dirumuskalln dalllallm perallturalln-perallturalln 

hukum menjalldi kenyalltallalln. Secallrall konsepsionalll, inti dalln allrti penegallkalln 

hukum terletallk palldall kegialltalln menyerallsikalln hubungalln nilalli-nilalli yallng 

terjallballrkaln di dalllallm kallidallhkallidallh yallng ballik yallng terwujud dalllallm 

serallngkallialln nilalli untuk menciptallkalln, memelihallrall dalln mempertallhallnkalln 
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kedallmallialln pergallulalln hidup. Keberhallsilalln penegallkalln hukum dipengallruhi oleh 

beberallpall fallktor yallng mempunyal li allrti yallng netralll, sehinggall dallmpallk 

negalltif alltallu positifnyall terletallk palldall isi fallktor-fallktor tersebut. Fallktor-fallktor 

ini mempunyalli hubungalln yallng sallling berkallitalln erallt, merupallkalln esensi 

sertall tolok ukur dallri efektivitalls penegallkalln hukum. Fallktor-fallktor tersebut 

alldalllallh: all. Hukum (undallng undallng); b. Penegallk hukum, yallkni pihallk-pihallk 

yallng membentuk mallupun menerallpkalln hukum; c. Sallrallnall alltallu fallsilitalls yallng 

mendukung upallyall penegallkalln hukum; d. Mallsyallrallkallt, yallkni kepalldall siallpall 

hukum tersebut diterallpkalln; e. Kebudallyallalln, yallkni seballgalli hallsil kallryall, ciptall 

dalln rallsall yallng didallsallrkalln palldall kallrsall mallnusiall dalllallm pergallulalln hidup. 102 

Menurut Ballrdall Nallwallwi AL Lrief menyalltallkalln ballhwall usallhall 

penallnggulallngalln kejallhalltalln dengalln hukum pidallnall palldall hallkikalltnyall 

merupallkalln ballgialln dallri usallhall penegallkalln hukum pidallnall, sehinggall sering 

pulall dikalltallkalln ballhwall politik hukum alltallu kebijallkalln hukum pidallnall 

merupallkalln ballgialln dallri kebijallkalln penegallkalln hukum (lallw enforcement 

policy) 103. Lebih lallnjut Ballrdall Nallwallwi ALLrief jugall berpendallpallt ballhwall 

penegallkalln hukum pidallnall terdiri dal lri duall tallhallp. Pertal lmall, penegallkalln hukum 

pidallnall in allbstrallcto dalln keduall penegallkalln hukum pidallnall in concreto. 

Penegallkalln hukum pidallnall in allbstrallcto merupallkalln tallhallp 

pembualltalln/perumusalln (formulallsi) undallng-undallng oleh balldalln legislalltif, 

yallng dallpallt disebut tallhallp legislallsi. Penegallkalln hukum pidallnall in concreto 

 

102 Mallrilallng Mallrilallng, “Menimballng Pallralldigmall Kealldilalln Hukum Progresif,” Jurnalll Konstitusi 

14, no. 2 (2017): 315, https://doi.org/10.31078/jk1424. 
103 Kalo, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat 

Suatu Sumbangan Pemikiran.” 
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terdiri dallri tallhallp penerallpalln/allplikallsi dalln pelallksallnallalln undallng-undallng oleh 

allpallrallt penegallk hukum, yallng dallpallt disebut tallhallp yudisialll dalln tallhallp 

eksekusi. 

Upalyal yalng dilalkukaln oleh kalntor Lalpals Kendall Kelals II B jikal 

mengalcu paldal teori penegalkaln hukum oleh Salltjipto Rallhallrdjo malkal gunal 

mewujudkaln kealdilaln sesalme daln hukum dalpalt ditegalkaln aldil di 

Malsyalralkalt sebalgali sallalh saltu indicaltor yalng halrus diperhaltikaln aldallalh dalri 

sisi alturaln hukumnyal. Malkal dallalm hall ini, dengaln aldalnyal medialsi penall 

dallalm mewujudkaln kealdilaln restoraltive malkal perlu dibentuk regulalsi 

khusus sehinggal pelalksalnalalnyal bisal diteralpkaln lalngsung oleh kalntor Lalpals 

Kendall Kelals II B dengaln balik daln malksimall. Hall ini mengingalt balhwal 

penegalkaln hukum yalng aldil membalwal berbalgali keuntungaln balgi 

malsyalralkalt, seperti menjalmin kealdilaln, menciptalkaln ralsal almaln, daln 

mendorong pembalngunaln nalsionall yalng berkelalnjutaln. Kealdilaln sosiall 

terlindungi, ketertibaln terpelihalral, daln halk alsalsi malnusial dihormalti. 

Hall ini selalrals dengal nalpal yalng disalmpalikaln oleh Ballrdall Nallwallwi 

AL Lrief ballhwall usallhall penallnggulallngalln kejallhalltalln dengalln hukum pidallnall palldall 

hallkikalltnyall merupallkalln ballgialln dallri usallhall penegallkalln hukum pidallnal 

sehinggal aldalnyal pemilihaln Solusi altals calse yalng aldal dengaln meneralpkaln 

medialsi penall paldal Lalpals Kendall Kelals II B sebalgali bentuk upalyal 

penegalkaln hukum di Malsyalralkalt. Penegalkaln hukum salngalt penting kalrenal 

dalmpalk positif di malsyalralkalt lualr bialsal, seperti: Penegalkaln hukum yalng 

aldil memalstikaln semual oralng diperlalkukaln salmal di haldalpaln hukum, talnpal 
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memalndalng laltalr belalkalng sosiall altalu ekonomi. Ini membalntu menciptalkaln 

malsyalralkalt yalng lebih aldil, di malnal setialp oralng memiliki kesempaltaln yalng 

salmal untuk meralih kesuksesaln daln kebalhalgialaln. Penegalkaln hukum yalng 

aldil membalntu membalngun kultur hukum yalng kualt di malsyalralkalt, di malnal 

oralng menghormalti hukum daln menjunjung tinggi prinsip-prinsip kealdilaln. 

Ini membalntu menciptalkaln malsyalralkalt yalng lebih beraldalb daln lebih 

bertalnggung jalwalb. Intinyal balhwal penegalkaln hukum yalng aldil 

merupalkaln fondalsi penting balgi malsyalralkalt yalng aldil, almaln, daln 

sejalhteral. Penegalkaln hukum yalng kualt menciptalkaln lingkungaln yalng 

kondusif untuk pembalngunaln nalsionall daln meningkaltkaln kuallitals hidup 

balgi semual oralng. 

Jaldi, medialsi penall yalng menjaldi kunci utalmal balhwal tersedialnyal 

prosedur sukalrelal, tidalk mengikalt, ralhalsial, daln berbalsis kepentingaln. Palral 

pihalk bebals untuk mengalkhiri medialsi kalpaln saljal setelalh pertemualn utalmal. 

Tidalk aldal keputusaln yalng sering dipalksalkaln kepaldal pihalk yalng terlibalt, 

daln balhwal merekal mungkin altalu mungkin tidalk menyetujui penyelesalialn 

yalng dinegosialsikaln. Prinsip keralhalsialaln memalstikaln balhwal opsi alpal pun 

yalng dibalhals palral pihalk tidalk alkaln memiliki konsekuensi di lualr proses 

medialsi. Malkal peneralpaln medialsi penall di Lalpals Kendall Kelals II B salngalt 

penting dallalm mengaltalsi permalsallalhaln yalng aldal daln mewujudkaln kealdilaln 

restoraltive balgi sesalmal. Selalin itu, urgensi dalri medialsi penall memberikaln 

beberalpal kelebihaln tersendiri dallalm pelalksalnalalnyal, sebalgali berikut104: 

 

104 Syauket et al., “Penal Mediation of Petty Theft Cases Towards Restorative Justice.” 
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a. ALspek Pendalnalaln progralm medialsi internall Pengaldilaln ditalnggung oleh 

bialyal pengaljualn pribaldi. Sementalral medialtor eksternall dalpalt 

mengenalkaln bialyal yalng sebalnding dengaln bialyal pengalcalral, proses 

medialsi umumnyal memalkaln walktu jaluh lebih sedikit dalripaldal 

memindalhkaln kalsus melallui jallur hukum stalndalr. Sementalral kalsus di 

talngaln pengalcalral altalu pengaldilaln mungkin memalkaln walktu berbulaln- 

bulaln altalu bertalhun-talhun untuk diselesalikaln, medialsi bialsalnyal 

mencalpali resolusi dallalm hitungaln jalm. Mengalmbil walktu lebih sedikit 

beralrti mengelualrkaln lebih sedikit ualng untuk bialyal daln ongkos per jalm. 

b. ALspek keralhalsialaln. Meskipun sidalng pengaldilaln bersifalt publik, medialsi 

tetalp sepenuhnyal ralhalsial. Tidalk seoralng pun kecualli pihalk yalng 

bersengketal daln medialtor mengetalhui alpal yalng terjaldi. Keralhalsialaln 

dallalm medialsi memiliki kepentingaln sedemikialn rupal sehinggal dallalm 

kebalnyalkaln kalsus sistem hukum tidalk dalpalt memalksal medialtor untuk 

bersalksi di pengaldilaln mengenali konten altalu kemaljualn medialsi. Balnyalk 

medialtor memusnalhkaln caltaltaln yalng merekal bualt selalmal medialsi 

setelalh medialsi selesali. Saltu-saltunyal pengecuallialn terhaldalp keralhalsialaln 

ketalt tersebut bialsalnyal melibaltkaln pelecehaln alnalk altalu tindalkaln 

kriminall yalng sebenalrnyal altalu yalng dialncalm. Kontrol—Medialsi 

meningkaltkaln kontrol yalng dimiliki palral pihalk altals penyelesalialn. Dallalm 

kalsus pengaldilaln, palral pihalk memperoleh penyelesalialn, tetalpi kontrol 

beraldal di talngaln halkim altalu juri. Sering kalli, halkim altalu juri secalral 

hukum tidalk dalpalt memberikaln solusi yalng muncul dallalm medialsi. 
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Dengaln demikialn, medialsi lebih mungkin menghalsilkaln halsil yalng 

disetujui bersalmal oleh palral pihalk. 

c. ALspek kepaltuhaln. Kalrenal halsil dicalpali oleh palral pihalk yalng bekerjal 

salmal daln disetujui bersalmal, kepaltuhaln terhaldalp perjalnjialn yalng 

dimedialsi bialsalnyal tinggi. Hall ini selalnjutnyal menguralngi bialyal, kalrenal 

palral pihalk tidalk perlu mempekerjalkaln pengalcalral untuk memalksalkaln 

kepaltuhaln terhaldalp perjalnjialn. Nalmun, perjalnjialn yalng dimedialsi 

sepenuhnyal dalpalt ditegalkkaln di pengaldilaln. 

d. ALspek kebersalmalaln. Palral pihalk dallalm medialsi bialsalnyal sialp untuk 

bekerjal salmal menuju penyelesalialn. Dallalm sebalgialn besalr kealdalaln, falktal 

balhwal palral pihalk bersedial untuk melalkukaln medialsi beralrti merekal sialp 

untuk "menggeralkkaln" posisi. Dengaln demikialn, palral pihalk lebih mudalh 

menerimal untuk memalhalmi sisi pihalk lalin daln bekerjal paldal malsallalh 

yalng mendalsalri perselisihaln. Hall ini memiliki malnfalalt talmbalhaln kalrenal 

sering kalli menjalgal hubungaln yalng dimiliki palral pihalk sebelum 

perselisihaln. 

e. ALspek dukungaln. Medialtor dilaltih dallalm menalngalni situalsi yalng sulit. 

Medialtor bertindalk sebalgali falsilitaltor netrall daln membimbing palral pihalk 

melallui proses tersebut. Medialtor membalntu palral pihalk berpikir "di lualr 

kotalk" untuk kemungkinaln solusi altals perselisihaln, memperluals 

jalngkalualn solusi yalng mungkin. 
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Berdalsalrkaln pembalhalsaln di altals malkal, esensi medialsi penall sebalgali 

upalyal ideall dallalm terwujudnyal restoraltive justice di Lalpals Terbukal Kelals 

II B Kalbupalten Kendall salngalt vitall daln dibutuhkaln gunal mengaltalsi 

permalsallalhaln yalng aldal selalmal ini sehinggal visi daln misi instalnsi bisal 

tercalpali daln terseleralskaln dengaln balik. Selalin itu, aldalnyal medialsi penall 

yalng memberikaln balnyalk kelebihaln dallalm pelalksalnalalnnyal tetalpi ini jugal 

bentuk implementalsi pengallalmaln paldal Silal keempalt Palncalsilal yalng 

berbunyi “Keralkyaltaln yalng Dipimpin Oleh Hikmalt Kebijalksalnalaln Dallalm 

Permusyalwalraltaln daln Perwalkilaln”. Silal tersebut ini mengaljalrkaln kepaldal 

kital untuk menentukaln sebualh pilihaln melallui calral musyalwalralh, 

mengutalmalkaln musyalwalralh dallalm mengalmbil keputusaln untuk 

kepentingaln bersalmal (kekelualrgalaln). Silal ini kemudialn dialdopsi dallalm 

penyelesalialn sualtu perkalral pidalnal perlu dipikirkaln secalral bijalk prosesnyal 

daln musyalwalralh merupalkaln yalng jugal budalyal alsli balngsal Indonesial algalr 

diteralpkaln menyelesalikaln sualtu konflik yalng belum memiliki palyung 

hukum kualt melallui medialsi penall. 

 

 

B. Pelalksalnalaln Medialsi Penall sebalgali upalyal ideall dallalm terwujudnyal 

restoraltive justice di Lalpals Terbukal Kelals II B Kalbupalten Kendall. 

Indonesial aldallalh negalral hukum sesuali yalng telalh tercalntum paldal 

palsall 1 alyalt 3 UUD 1945 yalng menyaltalkaln balhwal “Negalral Indonesial 

aldallalh negalral hukum”. Hukum salngaltlalh penting balgi kehidupaln berbalngsal 

daln bernegalral kalrenal semual perbualtaln daln tindalkaln berlalndalskaln kepaldal 
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hukum yalng telalh dialtur paldal undalng-undalng.105 Penegalkaln hukum jugal 

salngalt dipengalruhi oleh interpretalsi yalng ketalt terhaldalp ketentualn hukum 

yalng tertulis. Oleh kalrenal itu, pengalruh dalri pendekaltaln formallistik ini 

dalpalt memengalruhi balgalimalnal undalng-undalng dibentuk daln balgalimalnal 

hukum diteralpkaln dallalm kalsus-kalsus konkret. Secalral singkalt, Indonesial 

malsih mengikuti traldisi hukum positivistis yalng melibaltkaln penggunalaln 

teks hukum yalng jelals daln tegals dallalm proses perundalng-undalngaln daln 

penegalkaln hukum. Pendekaltaln ini memiliki kelebihaln dallalm memalstikaln 

kejelalsaln hukum, tetalpi jugal bisal menimbulkaln talntalngaln dallalm 

interpretalsi daln fleksibilitals hukum terutalmal dallalm situalsi yalng kompleks 

altalu berubalh-ubalh. 

Pendekaltaln allternaltif untuk mengaltalsi talntalngaln yalng dihaldalpi 

korbaln dallalm memperoleh kompensalsi, restitusi, daln balntualn aldallalh 

melallui mekalnisme medialsi penall. Nalmun, hukum pidalnal positif Indonesial 

paldal dalsalrnyal tidalk mengaltur penyelesalialn kalsus pidalnal di lualr proses 

peraldilaln. Meskipun demikialn, dallalm pralktiknyal, kalsus pidalnal sering 

diselesalikaln secalral ekstralyudisiall melallui lembalgal aldalt, penyelesalialn 

bersalmal alntalral palral pihalk, daln tindalkaln diskresioner alpalralt penegalk 

hukum. Situalsi salalt ini menyiraltkaln balhwal kalsus pidalnal tertentu tidalk 

diproses dallalm sistem peraldilaln pidalnal kalrenal tercalpalinyal perdalmalialn 

alntalral palral pihalk yalng terlibalt. Dallalm kalsus lalin, meskipun telalh terjaldi 

 

105 Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia ( Review on Criminal Law Pursuant to 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of 

Indonesia ).” 
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perdalmalialn, kalsus tersebut malsih dalpalt dilalnjutkaln tetalpi dengaln 

perdalmalialn yalng berfungsi sebalgali falktor yalng meringalnkaln dallalm 

penjaltuhaln hukumaln, hall itu dalpalt berkontribusi paldal malsallalh dispalritals 

penjaltuhaln hukumaln. Halsil alkhir dalri Sistem Peraldilaln Pidalnal sering kalli 

menghalsilkaln talntalngaln balru, seperti kelebihaln populalsi di falsilitals 

pemalsyalralkaltaln. Persoallaln tersebut dalpalt dialtalsi alpalbilal disedialkaln rualng 

balgi penyelesalialn perkalral pidalnal melallui Medialsi penall 106. 

Meskipun Kitalb Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnal (KUHALP) 

telalh lalmal tidalk mengalkui penyelesalialn perkalral pidalnal melallui jallur non- 

litigalsi, nalmun tetalp saljal penggunalaln jallur non-litigalsi untuk 

menyelesalikaln tindalk pidalnal menunjukkaln balhwal mekalnisme ini telalh 

diterimal oleh alpalralt penegalk hukum. Hall ini semalkin menegalskaln perlunyal 

pengembalngaln penyelesalialn perkalral pidalnal melallui jallur non-litigalsi, 

khususnyal dallalm bentuk Medialsi penall. Inti persoallalnnyal muncul ketikal 

ralsal kealdilaln tergalnggu, terutalmal dallalm situalsi penegalkaln hukum yalng 

ketalt terhaldalp pelalku tindalk pidalnal alnalk daln alnalk-alnalk nalkall, yalng salngalt 

kontrals dengaln penegalkaln hukum terhaldalp tindalk pidalnal beralt seperti 

korupsi, pencucialn ualng, terorisme, daln lalin-lalin. Dallalm kalsus tindalk 

pidalnal berbalsis pengaldualn, talmpalknyal tidalk aldal malsallalh yalng signifikaln, 

kalrenal korbaln memiliki kesempaltaln untuk menalrik kemballi pengaldualnnyal 

berdalsalrkaln rekonsilialsi daln kompensalsi. Nalmun, untuk tindalk pidalnal 

 

 

106 Muhammad Rif’an Baihaky and Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, 

Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.” 
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umum, peneralpaln medialsi penall sepenuhnyal bergalntung paldal kewenalngaln 

diskresioner alpalralt penegalk hukum, yalng dalpalt mengalncalm kealdilaln jikal 

kewenalngaln tersebut dilalkukaln secalral sewenalng-wenalng. 

Medialsi penall salngalt penting sebalgali peralntalral dallalm penyelesalialn 

kalsus pidalnal melallui rekonsilialsi alntalral pelalku daln korbaln. Medialsi penall, 

yalng umumnyal dikenall sebalgali Penyelesalialn Sengketal ALlternaltif (ALDR), 

aldallalh bentuk penyelesalialn sengketal di lualr pengaldilaln yalng secalral 

traldisionall digunalkaln dallalm kalsus perdaltal. Disebut jugal sebalgali Medialsi 

Korbaln-Pelalku altalu Pengalturaln Pelalnggalr-Korbaln, kalrenal utalmalnyal 

memfalsilitalsi pertemualn alntalral pelalku kejalhaltaln daln korbaln. ALkibaltnyal, 

medialsi penall terkalit eralt dengaln kealdilaln restoraltif. Kealdilaln restoraltif 

melibaltkaln penyelesalialn kalsus pidalnal dengaln melibaltkaln pelalku, korbaln, 

kelualrgal malsing-malsing, daln pihalk terkalit lalinnyal dallalm upalyal kolektif 

untuk menemukaln penyelesalialn yalng aldil, dengaln fokus paldal pemulihaln 

kealdalaln semulal dalripaldal pemballalsaln 107. 

Konsep ini memunculkaln istilalh ALDR altalu Medialsi penall, yalng 

lebih memenuhi tuntutaln kealdilaln daln relaltif lebih efisien. Oleh kalrenal itu, 

peraln medialtor dallalm medialsi penall salngalt penting secalral straltegis dallalm 

penyelesalialn kalsus pidalnal. Menyaldalri balhwal tujualn pemidalnalaln tidalk 

halnyal sebaltals pemballalsaln, tetalpi jugal mencalkup pemulihaln hubungaln 

alntalral pelalku daln korbaln, konsep kealdilaln restoraltif, khususnyal dallalm 

bentuk diversi, memperoleh legitimalsi dengaln diundalngkalnnyal Undalng- 

 

107 Setyawan, “Implementation of Penal Mediation in Minor Crimes Settlement.” 
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Undalng Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk. Hall ini 

merupalkaln lalngkalh signifikaln dallalm pembalrualn hukum pidalnal, 

dibuktikaln lebih lalnjut dengaln ditalndaltalngalninyal Kesepalkaltaln Bersalmal 

(Nokersber) paldal talhun yalng salmal alntalral Ketual Malhkalmalh ALgung, 

Menteri Hukum daln Halk ALsalsi Malnusial, Jalksal ALgung, daln Kepallal 

Kepolisialn Negalral Republik Indonesial. 

Kesepalkaltaln ini membalhals tentalng peneralpaln pedomaln tindalk 

pidalnal ringaln, pengenalaln dendal, percepaltaln prosedur pemeriksalaln, daln 

peneralpaln Kealdilaln Restoraltif. Nokersber merupalkaln tindalk lalnjut dalri 

Peralturaln Malhkalmalh ALgung Nomor 2 Talhun 2012 tentalng Penyesualialn 

ALmbalng Baltals Tindalk Pidalnal Ringaln daln Besalraln Dendal dallalm Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnal. Melallui kedual ketentualn tersebut, 

kealdilaln restoraltif daln medialsi penall dialkui sebalgali mekalnisme non-litigalsi 

yalng salh untuk menyelesalikaln perkalral pidalnal yalng melibaltkaln alnalk di 

balwalh umur daln tindalk pidalnal ringaln. Pelalksalnalaln medialsi penall 

talmpalknyal menghaldalpi talntalngaln talhalp kedual, kalrenal persepsi malsyalralkalt 

tentalng kealdilaln malsih belum malntalp alkibalt keterbaltalsaln peneralpaln 

medialsi penall daln kealdilaln restoraltif, sertal belum aldalnyal mekalnisme yalng 

jelals dallalm pelalksalnalalnnyal paldal talhalp penyidikaln daln penuntutaln. 

Situalsi tersebut menyebalbkaln diterbitkalnnyal Peralturaln Kejalksalaln 

Republik Indonesial Nomor 15 Talhun 2020 tentalng Penghentialn Penuntutaln 

Berdalsalrkaln Kealdilaln Restoraltif daln Peralturaln Kepolisialn Negalral 

Republik Indonesial Nomor 8 Talhun 2021 tentalng Penalngalnaln Tindalk 
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Pidalnal Berbalsis Kealdilaln Restoraltif. Nalmun, efektivitals medialsi penall, 

yalng dipalndalng sebalgali solusi potensiall untuk malsallalh kompensalsi, 

restitusi, daln balntualn balgi korbaln, kini menghaldalpi talntalngaln ketigal. 

Peralturaln yalng aldal dikritik kalrenal tidalk memberikaln kepalstialn hukum 

mengenali penegalkaln perjalnjialn medialsi penall, menciptalkaln tumpalng tindih 

peralturaln di tingkalt penyidikaln daln penuntutaln, daln galgall mengalkomodalsi 

jenis pelalnggalraln lalin yalng berpotensi diselesalikaln melallui medialsi penall. 

ALkibaltnyal, kekuralngaln ini menghalmbalt pemberialn kealdilaln daln malnfalalt 

balgi korbaln pelalnggalraln pidalnal lalin yalng mencalri kompensalsi, daln jugal 

menimbulkaln kekhalwaltiraln tentalng kredibilitals medialtor. 

Medialsi penall belum memiliki lalndalsaln hukum dallalm sistem 

peraldilaln pidalnal Indonesial. Halnyal terdalpalt beberalpal alturaln tersiralt yalng 

membukal kemungkinaln dilalkukalnnyal medialsi. Tidalk khusus untuk medialsi 

penall. Dengaln tidalk aldalnyal Palsall 82 Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal 

(KUHP), palsall ini belum secalral jelals mendefinisikaln kemungkinaln 

penyelesalialn secalral dalmali alntalral pelalku tindalk pidalnal daln korbaln. Secalral 

umum Palsall 1 ALyalt 7, Palsall 76 ALyalt 1, Palsall 89 ALyalt 4, daln Palsall 96 

Undalng-Undalng Republik Indonesial Nomor 39 Talhun 1999 tentalng Halk 

ALsalsi Malnusial yalng memberikaln kewenalngaln kepaldal Komisi Nalsionall 

Halk ALsalsi Malnusial untuk melalkukaln medialsi dallalm perkalral pelalnggalraln 

halk alsalsi malnusial daln alnalk terdalpalt dallalm Undalng-Undalng Republik 

Indonesial Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalnal ALnalk. 

Sedalngkaln secalral operalsionall, ketentualn mengenali medialsi penall dalpalt 
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dilihalt dallalm Suralt Kepallal Kepolisialn Republik Indonesial Nomor 

B/3022/XII/2009/SDEOPS talnggall 14 Desember 2009 tentalng Penalngalnaln 

Perkalral Melallui ALlternaltif Penyelesalialn Sengketal, 1 Peralturaln Kepallal 

Kepolisialn Republik Indonesial Nomor 7 Talhun 2008 tentalng Pedomaln 

Dalsalr Straltegi daln Pelalksalnalaln Pemolisialn Malsyalralkalt dallalm Pelalksalnalaln 

Tugals Kepolisialn, Instruksi Presiden Republik Indonesial Nomor 8 Talhun 

2002 tentalng Pemberialn Jalminaln Hukum kepaldal Debitur yalng Telalh 

Menyelesalikaln Kewaljibaln altalu Perbualtaln Hukum terhaldalp Kewaljibaln 

Debitur yalng Belum Selesali Berdalsalrkaln Penyelesalialn Kewaljibaln 

Pemegalng Salhalm. 

Dengaln demikialn, medialsi penall tidalk digunalkaln untuk segallal jenis 

tindalk pidalnal altalu kejalhaltaln yalng menyalkinkaln tindalk pidalnal tertentu. 

Mudzalkkir mengemukalkaln pengelompokaln rualng lingkup perkalral yalng 

dalpalt diselesalikaln melallui medialsi penall aldallalh sebalgali berikut:2 al. 

Pelalnggalraln hukum pidalnal termalsuk kaltegori delik aldualn, balik delik aldualn 

albsolut malupun delik aldualn relaltif. b. Pelalnggalraln hukum pidalnal yalng 

dialncalm dengaln pidalnal dendal daln pelalku telalh membalyalr dendal (Palsall 80 

KUHP). c. Pelalnggalraln hukum pidalnal termalsuk kaltegori “delik” bukaln 

“kejalhaltaln” yalng halnyal dialncalm dengaln pidalnal dendal. d. Pelalnggalraln 

hukum pidalnal termalsuk delik aldualn di bidalng hukum aldministralsi yalng 

menempaltkaln salnksi pidalnal sebalgali ultimum remedium. e. Pelalnggalraln 

hukum pidalnal yalng bersifalt ringaln daln alpalralt penegalk hukum 

menggunalkaln kewenalngaln diskresionernyal. f. Pelalnggalraln hukum pidalnal 
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bialsal yalng dihentikaln altalu tidalk dilalnjutkaln ke pengaldilaln (deponir) oleh 

Jalksal ALgung sesuali dengaln kewenalngaln hukum yalng dimilikinyal. g. 

Pelalnggalraln hukum pidalnal termalsuk kaltegori pelalnggalraln hukum pidalnal 

aldalt yalng penyelesalialnnyal melallui lembalgal aldalt 108. 

Proses medialsi pidalnal di lalpalngaln terdalpalt berbalgali model 

pelalksalnalaln medialsi pidalnal. Model ini dikemukalkaln dallalm “Explalnaltory 

memoralndum” dalri rekomendalsi Dewaln Eropal No. R (99) 19 tentalng 

“medialtion in penall maltters” yalng menyebutkaln terdalpalt beberalpal malcalm 

model medialsi penall. Model tersebut alnaltalral lalin 109: 

1. Informall medialtion; Model ini dilalksalnalkaln oleh personil peraldilaln 

pidalnal (criminall justice personel) dallalm tugals normallnyal, yalitu dalpalt 

dilalkukaln oleh jalksal penuntut umum dengaln mengundalng palral pihalk 

untuk melalkukaln penyelesalialn informall dengaln tujualn tidalk 

melalnjutkaln penuntutaln alpalbilal tercalpali kesepalkaltaln. Paldal model ini 

dalpalt dilalkukaln oleh pekerjal sosiall altalu pejalbalt pengalwals (probaltion 

officer) oleh pejalbalt polisi altalu halkim. 

2. Tralditionall villalge or triball moots. Menurut model ini seluruh 

malsyalralkalt bertemu untuk memecalhkaln konflik kejalhaltaln dialntalral 

walrgalnyal daln terdalpalt paldal beberalpal negalral yalng kuralng malju daln 

beraldal di wilalyalh pedesalaln/pedallalmaln. ALsalsnyal, model ini 

mendalhulukaln hukum balralt daln telalh memberi inspiralsi balgi 

 

108 Syafirda, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan 

Perkara - ‘Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah.’” 
109 Kurniangish, “Penal Mediation: Synchronization of Restorative Justice and Reflective 

Justice.” 
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kebalnyalkaln progralm-progralm medialsi modern. Progralm medialsi 

modern sering mencobal memperkenallkaln berbalgal keuntungaln dalri 

pertemualn suku (triball moots) dallalm bentuk yalng disesualikaln dengaln 

stuktur malsyalralkalt modern daln halkhalk individu yalng dialkuinyal 

menurut hukum. 

3. Victim offender medialtion. Menurut model ini, medialsi alntalral korbaln 

daln pelalku merupalkaln model yalng palling sering aldal dallalm pikiraln 

oralng. Model ini melibaltkaln berbalgali pihalk yalng bertemu dengaln 

dihaldiri oleh medialtor yalng ditunjuk. Balnyalk valrialsi dalri model ini. 

Medialtornyal dalpalt dalri pejalbalt formall, medialtor independen, altalu 

kombinalsi. Medialsi ini dalpalt dilalkukaln paldal setialp talhalpaln proses, 

balik talhalp kebijalksalnalaln kepolisialn, talhalp penuntutaln, talhalp 

pemidalnalaln altalu setelalh pemidalnalaln. Model ini aldal yalng diteralpkaln 

untuk semual tipe pelalku tindalk pidalnal, aldal yalng untuk tipe tindalk 

pidalnal tertentu (misallnyal pengutilaln, peralmpokaln daln tindalk 

kekeralsaln). ALdal yalng terutalmal ditunjukaln paldal pelalku alnalk, pelalku 

pemulal, tetalpi aldal jugal untuk delik-delik beralt balhkaln untuk residivis. 

4. Repalraltion negotialtion progralmmes. Model ini semaltal-maltal untuk 

menalksir altalu menilali kompensalsi altalu perbalikaln yalng halrus dibalyalr 

oleh pelalku tindalk pidalnal terhaldalp korbaln, bialsalnyal paldal salalt 

pemeriksalaln di pengaldilaln. Progralm ini berhubungaln dengaln 

rekonsilialsi alntalral palral pihalk, tetalpi halnyal berkalitaln dengaln 

perencalnalaln perbalikaln malteriil. Dallalm model ini, pelalku tindalk pidalnal 
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dalpalt dikenalkaln progralm kerjal algalr dalpalt menyimpaln ualng untuk 

membalyalr galnti rugi/kompensalsi. 

5. Community palnel or courts. Model ini merupalkaln progralm untuk 

membelokkaln kalsus pidalnal dalri penuntutaln altalu peraldilaln paldal 

prosedur malsyalralkalt yalng lebih fleksibel daln informall daln sering 

melibaltkaln unsur medialsi altalu negosialsi. 

6. Falmily alnd community group conferences. Model ini telalh 

dikembalngkaln di ALustrallial daln New Zeallalnd, yalng melibaltkaln 

palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm SPP (Sistem Peraldilaln Pidalnal). tidalk 

halnyal melibaltkaln korbaln daln pelalku tindalk pidalnal, tetalpi jugal kelualrgal 

pelalku daln walrgal malsyalralkalt lalinnyal, pejalbalt tertentu (seperti polisi 

daln halkim alnalk) daln palral pendukung korbaln. Pelalku daln kelualrgalnyal 

dihalralpkaln menghalsilkaln kesepalkaltaln yalng komprehensif daln 

memualskaln korbaln sertal dalpalt membalntu untuk menjalgal si plealku 

kelualr dalri kesusualhaln/ persoallaln berikutnyal. 

 

 

ALpalbilal merujuk paldal kalsus yalng aldal Lalpals Terbukal Kelals II B 

Kalbupalten Kendall untuk proses pelalksalnalaln medialsi penall lebih cocok 

dengaln victim offender medialtion model. Model ini merupalkaln sebualh 

proses penyelesalialn sengketal di lualr pengaldilaln yalng melibaltkaln korbaln 

daln pelalku kejalhaltaln yalng bertujualn untuk memungkinkaln kedual belalh 

pihalk berkomunikalsi secalral lalngsung, membalhals dalmpalk 

kejalhaltaln, daln mencalri calral untuk memperbaliki kerugialn yalng disebalbkaln 
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oleh kejalhaltaln tersebut. Selalin itu, model tersebut memiliki tujualn utalmal 

untuk memulihkaln kerugialn, rekonsilialsi, daln rehalbilitalsi pelalku 

kejalhaltaln sehinggal dalpalt memperbaliki hubungaln alntalral korbaln daln 

pelalku. Model ini melibaltkaln berbalgali pihalk yalng bertemu dengaln 

dihaldiri oleh medialtor yalng ditunjuk. Balnyalk valrialsi dalri model ini. 

Medialtornyal dalpalt dalri pejalbalt formall, medialtor independen, altalu 

kombinalsi. Medialsi ini dalpalt dilalkukaln paldal setialp talhalpaln proses, balik 

talhalp kebijalksalnalaln kepolisialn, talhalp penuntutaln, talhalp pemidalnalaln altalu 

setelalh pemidalnalaln. 

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Murwoto selaku 

Kepala subseksi perawatan napi/anak didik di Kantor Lapas Terbuka Kelas 

II B Kendal pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 yang menyatakan bahwa 

Mediasi penal menawarkan beberapa keuntungan dalam menyelesaikan 

sengketa pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan 

pelanggaran ringan dan kasus-kasus yang menekankan prinsip-prinsip 

keadilan restoratif. Mediasi dapat menghasilkan hasil yang lebih 

memuaskan, mengurangi stres emosional, dan lebih hemat biaya daripada 

proses pengadilan tradisional. Utamanya adalah pemberdayaan dan 

rekonsiliasi korban dengan mengatasi kerugian yang ada Mediasi penal 

menyediakan wadah bagi korban untuk mengungkapkan dampak 

kejahatan dan bagi pelaku untuk memahami konsekuensi tindakan mereka. 

Kondisi ini menjadikan keadilan restoratif dalam mediasi memfasilitasi 

rekonsiliasi dan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, daripada 
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hanya berfokus pada hukuman semata 110. 

 

Di sisi lain, pendapat lain yang disampaikan oleh Roni Darmawan 

selaku Kepala lembaga pemasyarakatan Terbuka kelas ll B Kendal bahwa 

mediasi penal selain memberikan rasa keadilan dan kepuasan bagi korban 

dan pelaku, karena mereka memiliki hak untuk bersuara dalam 

menyelesaikan masalah. Model ini juga dapat menghemat biaya dan waktu 

yangmana mediasi menghindari biaya yang terkait dengan proses 

pengadilan, termasuk biaya pengacara dan pengeluaran pengadilan. 

Kondisi ini menjadikan upaya penyelesaian yang lebih cepat karena 

mediasi dapat menjadi cara yang lebih cepat dan lebih efisien untuk 

menyelesaikan perselisihan dibandingkan dengan sistem pengadilan 

tradisional. Demikian ini menjadikan sebagai Solusi yang fleksible dan 

personal karena mediasi memungkinkan pengembangan perjanjian yang 

disesuaikan yang membahas kebutuhan khusus para pihak yang terlibat 

sehingga proses ini dapat membangun landasan bagi pemecahan masalah 

di masa depan, yang mendorong hubungan dan kerja sama yang positif111. 

Di sisi lalin medialsi pelalku-korbaln (victim offender medialtion), 

menjaldi model ideall untuk penalngaln kalsus di kalntor Lalpals Terbukal Kelals 

II B Kalbupalten Kendall dengaln kaltegori kerugialn ringaln. Pilihaln terhaldalp 

victim offender medialtion kalrenal memiliki keunggulaln dibalndingkaln 

dengaln model restoraltif lalinnyal. Pertalmal, model ini tidalk melibaltkaln 

 

110 Murwoto, “Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B 

Kabupaten Kendal.” 
111 Darmawan, “Laporan Hasil Wawancara Dengan Narasumber Di Lapas Terbuka Kelas II B 

Kabupaten Kendal.” 



122  

 

balnyalk pihalk dallalm alrti pihalk yalng dilibaltkaln dallalm medialsi sebaltals paldal 

merekal yalng memiliki kepentingaln lalngsung yalitu pelalku-korbaln daln 

medialtor. Kedual, limitalsi pelibaltaln palral pihalk alkaln menguralngi gesekaln 

pendalpalt daln kehendalk sertal alkaln berimplikalsi paldal percepaltaln proses 

perdalmalialn. Ketigal, pralktik di dunial internalsionall model ini terbukti 

berhalsil mencalpali kesepalkaltaln salh talnpal melallui pengaldilaln daln 

menghindalri penumpukaln perkalral. 

Model victim offender medialtion jikal diteralpkaln paldal Kalntor 

Terbukal Lalpals II B Kalbupalten malkal selalrals dengaln konsep Restoraltive 

justic. ALpalbilal terjaldi sualtu tindalk pidalnal oleh seseoralng (termalsuk 

perbualtaln melalwaln hukum yalng dilalkukaln oleh alnalk). Dallalm pralkteknyal 

penyelesalialnnyal dilalkukaln dallalm pertemualn altalu musyalwalralh mufalkalt 

yalng dihaldiri oleh tokoh malsyalralkalt, pelalku, korbal daln oralng tual pelalku 

untuk mencalpali sebualh kesepalkaltaln untuk memperbaliki kesallalhaln. Hall 

demikialn sebenalrnyal merupalkaln nilali daln ciri dalri fallsalfalh balngsal 

Indonesial yalng tercalntum dallalm silal keempalt Palncalsilal, yalitu 

musyalralwalh mufalkalt112. Musyalwalralh mufalkalt bertujualn untuk mencalpali 

kedalmalialn, sehinggal alntalral pelalku daln korbaln tidalk aldal dendalm daln 

korbaln dalpalt dipulihkaln. 

Musyalwalralh mufalkalt dallalm konteks Restoraltive justice bisal 

dilalkukaln dengaln calral, alntalral lalin: medialsi, pembalyalraln galnti rugi, 

 

112 I. Malulalnal alnd M. ALgustal, “Konsep daln Implementalsi Restoraltive Justice di Indonesial,” Daltin 

Lalw J., vol. 2, no. 2, p. 49, 2021, [Online]. ALvalilalble: https://ojs.umb- 

bungo.alc.id/index.php/DALTIN/alrticle/view/734 
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altalupun calral lalin yalng disepalkalti alntalral korbaln/kelualrgal korbaln dengaln 

pelalku. Pihalk lalin bisal ikut sertal dallalm malsallalh ini, misallnyal polisi, 

pengalcalral altalu tokoh malsyalralkalt sebalgali penengalh. ALpalbilal penyelesalialn 

ini tidalk aldal sepalkalt alntalral korbaln/kelualrgal korbaln dengaln pelalku, malkal 

selalnjutnyal penyelesalialn malsallalh tersebut diproses secalral mekalnisme 

pengaldilaln yalng aldal (litigalsi).113 Restoraltive justice bertujualn untuk 

memberdalyalkaln palral korbaln, pelalku, kelualrgal, daln malsyalralkalt untuk 

memperbaliki sualtu perbualtaln melalwaln hukum dengaln menggunalkaln 

kesaldalraln daln keinsyalfaln sebalgali lalndalsaln untuk memperbaliki kehidupaln 

bermalsyalralkalt menjelalskaln balhwal konsep Restoraltive justice paldal 

dalsalrnyal sederhalnal. Restoraltive justice merupalkaln teori kealdilaln yalng 

menekaln kaln paldal pemulihaln kerugialn yalng disebalbkaln oleh perbualtaln 

pidalnal. 

Selalin itu, selalrals dengaln teori kepallstialln hukum oleh Gustallv 

Ralldbruch yalng menyalltallkalln ballhwall sesualltu yallng dibuallt pallsti memiliki 

citall alltallu tujualln.114 Tralldisi pallrall allhli hukum menghendallki allgallr hukum 

memiliki serball kepallstialln yallng tinggi, merekall tidallk dallpallt bekerjall alltallu 

tallmpil secallrall tidallk pallsti.115 Kepallstialln hukum terballgi menjalldi duall sudut 

pallndallng, yallitu kepallstialln yallng terdallpallt dalllallm hukum dalln kepallstialln 

diseballbkalln oleh hukum. Kepallstialln dalllallm hukum menjelallskalln ballhwall 

 

 

113 M. Faljalr, “Restoraltive Justice sebalgali Hukum Progresif oleh Penyidik Polri,” J. Ilmu Kepol., 

vol. 13, pp. 225–238, 2019. 
114 Muhallmmalld Erwin, Filallsallfallt Hukum: Refleksi Krisis Terhalldallp Hukum, ed. Muhallmmalld 

Erwin, Pertallmall, vol. 1 (Jallkallrtall: PT. Ralljall Grallfindo Persalldall, 2011). 
115 Fallniyallh, Kepallstialln Hukum Sukuk Negallrall Seballgalli Instrumen Investallsi Di Indonesiall . 
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hukum tidallk boleh mengallndung interpretallsi yallng berbedall-bedall, kallrenall 

dallpallt mengallkiballtkal ln mallsyallrallkallt tidallk memalltuhi hukum. Kepallstialln yallng 

diseballbkalln oleh hukum memiliki mallksud ballhwall hukum yallng 

menyeballbkalln sualltu kepallstialln, melalllui produk hukum, alldall jallminalln ballgi 

kepallstialln yal lng terciptall...al 

Malkal dengaln aldalnyal model victim offender medialtion dallalm 

penalngaln perkalral di kalntor Lalpals Terbukal Kendall II B dalpalt memberikaln 

aldalnyal kepalstialn hukum melallui aldalnyal penyelesalialn sengketal yalng 

malmpu memberikaln kealdilaln altals putusaln yalng dihalsilkaln. ALrtinyal 

balhwal aldal jallminalln ballhwall hukum dijalllallnkalln, ballhwall yallng berhallk 

menurut hukum dallpallt memperoleh hallknyall dalln ballhwall putusalln dallpallt 

dilallksallnallkalln. Kepallstialln hukum merupallkalln perlindungalln yustisiallbel 

terhalldallp tindallkalln sewenallng-wenallng yallng berallti ballhwall seseorallng allkalln 

dallpallt memperoleh sesualltu yallng dihallrallpkalln dalllallm kealldallalln tertentu. 

Hukum bertugalls menciptallkalln kepallstialln hukum kallrenall bertujualln untuk 

menciptallkalln ketertiballn dalllallm mallsyallrallkallt. Kepallstialln hukum merupallkalln 

ciri yallng tidallk dallpallt dipisallhkalln dallri hukum terutallmall untuk normall hukum 

tertulis. Hukum tallnpall nilalli kepallstialln hukum allkalln kehilallngalln mallknall 

kallrenall tidallk lallgi dallpallt dijalldikalln pedomalln perilallku ballgi semuall orallng.116 

Hall ini selalrals dengaln Pallsalll 28D allyallt (1) yallng tercallntum didalllallm UUD 

1945 mengalltur “hallk setiallp orallng untuk diallkui, dijallmin, dilindungi, dalln 

diberikalln kepallstialln hukum yallng alldil sertall perlallkualln yallng sallmall tallnpall 

 

116 Wallntu, “ALLntinomi Dalllallm Penegallkallnhukumoleh Hallkim.” 
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alldallnyall perbedallalln di halldallpalln hukum.” 

 

Dengaln demikialn balhwal medialsi penall salngalt cocok untuk 

diteralpkaln di kalntor Lalpals Terbukal II B Kendall dengaln beralgalm 

keuntungaln, seperti: prosesnyal yalng bisal dilalkukaln secalral informall daln 

fleksibel sehinggal pengalcalral tidalk diperlukaln. Tidalk aldal alturaln formall 

tentalng bukti daln tidalk aldal salksi. ALspek keralhalsialaln terjalgal, kalrenal 

medialsi aldallalh proses ralhalsial sehinggal medialtor tidalk alkaln 

mengungkalpkaln informalsi alpal pun yalng terungkalp selalmal medialsi. Sesi 

tidalk direkalm altalu ditralnskripsi. Paldal alkhir medialsi, medialtor 

menghalncurkaln semual caltaltaln yalng merekal bualt selalmal sesi medialsi. Di 

salmping itu jugal cepalt daln muralh pelalksalnalalnyal sehinggal ketikal palral 

pihalk ingin melalnjutkaln bisnis daln kehidupaln merekal, medialsi merupalkaln 

pilihaln yalng dalpalt dipertimbalngkaln. Medialsi umumnyal membutuhkaln 

walktu lebih sedikit untuk diselesalikaln, sehinggal memungkinkaln 

penyelesalialn lebih alwall dalripaldal yalng mungkin dilalkukaln melallui 

investigalsi. 

Selalin itu, medialsi umumnyal menghalsilkaln altalu mendorong 

sehinggal tingkalt kontrol palral pihalk yalng lebih besalr. Palral pihalk yalng 

menegosialsikaln penyelesalialn merekal sendiri memiliki kontrol lebih besalr 

altals halsil perselisihaln merekal. Palral pihalk memiliki halk yalng salmal dallalm 

proses tersebut. Tidalk aldal penentualn kesallalhaln, tetalpi palral pihalk 

mencalpali resolusi yalng disetujui bersalmal untuk konflik merekal. Teralkhir 

dengaln aldalnyal medialsi penall malkal dalpalt melestalrikaln hubungaln yalng 
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terjallin. Balnyalk perselisihaln terjaldi dallalm konteks hubungaln kerjal yalng 

sedalng berlalngsung. Penyelesalialn yalng dimedialsi yalng membalhals 

kepentingaln semual pihalk sering kalli melestalrikaln hubungaln kerjal dengaln 

calral yalng tidalk mungkin dilalkukaln dallalm prosedur pengalmbilaln 

keputusaln menalng/kallalh. Medialsi jugal dalpalt membualt pemutusaln 

hubungaln kerjal lebih bersalhalbalt. Inti dalri medialsi penall aldallalh aldalnyal 

halsil yalng memualskaln bersalmal. Palral pihalk paldal umumnyal lebih puals 

dengaln solusi yalng merekal ciptalkaln sendiri, dibalndingkaln dengaln solusi 

yalng dipalksalkaln oleh pengalmbil keputusaln pihalk ketigal. Kondisi 

demikialn malkal dalpalt membalntu Kalntor Lalpals Terbukal II B ke depalnnyal 

dallalm mengalnalni perkalral lebih teralralh daln jelals sehinggal dalpalt 

melalksalnalkaln pembinalaln daln pembimbingaln balgi walrgal binalaln 

pemalsyalralkaltaln dallalm ralngkal penegalkaln hukum daln halk alsalsi malnusial 

(HALM). 
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BALB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulaln 

 

Berdalsalrkaln uralialn pembalhalsaln di altals, malkal dallalm hall ini penulis telalh 

menyimpulkaln beberalpal hall sebalgali berikut: 

1. Medialsi penall memiliki peralnaln vitall penalngalnaln perkalral yalng aldal di 

Lalpals Terbukal Kelals II B Kalbupalten Kendall. Hall ini dikalrenalkaln 

medialsi penall dilalkukaln dengaln mempertemukaln pelalku daln korbaln 

dengaln penengalh alpalralt hukum yalng bertujualn untuk merestoralsi 

kemballi pelalku ke alralh yalng lebih balik daln dalpalt diterimal kemballi di 

malsyalralkalt secalral sosiall bersalmal dengaln kealdilaln restoraltif yalng 

halkikaltnyal memberi hukumaln kepaldal pelalku tetalpi hukumaln tersebut 

bersifalt mendidik sehinggal memberi malnfalalt balik kepaldal pelalku 

malupun korbaln. Penyelesalialn sualtu perkalral dengaln mengutalmalkaln 

musyalwalralh dallalm mengalmbil keputusaln untuk kepentingaln bersalmal 

(kekelualrgalaln) merupalkaln budalyal alsli balngsal Indonesial algalr 

diteralpkaln menyelesalikaln sualtu konflik yalng belum memiliki palyung 

hukum kualt sebalgalimalnal paldal silal ke 4 Palncalsilal. Malkal implementalsi 

aldalnyal medialsi penall dalpalt mendukung wujudnyal kealdilaln restoraltive 

yalng ideall paldal kalntor tersebut. 

2. Pelalksalnalaln Medialsi Penall dallalm mewujudkaln restoraltive justice di 

Lalpals Terbukal Kelals II B Kalbupalten Kendall dalpalt dilalkukaln dengaln 
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model victim offender medialtion. Model ini ideall di implementalsikaln 

kalrenal dalpalt memberikaln kepalstialn hukum daln memiliki keunggulaln 

lalinnyal; al. model ini tidalk melibaltkaln balnyalk pihalk dallalm alrti pihalk 

yalng dilibaltkaln dallalm medialsi sebaltals paldal merekal yalng memiliki 

kepentingaln lalngsung yalitu pelalku-korbaln daln medialtor. b. limitalsi 

pelibaltaln palral pihalk alkaln menguralngi gesekaln pendalpalt daln kehendalk 

sertal alkaln berimplikalsi paldal percepaltaln proses perdalmalialn daln c. 

pralktik di dunial internalsionall model ini terbukti berhalsil mencalpali 

kesepalkaltaln salh talnpal melallui pengaldilaln daln menghindalri 

penumpukaln perkalral. 

 

 

B. Salraln 

 

Berdalsalrkaln halsil pembalhalsaln daln penelitialn di altals, malkal penulis 

memberikaln beberalpal salraln sebalgali berikut: 

1. Untuk pemerintah, terkhusus pembuatan peraturan yaitu DPR agar 

merekonstruksi medialsi penall dalpalt efektif dallalm penyelesalialn kalsus 

pidalnal dengaln fokus paldal kealdilaln daln kepalstialn hukum malkal perlu 

aldalnyal perubalhaln budalyal salngalt penting di malsyalralkalt. Perubalhaln ini 

melibaltkaln perubalhaln palraldigmal yalng berlalku untuk mengalkui medialsi 

penall sebalgali solusi yalng tepalt untuk kalsus-kalsus rumit di malnal korbaln 

salngalt membutuhkaln pemulihaln daln kompensalsi. Selain itu, untuk 

mengkalji ulalng terkalit substalnsi hukum memerlukaln perumusaln ulalng 

yalng kritis, seperti menyelalralskaln persyalraltaln kealdilaln restoraltif paldal 
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talhalp penyelidikaln daln penuntutaln, mewaljibkaln pembalyalraln 

kompensalsi penuh sebelum mengelualrkaln perintalh untuk menghentikaln 

penyelidikaln altalu penuntutaln, daln memalstikaln balhwal implikalsi hukum 

dalri penghentialn kalsus berdalsalrkaln kealdilaln restoraltif bersifalt finall daln 

mengikalt. Lebih jaluh, memperluals kriterial untuk pelalnggalraln lalin yalng 

memenuhi syalralt untuk medialsi pidalnal salngalt penting, dengaln fokus 

paldal kealdilaln daln malnfalalt balgi korbaln daln pelalku. Pendekaltaln ini alkaln 

membalntu menyelalralskaln pralktik medialsi penall dengaln tujualn yalng 

lebih luals yalitu kealdilaln, kepalstialn hukum, daln kehalrmonisaln 

malsyalralkalt. 

2. Untuk Kantor Lapas Terbuka Kelas II B Kendal agar melakukan 

diseminasi hukum terkait urgensi mediasi penal dalam mewujudkan 

keadilan restorative dalam pelaksanaan program kerja sehingga ke 

depannya dalam pengelolaan narapidana dapat efisien dan efektif. Di sisi 

lain, perlu diberikan pelatihan khusus untuk pejabat pelaksanaan dalam 

mendukung proses pekerjaan agar bisa sesuai dengan tupoksi dengan 

baik serta program tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 
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